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ABSTRAK

Nama s Deddy
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul : Kewenangan Kejaksaan RI dan Xomisi Pemberantasan Xorupsi

{KPK) Dalam Upaya Penegakan Hekum Tindak Pidaga Korapsi
Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana,

Tesis ini membahas tentang wewenang penyelidikan, penyidikan dan penmntutan
vang dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komigi
Pemberantasan Korupst dalam menangani tnddak pidana komupsi. Kewenangan-
kewenangan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana dan peraturan perundang-uedangan lainnya. Dalam penyelesaian perkara
tindak pidana koropsi, lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di
dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pepuntutan berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama laionya. Hal tersebut
menimbulkan suatu keadaan hukum vang berbeda dalam prakick pelaksanaan dari
kewenangan-kewenangan ifersebut, Permasalahan vang diangkat adalah dimana
letak perbedaan kewenangan-kewenangan yang diniliki olch lembaga Kejaksaan
dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasamya secars kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi juga berada di Bistem Peradilan Pidana yang
menitikberatkan pada pelaksanaan wewenang penegak hukum untuk saling
berkcordinasi dan bekerjasama dengan penegak hukum lainnya schingga terjadi
mekanisme check and balances. Maka dengan demikian, wewenang pada lembaga
Kejaksasn dan Komisi Pemberantasan Koropsi dalam penanganan perkara korupsi
tidak boleh dilakukan sepenuhinya secara individual namun haros {etap dalam jatlur
Sistern Peradilan Pidana Indonesia yang mengutamakan koordinasi dan kerjasama
antar nstansi penegak hukum.

"

Kata kunct : wewenang, tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana.
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ABSTRACT

Name : DEDDY
Study Program : Magister
Tite : The authority of General Attorney of Republik Indonesia and

Comsnission of Eradicate Corruption of Republik Indonesia
in The Criminal Law Enforcement Follow-Corruption which
reviewed from Criminal Justice System.

This thesis discusses the authority of investigate, investigation and prosecution by
the Attorney General of the Republic of Indonesia and Commission of Eradicate
Corruption of Republik Indonesia in dealing with criminal corruption. The
authority has been set in the Act and the Criminal Law Event and other
regulations. In the seitlement of criminal corruption case, General Attorney of
Republik Indonesia and Cormmission of Eradicate Corruption of Republik
Indonesia which in the investigate, investipation and prosecution based on the
laws and regulations that differ with each otber. This stuation raises a different
legal practices in the implementation of authorities. The main problem is where
are the difference between the authority of General Aftormey of Republik
Indonesia and Commisgsion of Ersdicate Cormruption of Republik Indonesia.
Basically, according to the guthorities of Commision of Eradicate Corruptions Of
Republik Indonesia, this institution has already in Criminal Justice System that
focuses on the implementation of the law enforcement authorities for mutual
coordination and cooperation with other law enforcement mechanisms so that
there checks and balances. So thus, the suthority on Genersl Attorpey of Republik
Indonesia and Commission of Eradicate Coruption of Republik Indonesia in
handling cases of corruption may not be entirely individual bot must remain in the
system path of the Indonesian Criminal Justice System, which consider as most
important is coordination and cooperation between Iaw enforcement agencies.

"

Key words : authority, eriminal act of corruption, Criminal Justice System.
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BAR1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan mengenal fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia
memang seakan tiada pernah habisnya. Korupsi di Indonesia kini sudah
kronis dan mengekar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangannya dard

~tahun ketahun semakin meningkat baik secara kualitas dimana korupsi
dilakukan sccars sistematis dengan metode-metode vang semakin canggh
maupun kuantites dengan jumiah kerugian negara yang sangat luar biasa.

Penyebab wtama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat
diidentifikasikan sehagai berikut’ : ;

1. Kurangnya gaii atau pendapatan pegawai negeri dibandingksrl denpan
kebutohan, Kurangnmya gaji pegawat negeri ini akan semakin parah
apabila dikeitkan dengan perkembangah tehnologl yang langsung maepun
tidak langsung mengubah pola hidup pegawsai negerl. Kebutuhan akan
alat-alat yang bertckbnologi seperti televisi, handphone, kendaraan
bermotor menambah pengeluaran mereka. Hal ini akan raembuat pegawad
negerl semekin mudah tergoda melakukan korupsi, Belum Jagi gaya
berbelamja dengan sistem mencicil dan penggunaan kartu kredit yang
semakin memberatkan kebidupan pegawai negeri.

Guy J. Pauter juga memberikan komentamya babwa gaji bisa menjadi

penyebab adanya tindak pidana korupsi.

¥ Although corryption iz widespread in indonesia as o meens &
supplementing excessively low governmenial salaries, the resources os
the nation are not being used primairly for the accumulation os vast
private fortunes, but for economic development and i some extent, for

welfare

Y Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13-22.

2 Guy 1. Pawter. Indonesia 1979 : The Record of Three Decades” (Asia Survey Vol. XX No., 2
1980), him. 1230,
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2. Latar belakang kultix budaya masyarakat Indoresia. Budays ini mungkin
berawal justra dari sifat kekerabatan mesyarakat Indonesta yang gampang
memberi bingkisan/hadiah yang dimasa selanjutnya pemberian ini diiringi
niat dan maksud tujuan tertentu. Penyalabgunaan kewenasngan para
pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat
bumiputers cenderung melakukan penyimpangan karena  dapat
menjalankan tugas jabatannya dimana saja dan kapan saja, Ini kemudian
bertermu dengan budaya hadiab di atas yang pada masa selanjuinya seiring
berubahnya masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang
ingin segala wrusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi,

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.

4, Modemisasi. Menurut Samuel P, Huntington sebagaimanz dikutip oleh
Andi Hamzah modemisasi menjadi penyebab korupsi karena :

a. Modemisasi membawe perubashan-perubshan pada npilai  dasar
masyarakat,

b, Modernisast membuka sumber kekayaan Jdan kekuasaan ban
Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidek diatur
oleh norma tradisional masyarskat, sedapgkan norma bary belum
dapat diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.

¢. Modemisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik
vaang pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan
melipatpandakan kegistan yang diatur oleh pemerintah,

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparancy International
Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 143
dari 180 negara dengan angka (2.3). Angka ini jauh dan indeks persepsi dan
negara fetangganya yaitu Malaysia yakni (5,1) dan Singapura (9,3) yang
nyaris mendekati angka persepsi peringkat perfama Denmark, Finlandia dan
New Zealand dengan nilai (9,4). Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih

Universitas Indonesia
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meropakan bagian dari negara terkorup dibandingkan dengan beberapa
negara lainnya di dunia’,

Indonesia belum beranjak dari posisi sepuluh besar negara terkorup di
dunia dissbabkan adanya hambatan-hambatan dalam vpaya pencegaban dan
pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut diidentifikasikan oleh
Moh. Yamin, SH. yvailn pertams mengepai peraaran perundang-undangan
yang roenyangkul upaya pemberantasan korupsi baik yang diatur dalam
undang-undang maupun peraturan di bawshnya mempunyai kelemahan baik
dari aspek substansi maupun dari aspek teknis pelaksanaan sehingga
memungkinkan terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi maupun
bahkan bukan tidak mungkin seringkali dimanipulasi seria dimanfaatkan oleh
koruptor unfuk membebaskan diri degd bukuman. Selain H#u tidak adanya
undang-undang perlindungan saksi dan pelapor serta terfdaly ringannya
hukuman bagi koruptor menyebabkan lemahnya penanganan korupsi. Kedua,
selain karena Iemahnya sumber dava penegak hukum yang ada, penyebab
lainnya adalah karena aparat penegak bukum i sendiri merupakan aktor
yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah membudayanya prakiek
korupsi. Dalam prakieknya korupsi sudah dipandang sebagai suatu perilakn
yang lazim dilakukan oleb masyarekat. Sikap skeptis terbadap pemberaniasan
korupsi dan budaya sunghan ewuh pakew:d: torat serta menycbarkan korupsi
ke tengah masyarakat Keempat, tidak adanya political will dari para €lit

 politik menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi, bahkan
sering terjadi para elit politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian
konspirasi tindak pidapa korupsi. Kelima, karena rendabnya akuntabilitas
publik penyelenggara negara dan tidak adanya transparansi.’

Dari uraian di atag dapat diketahuai bahwa korupsi ternyata tidak lepas
dari pengaruh dan atau peran masyarakat. Masyarakat telah menjadi salah
satu penyebab tmbulnya tindak pidana korupsi sekaligus salah satu
penghambat pemberantasannya bahkan korupsi itu senditt timbul dard

Kejaksuan Agung RL. Tindak Pidene Korupsi Dalam Pengadaan Borang/Jasa Pemerintch
(Yakarta : Kejaksaan Agung RI, 2007), hlm. 1.
Moh, Yamin, SH., “Dengon Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi® (Makalsh Untuk
Memenubl Persyaratan Seleksi Calon Piwpinan Komisi Pemberantassn Tindak Phlana
Korupsi, Jakarta, 3 Nopember 2007, him. 3.
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masyarakat. Oleh karena itu dalam usaba pencegaban dan pemberantasan
korupsi tidak dapat lepas dari peran serta masyarakat,

Korupsi juga telsh menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak
hanya kerugian atas keuangan negara namun Iebih luss lagi telah memgikan
masyarakat. Dalam kasus-kasus korupsi periode 2004-2606 secara kuantitatif
kasus korupsi tidak bertambah secara signifikan sebaliknya secara kualitafif
kesus korupsiftingkat kerugian negara meningkat dalam jumlah yang cukup
signifikan. Dalam periode tahun 2004 kerugian negara sebesar Rp. 4.3
trilyun, periode tabun 2005 kerugian nepara mencapai Rp. 5.3 trilyun dan
tahun periode tabun 2006 kerugian negara menmingkat menjadi Rop. 14,4
trilyan®

Penjelasan Undang-undang No. 20 tshun 2001 menjelaskan korupst &t
Indonesia telah terjadi sistematik dan loas sehingga tidak sajia menimbulkan
kerugian keuvangan negara, tetapi juga telah melanggar bak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara huas,®

Dalam kevangan nepara ada juga yang bersumber dalam dari
masyarakat dan sken dikembalikan kepada masyarakat, jadi apabila vang
tersebut dikorupsi maka ada hak rakyat yang tidak dikernbalikan dan tidak
dapat dinikmati masyarakat, Artinya dengan terjadi korupsi maka telah tegjadi
pula pelanggaran techadap hak asasi manusia.’

Menyikapi fenomena ind, pemerintahan vang silibh berganii selalu
menjadikan kalimat pemberantayan korupsi  sebagal agends utama
kegiatannya. Berbagal perangkat undang-undang beserfa segala peraturan
pelaksanaannya yvang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukt
keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di
Indonesia.

Kejaksaan scbagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi
yang strategis dalam pencepaian tujoan dar sistem tersebut. Posisi penting

§

International Coryaption Wateh (ICW, Cuiatan aldr tohun JOW, {Jskarta @ 30 Maret 2007),
him. 16

Indonesia, Undang-Undang Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 tshun
2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No, 4130,

Kamui A, Korupss, Pidana Mati dan HAM sekifas Tinjauan Sisters Peradilan Piduna, dalam
Hak A4sasi Manusia Hokekat, Korsep dan Implikasinpa Dalam Perspektil Hukum don
Muasyarakat, Muladi (Ed) (Bandung @ Refika Aditama, 2005), hlm. 154-156,
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yang dimiliki oleh insfitusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup
pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap pra ajudikasi, ajudikasi
dan purna ajudikasi. Lingkup pekerjaan yaong diemban oleh institusi
kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingpa proses peradilan itu berakhir
inilah yang menyebabkan kejeksaan dalam menjslankan tugss dao
kewenangannya akan selalu bersingpungan depgan tugas dan kewenangan
institusi lainnya yaitu polisi dan hakim.,

Mepurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzsh, SH., MA. kewenangan kejaksasa
di Indonesia mengacu pada Kongres Perserikatan Baonpgsa-Bangsa Ke-§
Mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Tindak Pidana
di Havana, Kuba pada tahun 1990 yang menghasilkan resclusi mengenai
“Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa”, yang isinya antara lain mengatakan
kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan pidana
korupsi, penyalabgunaan kekuasaan, pelanggaran berat aias hak-hak asasi
manusia dan kejahatan lain yang diakui oleh hukom internasional serta dalam
hal diberi wewenang cleh wndang-undang atsn sesuai dengan praktek
setempat.”

Kewenangan Lkejakssan Ji Indopesia kurang lebih mempunyai
persamaan dengan institusi kejaksaan di berbagal belahan dunia lainaya
seperti di Amerikas Serikat dan negara-negars di Eropa yang menganut pola
Anglo Saxon seperti Jerman, Austriz, Itali, Portugal, Spanyol, Swiss, Swedia,
Denmark, Belanda, Belgia, dan Perancis. Babkan peranan jaksa di Amerika
Serikat sangat besar sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana
manapun, bahkan jaksa i AS dapat menetapkan wntuk menuntot atsu tidak
mepuntut berdasarkan plea bargaining vaitu pengakuan si tersangka demi
memperoleh dakwaan yang lebih ringan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,
di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a Melakukan penuntutan,
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,

*  Surachman, RM. dan Andi Hamosh, Joksa i Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukarmya
{Jakarta - Sinar Grafika, 1996), him. 27,
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan dan keputusan lepes bersyarat,

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidena tertentu berdasarkan
undang-undang,

e. Melenpkapi berkas perkara tertentn dan untuk its dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.,

Lebih lanjut dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959
vang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenal penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana
korupsi vang dilakukan berdasarkan hukum zcara yang berlakn, kecuali
ditentukan dalam undapg-undang ini. Dari urgian passl tersebut ferhihat
bahwa kejaksasn juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan ataupun
penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Namun, meskipun demikian masyarakat tetap memandang penegakan
hukum masih jauh dari rasa keadilan. Ada pandangan dalam masyarakat yang
menilai baiwa negara belum dapat menjamin kepastian hukum. Praktek
penegakan hukum yang terjiadi juga dintlai semakin javh dari pesegaken
hukum yang seharusnya dilakukan. Atas dasar dikarenakan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap instansi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi,
maka masyarakat melalol eksekutif don legislatif membentuk Komisi
Pemberantasan Korupsi atan disingkat menjadi KPK.

Komisi Pemberantasan Kompsi atan  disingkat menjadi KPX
merupakan suatu komisi khusus vang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal
43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK. adzalah lembega negara yang dalam melaksanaksn tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuassan
manapun. Tajuan dibentukoya KPK tidak lain adalsh meningkatkan daya
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberentasan tindak pidana korupsi,
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KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan tindak
pidana korupsi. Seecara tegas Undang-Undang MNomor 30 Tabun 2002
menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan funduk kepada hulawn acara yang berlak,

KPK dapat dikateporikan sebagai badan khosus {ad hoc) yang
berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu sepertt
yang diisyaratkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
yaitu ;

1. Melibatkan aparat penegak bukum, Penyelenggara Negara, dan orang
lain yang ada kaitapnya dengan tindak pidama korupsi yang dilakukan
oleh apazat penegek hukum atau Penyelenggara Negara,

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atan

3. Menyangkut kerugian pegara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu
miliar ropiah).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahua 2002
dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melekukan koordinasi
dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, peayidikan, dan penuntutan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas
KPK diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002, yaitua :

a. Koordinasi dengan instansj yang berwepang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi; v

b, Supervisi terhadap instansi yang berwenzog melakukan pemberaniasan
tindak pidanra korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegaban tindak pidana korupsi; dan

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2062, KPK

diberikan wewenang :

& Dalam melsksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan
pengawasan, pencliian, atau penelashan terhadap instansi  yang
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menjalankan togas  dan wewepangoya  yang  berkaitan  dengan
pemberantasan tindek pidana korupsi, dan instansi yang dalam
melaksanakan pelayanan publik.

b. Dalam melaksanakan wewenang fersebut maka KPK berwepang juga
mengambil alih penyidikan atau penunfutan terbadap pelaku findak
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian aiau kejaksaan,

¢. Dalam hal XPK mengambil alih penyidikan atau pesontutan, kepolisian
atan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara
beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling
lama 14 {(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Penycrahan sebapaimana dimeksud pada ayat (3) dilakukan dengan
membuat dan menandatangani berita acara penycrahan schingea segala
tugas dan kewenangen kepolisian atau kejaksaap pada saat penyerahan
tersebut beralih kepada Komisi Pernberantasan Korupsl.

Dalam pasal terssbut terlibat betapa besar peran, tugas dan wewenang
dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang
MNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindsk Pidana
Korupsi mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK} dan Pengadilan Kbhusus Korupsi.

Pernbentukan dua institusi ini merupaken salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemeriniah dan legislatif dalam pemberantasan findak pidana
korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis
dalam peramran perundang-undangan, karena dalam prakiek, baik yang sudah
terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK
dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala,

Kendala tersebut amtara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana {(KUHAP} mengatir bahwa proses penyidikan dan poountutan
merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat (2) Usdang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 mengatur bahwa KPEK berwepang juga mengambil alih
penyidikan atau peountutan terhadap petaku tindak pidana korupsi vang
sedang dilakukan cleh kepolisian atau kejaksaan. Disisi lain kefaksaan juga
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mempunyal kewenangan sebagai eksekutor terhadap pepanganan perkara
tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka
KPK. dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik
dalams penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap
perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya tumpang tindih
kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan denpan KPK cenderung
dapat menjadi kurang harmonis,

Untuk memahsmni arti tindak pidana korupsi, dapat diketahui dari arti
korupsi. Kata korups: berasal dari bahasa latin corruptio stau corruptus. Kata
corruptio berasal berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata Iatin yang
lebih tua. Dar bahasa latin masuk dalam bahasa-babasa Eropa seperti Inggris,
corruption, corrupt, Prancis, corruption; dan Belanda, corruptie Bahasa
Indonesia menyerap babas Belanda int menjadi korupsi.

Meournt Andi Hamzsh arti harfiah dari korupsi adalsh kebusukan,
keburukan, kebejaton, ketidakjujuran, deapat disvap, tidak bermorsl,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata vang menghina atau memfitnab,?

Menurut  Transparency Intemational, pengectian Kkorupsi adalah
mencakup perilaku dari pejabat-peiabat sektor publik, apakah politikus atau
pegawal negeri dimana mereka secara tidak bemar dan secara melanggar
hukum raemperkaya diri sendin atan pibak lain yang dekat dengan mereka
dengan cara menyalahgunakan kewepangan publik yang dipercaya kepada
merska,

Secara yuridis pengertian korupsi dan jenisnya telah diromuskan dalam
UU No. 31 tzhun 1999 jo UL No. 20 tzhun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya yaitu UU Ne. 3
tabuni 1971, Dalem pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya
terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan
keuangan Nogara atau perekonomisn megara tetapi meliputi perbuates.
pervuqlan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara

¥ Andi Hamzsh, Korupsi di Indonesia Maselah dan Pemecohannya (Vakarts : Gramedia Postaka
Uitama, 1999), hiry. 7.

¥ Jeremy Pope, Strategi Memberantas Karupsi, Efemen Sistem Integritas Nasional (Confronting
Carruptivn @ The Element of National Integrity System), diterjemshkan oleh Masii Maris
(Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2003), hm. 7.
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negara vang merngikan masyarakat atau orang per orang. Kelompok delik

dimaksud adalah sebagai berikut ¢

1. Kelompok delik vang dapat merugikan keuangan pegara atau
perckonomian negara (sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal
3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No, 20 tahmm 2001 fentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi).

2. Kelompok delik penyuapan, batk yang bersifat akiif (yang menyuap)
maupun yang bersifat pasif (yang disuap) serta gratifikasi, sebagaimana
diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat 91) dan ayat (2),
dan pasal 11, pasal 12 humf a, b, ¢ dan d serta pasal 12 B ayat (1) dan (2)
Ul No. 31 tabun 1999 jo LA No, 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi).

3. Kelompok delik penggelapan (scbagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 10
huraf a2 3 UU No. 31 tshun 1999 jo UU No. 20 tshun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

4, Kelompok delik pemerasan dalam  jabaten (kmevelarij, extortion)
sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e dan £ UU No. 31 tabun 1999 jo
UU No. 20 tahun 200} tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

5. Kelompok delik pemalsuan (sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 31
tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 fentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korapsi).

6. Kelompok delik vang berkaitan dengan pemborongan, Jeveransir dan
rekanan (schagaimang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 12 huref
g dan i UU No, 31 tabun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberaniasan Tindak Pidana Korapsi).

Proses pencgakan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa dan bakim
bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal
Justice system). Menurut Mardjono Reksodiputre Criminad Justice System
adalah sistemn dalam masyarakat untuk menanggulangl masalah kejahatan,
Menanggulangi kejabatan adaleh usaha untuk mengendalikan kejahatan apar
berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, Berhasil atau tidaknya suam
sistemn peradilan pidana dapat dinilai dari jumiah kejabatan yang sampai pada
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penegak hukum vang dapat diselesaikan melalud proses peradilan pidana dan
diputus bersalah serta mendapat huknman."'

Pepepakan hukum merupakan syarat mutlak bagl upaya penciptaan
indonesia yang damai dan sejabtera. Ketiadaan penegakan hukum akan
menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik
ok memenubi kebuiuhan hidupnya. Hal tersebut menupjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan
pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kejahteraan dan
kedamaian.

Dalam prakiek, penyidiken perkara korupsi vang dilakukan oleh pihak
kejaksaan di sepanjang tahun 20072008 tenitama kasus-kasus besar selalu
berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kasus-kasus
itu antara lain kasus korupsi dalam fmpor beras ilegal dengan tersangka
Gordianus Setio Lelono, korupsi Kredit Likuiditas Baok Indonesia (KLBI)
oleh Badan Penvangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dengan tersangka
Hutomo Mandala Putra, kasus korupsi penjualen kapal tanker raksasa (very
large crude carrier/NLCC) Pertamina.

Sedanpkan kasus-kasas korupsi vang dalam penyidikan KPK menurut
date Indonesia Corruption Watch (ICW)} menunjukkan tidak pemmah adanya
Surat Perintah Penphentian Penyidikan (SP3) tersebut'.

Memang dalam pasal 40 UU No. 30 tshun 2002 tentang KPK telah
diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan
surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkars tindak
pidana korupsi, meskipun demikian tefap terdapat adanya perbedaan yang
mencolok antara lembaga kejakssan dan Komisi Pemberantasan Koropsi
dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terbadap peran
Keiaksaan sebagai lembaga penegak hnkum atzupun dalam rangka menjaga

1 Mardjone Reksodiputro, Bunga Rampai Permuselshen Dalam Sistem Peradilan Pidong,
kumputaz kerangan, buku kellma (Jakaria © Pasat Pelayanan Keadilan dun Pengabdiaa Hukum
{d/h Lembuaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm, &

2 Sumber Harian Kompas, Senin, 24 Nopember 2008.

B fternational Corruption watch ACW), Cotaton akhir tafnm {(fakarta : Jumat, 30 Maret 2007)
him. §. .
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kewibawaan KPK, maka kajian tesiz ini akan mengetengahkan perbedaan
kewenangan antara kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagai baban perbandingan
untuk menjawab beberapa permasalaban pokok yang akan diuraikan lebih
lanjut,

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan wratan tersebut, penulis menilai penting untuk melakukan
penelitian dengan permasalahien utama sejauh mana telah terjadi pemisahan
tingkat pemeriksaan amtara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK} dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan mmsalah hukum ini
diharapkan askan menjelaskan perbedasn kewenangan dan hubungan kerja
antara Kejaksagn deapan Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) dalam hal
pencgakan hukum ferhadap tindak pidana korupsi, yang ditinjau dan Sistem
Peradilan Pidana yang berlako di Indonesia.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah kepada sasaran
yang diharapkan, maka permasalahan winme tersebut diperinci dalam
beberapa pertanyzan penelitian dengan rumusan sebagai berikut
1. Dimeanakah lctak perbedaan penyelidikan, penyidikan dan penuniutan

yang dilakukan oleh pihek kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

{KPK) dalan: tindak pidana korapsi 7
2. Apakah pertimbangan dari KPX (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi) untuk mengambil alih pemeriksaan suate perkara korupsi dari

pihsk lain (kejaksaan atay kepolisien) ?

3. Apakah lembaga KPK dapat termasuk sebagai saleh satu sub sistem
dalam sistem peradilan pidana {criminal justice systent) di Indonesia ?

TUJUAN PENELITIAN
Berdasar latar belakang dan rumusan permasalahan yang anan diuraikan
di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikot :
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a  Untuk mengavalisa dan mengungkapkan batas kewenangan penegakan
hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi {KPK).

b, Uniuk mengunpkapkan dan menganalisa bubungan antara Kejaksan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pepanganan tindak pidana
korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

KEGUNAAN PENELITIAN
flasil penelitian ini dibarapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan
antara Jain
1. Secara tecrifis hasil pepelitian ini dibarapkan dapat membernikan
kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dalam
ilmu hukom,
2. Secars praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat
penegak bukum kbususnya bagi Kejaksaan dan Komisi Pemberaniasan
Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yeng menggambarkan hubungan
antara konsep khusus vang merupskan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan
dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti dan dikaji. Sesuai dengan
judul pepelitian ini, ada beberapa istilah yang dapat diberikan definisi
konseptualnya, yaitu :

a. Huobungan Komisi Pemberaniasan Korupasi (KPK) dengan Kejaksaan
adalah hubungan fungsional dan koordinatif yang merupakan bagian dari
Sistem Peradilan Pidana.

b. Upaya penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman peiilaku dalam lalu-lintas atau hubungan—hubungan hukuin
dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum it juga kurang lebih
merupakan upaya yang dilakukan unhuk menjadikan hukum, batk dalam
artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai
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pedoman perilaky dalam setiap perbuatan hukom, baik oleb para subyek
hukum yang bersangkutan mavpun oleh aparatur penegakan hukam yang
resmi diberi tugas dan  kewenangan oleh undang-undang untuk
menjamin berfungsinya nonma-norma hokum  yang berlaku  dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Tindak Pidana Koropsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau
karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya dird
sendiri atau orang lain atau suaiu badan yang secara langsung ateu fidak
langsung meragikan keuangan Negara atan daerah atan badan hukum lain
yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara
atau masyarakat™

F. KERANGKA TEORI

Lawrence M. Friedman mengemukakan bshwa dalam sebuah sistern
hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Ketiga
komponen tersebut adalsh @ struktor (structure), substansi (substance) dan
budaya hukum (legal cufture)” Tentang struktur hukum Friedman
menjelaskan struktur dari sistem hokum terdinl dan wnsur-imsur jumiah dan
ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang diperiksa dan
bagaimana serta mengapa), serta carz banding dari satu pengadilan ke
pengadilan Iainnya, Substansi adalah aturan, porma dan pola perilakn nyata
manusia ysng berada dalam sistem (tu atau substansi jupa berarts produk yang
dihasitkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itw, keputusan
yang mereka keluarkan, aturan baru yang mercka susun. Sedangkan budaya
hukum berarti sikap manusia terthadap hekun dan sistem  hukom,
kerpercayaan, nilai, pemikiran serta harapannys. Dengan katz laln budaya
hukom adalah sikap wmwanusia ferhadap hukum dan  sistem  hukum,
kerpercayaan, nilat, pemikiran serta harspannya. Budaya hukum adalsh

“o

' Bddy Rifat, Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Buku Ajurj, {(Bandar Lampusg : Program
Pasca Sarjana Program Magister Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), kim. 28,

Y Tawrence M. Friedman, dmericon Law dn Introduction, 2nd Fdition (Hukum Amerika :
Sebuah Pengarear : Wishnu Baswkiy (Jakaxts ; Tatanusg), Jim, 6-8
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suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang meneotukan bagaimana
hulamm digonskan, dihindari ataw disalahgunakan.

Menuriit Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga wasur hukum
itu adalah dengn mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, dengan
substansi adalab apa vang dikerjakan atau hasil dari kerja mesin tersebut,
sedangkan budays hukum adalah apa atau Siapa yang memutuskan untuk
menghidopkan dan mematikan mesin itu serta mepntuskan bagaimana mesin
tersebut digunakan. Berpiiak pada konsep sistem hukum yang dikemukakan
oleh Friedman tersebut maka Sistem Peradilan Pidana (Crimingl Justice
System) adalah suaste sistem yang pada dasarnya merupakan sustu sistem
yang di dalam geraknya mencapai twjuan balk fujuan jangka pendek,
menengah maupun jangkas panjang sangai dipengarubi oleh bLngkungan
masyarakat dan bidang-badang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan
Pidana dalam geraknya akan selaly mengalami intersksi, interkoneksi dan
interpendensi (fterface) dengan Hngkungannya dalam peringkat-peringkat,
masyamakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-
subgistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri fsubsysfems of criminal
Justive system), saleh satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana
adalah “sinkronisasi”® pelaksanasn penegakan hukum'®, selanjvmya sistem
peradilan pidana harus difihat sebagai sistem tertbuka {open systemy) sebab
pengaruh lingkungen seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem
tersebut mencapat fujuannya,

Sebagal suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur
atau subsistem yang seharusnya bhekerja secara koheren, koordinatif dan
integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efekiivitas yang maksimal.
Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, scbab
belam tento  efisiensi masing-masing subsistem dengan  sendirinya
menghasilkan efektivitas, Efekiivitas sistem peradilan pidana, secara umum
antara lain dapat divkur melalui indikator-indikator tingkat pengungkapan
perkara oleh polisi {learance rate), tingkat keberhasilan jaksa dalam
membukiikan dakwaan (conviction rate), kecepatan penanganan perkara

¥ Whladi, Kapita Selokra Sistem Peradilon Pidans {Semarang : Undip, 195%), him, 7.
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(speedy trigl), tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (rate of
alternative  sanction), menonjol atav tidaknya disparitas (disparity of
sentencing performance), dan tingkat residivisme (rate of recall fo prison)”’.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fongsional ganda Di satu
pihak berfungsi scbagai sarana masyerekat oniuk menaban  dan
mengendaltkan kejahatan pada tingkatan tertentn, di lain pihak sistem
peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, Efektivitas sistem
peradilan pidana tergantung sepenubnya pada kemampuoan infrastmktur
pendukung sarana dan prasarananyd, kemampuan profesional aparat penegak
hukumnya sertz budaya hukum masyarakatnya'®. Tanpa kesadaran baik dari
aparat penegak hukum, pembuat hokum dan masyarakat dimana hulamm ekan
diterapkan, maka penegakan hukum akan meojadi  proses  untuk
mengabsahkan keknatan yang absolut dengan pembenaran/justifiksast hukum
yang bersifat korup, oforiter, represif, yang sckaligus mencerminkan
kepentingan dari para oligarki penguasa.

Dalam konieks bekerjaoya bukum di masvarakat, khususnya dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan KPK sebagai
organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara,
tupuan bukurn dan tojean sosial,

Mengenal hal ini Peter M. Blan dan Marshall M. Mever menyatakan
bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birokrasi telash menjadi suatn
lembaga yang menonjol, sebagai lembaga Negara yang melambangkan erz
maodern, dan kita tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau
kita tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.’?

Di Indonesia Sistem peradilan Pidana setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor § Tehun 1981 tentang Hukom Acars Pidapa mempunya 4
{empat) subsistem, yaitu : subsistem Kepolisian yang secara administratif di
bawah presiden, Kejaksaan di bawah Kejeksaan Agung, Pengadilan di bawah
Mahikamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen

7 Ibid, halaman 120.
¥ Thid halarcan 28,
¥ M Blaa Peter dan M. Meyes, Marshall, Birokrasi dulam Masparakat Modern (Fekaria 1 1]

Press, 19873, him, 4.
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Kehakiman. Seluruh komponen sistem peradilan pidasa, termasuk pengadilan
dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untnk melaksanakan
tugas menanggulaogl kejahatan ataun mengendalikan terjadinya kejabatan.
Meski demildan, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas
pencegshan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan sub sistem
kepolisian. Sementara tugas lainnya lebih terkait dengan subsistem lesbaga
pemasyarakatan, Adapun tugas menyelesaikan kejabatan yang terjadi sangat
terkait dengan tugas dua kompponen sistern, yaitu polisi dan jaksa (pada tabap
prajudisial) dan pengadilan (pada tabap judisial). Hubungan polisi dan jaksa
sendiri ferutama berkaiton denpan fugas penyidikan svafu tindak pidana
Untuk menghindari kesisopang-sturan tugas, penvalahgunsan kewenangan,
tumpanpg  tindibnya kewenangan, serta kegagalan mencapal  fugas
menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, periu ada suatu hukum
yagg di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh
negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana fatacara
penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannys, serta apa savksi bila ternyata
pelaksanaannya tidak scsual dengan cara aten tugas dan kewenangannya.
Hukum tersebut dikenal sebagal hukum pidara formal siaun hukum acara
pidana, Witjono Prodijodikoro (1970) merumuskan hukum acara pidana ini
sehagai suatu rangkaian peratorap-peraturan vang memuat cara bagaimana
badan-badan pemerintah vang berkuasa, yaifu kepolistan, kejaksaan, dan
pengadilan harus bertindak guna mencapal tujuan negara dengan mengadakan
bulcum pidana, Oleh karena iy, keempat subsisiem ini memiliki hubungan
yang erat salu dengan yang lainoya dimana tujuannya adalah satu, fetapi
togasnya berbeda.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa sistem pemasyarakatan dalam
kerangka sistern peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara
kescluruban dapat dilihat tidak banya sebagai sistem fisik (phisycal systeny
tetapi juga sebagai sistemn sbstril: fabstract system)
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G. METODOLOGI PENELITIAN
1. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini secara spesifik bersifat deskriptif, dengan maksud

untok menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode

penelitian ilmiah. Fakte yang ada kemudian digambarkan dengan suatu
interprestasi, evaluasi dan pepgetahuan wmum, karepa fakia tidak
mempunyai arti tanpa interprestasi, evaluasi dan pengetabuan umum.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber date dalam penelifian ini adalah studi kepusiakaan yang dilakukan

melalui serangkatan kegiatan membaca, mengulip, mencatat buku-buky,

menclaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Sementara itu mengenai jenis data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Daia Sckunder yaitu data utema yang diperoleh dengan cam
mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber data tertulis terutama
yang berkaifan dengan permasalahan penelitian,

Adapun vang tergolong dalam data sekunder i berupa bahan-bahan

hokum primer antara lain

a). Undang-Undang Dasar 1945

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¢). Undangundapg Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penvelengaraan
negara yang bersik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,

4}, Undang-undang Nomor 31 tahun 1899 jo. Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidena Korupsi.

e). Undang-Undang nomor 16 tahun 2084 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

f). Undang-Undang Nomor 30 Talum 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Bahan holum sckunder antara lain yaitu bukw-buku hukum, kamus

hukum, artikel-artikel hukum dan pendapat para 2hli hokum,
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3. Metode Pengumpulan Data
a. Pengumpulan Data

1) Dalam pengumpulan data sekunder, penulis akan melakukan
serangkaian dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-
buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas

b. Pengolahan Data

Pengolahan terhadap data yang terkumpul melalui kegiatan

pengumpulan data di proses melalui pengolahan dan penyajian data

dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa, dan

ditelii kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya,

sehingga terhindar dar kekurangan dan kesalahan, kemudian dilakukan

evaluating dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang

diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran

atas jawaban dengan masalah yang ada.

Disamping itu digunakan pula study lapangan melalui serangkaian

wawancara terhadap para aparatur penegak hukum dalam sistem

peradiian pidana di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti Kejaksaan

Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wawancara dilakukan setelah menginventarisasi permasalahan secara

kongkrit, yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana

korupsi yang diimplementasikan dalam format wawancara serta daftar

pertanyaan sebagai alat wawancara.

Pada tahap ini kegiatan pepelitian ditujukan guna mendapatkan data

secbanyak mungkin mengenai sumber dan bahan informasi yang

mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini,

kegiatan selanjutmya adalah melakukan pengumpulan pendapat melalui,

wawancara terhadap para praktisi hukum, khususnya mengenai

penanganan tindak pidana korupsi.
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Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatil dengan penpuraian secarma deskriptif
dan preskriptif. Hal ioi bertolak dari maksud peneliian yang tidak hanya
menggambarkan data secara an sich, tetapi juga mengungkapkan realitas
hubungan sistem peradilan pidane dalam penegakan hukum pidana.

Analisis yang bersifat deskriptif dan preskriptif merupakan suatu kegiatan
angliz yang bertumpu dari enalis juridis normatif yang selanjuinya secara
sistermatis dikorelasikan dengan data empiris. Untuk Jebib memperdalam
pengungkapan terhadap pemasalahan pokok, maka dilengkapi pula dengan
analisis bistoris dan komperatif.

Pengeunaan nalaris juridis normatif ditujukan dalam konteks pengkajian
peraturan penundang-unangan di dalam bidang pemberantasan tinak pidana
korupsi schingga dibarapkan dapat diketahui kelayakan hukum pidana yang
diformulasikan dalam updang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya melalni analis jundis empiris diharapkan dapat mengungkap
realitas fungsionalisasi sistem peradilan pidana ferhadap pernberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia.

Sementara itu analis historis digunskan guna mengtahui Jatar belakang,
alasan-alasan dan tujuan fungsionalisasi sistem peradilan pidana Upaya ke
arah itu skan menjadi jelas melalui analis komperatif vaitu Jengan
mengadakan peninjavan dan peRbandingan perundang-undangan.

H, SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian inj secara keselurohag akan dimangkan dalam fima bab,
yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikat :
BAB IPENDAHULUAN
Merupakan Bab Pendahulvan yang berisi latar belakang, permasalahan dan
mang lingkup, Tujuan penelitian, kepunaan penelitian, keranpka teoritis dan
konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAR Il TNJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini mengkolaborasi mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, tugas
dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan konsep penegakan
hukum dalam Sistem Peradilan Pidana,

BAB Il HASH, PENELITIAN

Bab ini menganalisis kewenangan Kormsi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam Sistem Persdilan Pidana di Indonesia, baias kewenangan penegakean
hukum dalam Tindak Pidana Korupsi antara Kejzksasn dan Komisi
Pemberantasan korupsi (KPK), den Hubungan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan Kejaksaan R.1 dalam upaya penegakan hukum tindak
pidana korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indopesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan memberikan simpulan dari hasil penelitian serla
saran-saran yang diharapkan skan membanty memecahkan permasalahan
berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Komisi dalam kaitannya dengan
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,
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TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN DAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA

1. Tinjauan Umum Tentang Kejakssan Repablik Indenesia
Kejaksaan RI adalsh sebuak lembaga pemerintah yang moelaksanakan
kekuasaan negara khosusnya dibidang penunfutan, dan scbagal badan vang
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bettanggung jawab kepada Presiden.
1.1, Kejaksaan pada masa sebelum kemerdekaan

1.1.1

Maga Kerajaan Hindu Budha

Pada jaman kerajazn Majapahit sebagai kerajaan Hindo-Jawa
di Jawa Timur, sudah terdapat beberapa jabatan yang disebut
Dhyakss, Adhyaksa dan Dhammedbyaksa. Jabatan-jsbatan
tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu kata yang sama
dalam bahasa Sansekerta. Dhyaksa adalah pejabat negara di
jomaan Majapabit di saat Prabu Hayam Wuruk tengah
berkuasa {1350-1389). Dhyaksa diberi tugas untek
menangani masalah-masalah peradifan dengan  kepasitas
kedudukannya seperti untuk Mahapatih Gajah Mada, Dalam
kedudukaannya 1tu Gajah Mada scbagai Adhyaksa, jadi yang
dimaksud dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan,
sedangkan Adhyaksa adalah Hakim Tertinggi yang
memimpin dan mengawasi Dhyaksa tadi. Para Dhyaksa dan
Adhyaksa dituntut kemshiraan dan keahiiannya tentang
Hukum Hindu Xuno yaitu hukum yang sudah diskui oleh
hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para
rohaniawan, serta para cendekiawan yang mendamping para
Dhyaksa tadi. Dalam hubungan ini, Dbyaksa diartikan
sebagal scorang yvang mabir atau ahli, sedangkan Adhyaksa
dikatakaan sebagat scorang saksi, pengawas dan kadi, karena
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Dhyaksa sebagai nengemban tugas urusan agema Syiwa dan
Budba. '

Sekalipun urusan ditangani oleh para Dhyaksa dengan
didampingi para cendekiawan dan para rohaniawan dibawah
pimpinan dan pengawasan tertinggt Gajsh Mada selaku
Adhyaksa, namun sudah barang tentu semuanya ada di bawah
perintah  Sang Prabu Hayam Wuruk. Seislan dengan
berputarnya roda sejarah, terminologn Dhyaksa berubah
menjadi Jaksa.

Tugas dan wewenang Jaksa secara revolusioner berubah
sesuni  dengan  sirukfur  ketatapegaraan dun sistem
pemerintaban dari wakfu ke waktu sampai dengan sekarang
ini.

Masa penjajahan Belanda

Pada masa swal peniaishan tabun 1602, Versnigde Qost

Indische Compagnie (VOC) atau Kompeni membentuk

berbagai peraturan hukoum, mengajak para pejabat yang akan

menjaga  kepentinganuya dan membentuk badan-badan

peradilannya  sendifi  {schepenenbank} vyang peingas-

petugasnya diberi kekuasaan sebagal penontut umum, yaitu

officer van justitie. Olch karena tekanan sitvasi saat itu,

politik hukum diubah dengan menerapkan hukum adat

kepada penduduk pribumi separiang hal-bal tertentu tidak

diatur oleh Peraturan Perundang.undangan Kompend sendiri.

Kstika daerah Priangan masih dalam keluasaan Mataram,

para terdakwa dengan perkara yang dapat diancam dengan

pidana siksaan dan pidana mati harus dikirim ke Mataram

unftuk diperiksa dan diputuskan perkamnys, fetapi di

pengadilan pidana, perksra-perkara yang tiak dizncam

dengan pidana mati atau siksaan diputuskan oleh Jaksa di

Pengadilan seterapat. Setelah Priangan diambil alih oleh

Kompeni darl kekuasaan Mataram, perkara vang berkaitan
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dengan orang-orang Bumiputera yang tadinya dilakuken di
Pengadilan Mataram selanjutnya dilakukan oleh Pengadilan
yang dibentuk oleh Kompeni, tetapi terhadap perkara yang
ringan meka Jaksa yang melakukan proses peradilannya
untuk dan atas pama Bupati seternpai. Balk di Mataram
maupun di Cirebon sebutan Jaksa telah banyak diartikan
sebagai Hakim daripada Penuntut Umum, demikian pula
kata Kejaksaan diartikan dengan Pengadilan seperti yang
kita kenal sckarang ind,

Masa Pemeriniahan Daendels

Pada masa pemerintehan Daendels (1808-1811) berdasarkan
keputusan Kekuasaan Schepenenbank (Pengadilen Schepen)
vang dibenhuk oleh Kompeni dan semula mempunyad
vurisdikst di seturub wilayah Jakarta dan daerah Jawa Barat
serta melakukan sistem peradilan dengan menerapkan hukom
Belanda, diperkecil wilayah hukumnya meliputi kota Jakarta
dan sekitarnya. Di luar daerah ini, pengadilan perkara-
perkara perdata dan pidana berat dilakukan oleh Drossard
(kermudian namanya diganti Landdrost).

Pengadilan Landdrost, disebut Landgericht yang terdini dari
landdrost sebagai ketvanya, para Bupati atau 7 {tujub)
penduduk terkemuka sebagai anpeotanya serta penghulu
sebagal penasibatnya. Pemumtut yang disebut  fiscaal
dilakukan oleh scorang Jaksa Besar {Groot Jaksa). Seorang
bawahan /anddrost yang diberi gelar Schouten dibebani tugas
melakukan penyidikan. Landgericht memeriksa dan memutus
perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak termasuk ke
dalam kekuasaan Landraad.

Pada tanggal 21 Januveri 1812 Raffles mengeluarkan suatu
maklumat (proclamation) yang memuat landasan-landasan
bagi badan peradilan yang akan disusun untuk melaksanakan
hal-hal yang termuat dalam maklumat fersebut, kemudian

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Ul, ”%&l’&i‘t&& indonesia



1.1.4,

25

dikeluarkan szjumiah petunjok (inséructions) dalam Code of
Provisional Regulations for the Judicial and Polive @t
Batavia, Semarang and Surabaya. Berdssarkan instuksi
tersebut dibentuk badan-badan pengadilan uniuk golongan
penduduk Bumiputera dalam 2 (dua) susunan badan-badan
peradilan, yaire kota dan daerab-daerah di sekitamya serta
uttuk daerah-daerah pedesaan (platteniande).

Pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa yang ada di Batavia,
Semarang dan Surabaya serta daerah-daerah sckitarnya diberi
juga wewenang untuk mengadili penduduk Bumiputera yang
berdomisili di tempat. Dari ketiga kota tersebut maziog-
masing ada satu Cotot of Justice untuk perkara-perkara
perdata dan pidana bagi semua golongan penduduk,
sedangkan Court of Justice yang ada di Batavia berfungsi
pula sebagai pengadilan Bandiog bagi Court of Justice yang
ada di Semarang dan Surabaya Selain it di Batavia
didirikan Supreme Conrt schagai badan peradilan vang
memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk
dalam sebagian kekussaan untuk mengadili Qudicieele
Jurisdictie).

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pasa masa penjajaban Belanda, politik hukum pemerintahan
Belanda kepada daerah-daerah jajahannya di Indonesia
berdasarkan asas korkordansi vaitu adanya percamaan antara
peraturan hukum yang berlaku di negeri Belanda dengan
Hindia Belanda. Asas ini diterapkan terutama di bidang
bukum pidana terhadap daerah-daerah yang langsung
diperintah (direct bestuurde gebieden) oleh pemerintah
kolonial Belanda, Pada tahun 1845, keicntuan hukum acara
pidana mulai berlaku berdasarkan Inlandsch Reglement (IR)
dan terakhir pada tahun 1941 diubah menjadi Het Herziene
Inlands reglement (HIK). Selanintnya pada tanggal 30 April
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1847 diumumkan peraluran perundang-undangan tentang
arganisasi peradilan dan kebijaksanaan justitie (RO) dengan
Staatblad 1847-23 vang mulai berlaku pada taopgal 1 Me:
1848 (Staatblad 1848-57) vang semula hanya berlaku untuk
pulau Jawa dan Madura sedangkan untuk deerab-daerah di
luar pulau Jawa dan Madura beraku ketentuan-ketentuan
hukum acara pidapa yang dimuat dalam Rechisreglement
Buitengewesten (Stantblad 1927-227)  disingkat RBG.
Ketentuan pasal 2 RBG menvatakan bahwa ketentuan-
ketentuan dari Bab I, V, VI dan VII berlaku pula untok
daerah-daerah di luar pulau Sawa dan Madura, demikian pada
masa ifu terdapat 7 (tujuh) badan peradilan uwmum di
indonesia sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1| RO, yaitu .
a. Districtsgerechten { Pengadilan - pengadilan Distrik atan
Kawedanany.
b. Regentschapsgerechten (Pengadilan-pengadilan
Kabupaten).
¢. Landraden (Pengadilan-pengadilan Negeri).
4. Landgerechten (Pengadilan-pengadilan Kepolisian).
¢. Residentiegerechten (Pengadilan-pengadilon
Karesidena}.
f. Radenvanjustitie (Pengadilan-pengadilan Justitie).
£ Hooggerechishof (Mahkamah Agung).

Dari ke-7 (tujuh) badan-badan peradilan fersebut vang

penting bagi peran Kejaksaan adaleb “fondrand” (Pengadilan

Negeri).

Masa Pemerintahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942

sampai dengan 16 Agustus 1945 ditetapkan 6 (enam) jenis

badan peradilan umum 43 Jawa dan Madura, yeitu

a. Saikoo Hooln (Pengadilan Agung atau Mabkamah
Agung)
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b. Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi).

¢. Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri).

d. Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian).

¢. Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten).

f. Gun Hooin (Pengadilan Kawedanan).

Pada Saikoo Hooin, Kooloe Hpoin dan Tiheo Hein ada

Kantor Kejsksaan (Kensarsu Kyoky), masing-masing Saiko

Kensatsu Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Agung), Kooroo

Kyolku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi) dan T¥hoo Kensaisu

{Kejaksaan Pengadilan Wegeri). Pada mmesa pemerintahan

penfajaban Jepang telah digariskan bahwa Kejaksaan diberi

kekuasaan (ditugaskan) untuk :

a. Menyidik kejahatan dan pelanggaran,

b. Memumtut perkara,

¢. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

d. Mengurus pekeriean-pekeriaan lain yang wajib dilakukan
menurut hukum.

Dengan demikian penyidikan menjadi salah satn tugas vum

Kejaksaan sejak dari Tihoo Kensatsu Kyoku hingga Kootoo

Kensaysu  dan  Saiko Kepsatsu Kwvoku, Pada awalnva

Kejaksaan ada di bawsh perintah dan koordinasi Sihoobucoo

{Direkiur Departermen Kehakiman) dan kemudian Cianbucoo

{Divektur Keamanan) yang di tingkat pusat ada Gunseikanbu

dan tingkat daerah tidak di bawsh perintah langsung

Residen/Asisten  Residen tetapi melalui para Kepala

Kejaksaan Pengadilan setempat yang bertanggung jawab

kepada Cianbucoeo.

1.2. Xcjaksaan pada masa seteleh kemerdekaan.

1.2.1.

Masza Poklamasi Kemerdekaan

Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya
tangpat 19 Agustus 1945, r1apst Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKD) memutuskan mengenai
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kedudukan Kejakssan dalam struktur Negara Republik
inodnesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman, Secara
yuridis formal Kejaksgan RY sudah ada sejak kemerdekasn
Indonesia diproklamirkan. Istilsh Kejaksaan dpergunakan
secara resmi oleh Undang-undang Balatentara Pepdudukan
Jepang No. 1 tahun 1942 yang kerpudian diganti oleh Osamu
Rei No. 3 tahun 1944 dan No. 49 tahun 1944,

Peraturan tersebut feap dipergunakan dalam NegaraRepublik
Indonesiapasal T Afuran Persliban UUD 1945 vang
diperkuuat oleh Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 19435,
Berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan LRID 1945 jo PP No, 2
tanun 19435, ketentuan yang digariskan oleh Osamu Rei No. 3
tabun 1942 mepegagkan bahwa Jaksa yang menjadi sata-
satunya pejabat Penuntut Umum yang tetap berlaku di
Negara Republik Indonesia.

Oleh karena UUD hanya mengatur yang pokok-pokoknya
saja mengenal penyelenggraan negara dan perikal kekuasaan
eksekulif (pemerintab) dan yudikatif (kehakiman) pokok-
pokoknya sudah dimuat dalam UUD, maka ihicwal Kejaksaan
tidak perle hanus secara khusus dimasukkan ke dalam suato
bab alau pasal tersendini dalem UUD 1945,

Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Republik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung mulai fanggal
27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Awmn
mengenai Kejaksaan RI terdapat dalam Undang-undang No.1
Tabun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan serta asalnya
peradilan Mahkamah Agung RI yaitu Undang-undang
Mahkamsah Agung Kejaksaan Agung RIS  merupakan
kelanjutan dari Hoofdparket (Parket Pusat) vang dipimpin
oleh Procurenr General (PG) pada Hooggerechtshof (dengan
beberapa perubahan) yang didirikan oleh Belanda setelah
mereka  berhasil  menancapkan  kembali  kekuasaan
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kolonialnya di bumi Indonmesia depgan merobek dan
merenggut sebagian wilayah kedaulatan Negara RL Menurut
Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KRIS, Presiden tidak lagi
dapat diganggu gugat mengenai urusan pemerintahan. Yang
bertanggung jawab atas pemerintahan adalah Kabinet dan
atau menteri yang bersangkutan.

Adanya ketentuan sl smembawa akibat di zaman RIS
Kejaksaan yang ditempatkan dalam lingkungan Departemen
Kehakiman dan berada di bawah tanggung jawab Menteri
Kehakiman secara organik maupun fuggsional sedangkan
dalem pelaksanaan segala tagas dan wewenang Jaksa Agung
bertanggung jawab kepada Presiden selakn Kepala Negara.
Masa setelab Dekrit (5 Juli 1959-11 Maret 1966).

Pada masa setelah Dekedt Presiden 5 Juli 1959 - 11 Maret
1966 terjadi perubahan status Kejaksaan dari Lembaga Non
Departernen di bawsh Departemen Kehakiman menjadi
lembaga yang berdiri sendiri berdasarkan putusan Kabinet
Kerja I tanggal 22 Juli 1960, diperkuat dengan Keputusan
Presiden Nomor : 204 Tohun 1960 tanpgal 15 Agustus 1960
yang berlaky surst terhitung mulat tanggal 22 Juli 1960,
Peristiwa ini didahului dengap berubahnya kedudukan Jaksa
Agung dari Pegawai Tinggi Departemen Kehakiman menjadi
Menteri Ex Officio dalam Kabinet Kerja | dan kemudian
Menteri dalam Kabinet Kera I, Il dan 1V, Kabinet
Dwikora. Pada Kabinet Dwikorza yang disempumnakan
merupakan pertama kali Jaksa Agung RI menyandang status
Menteri (Menteri Ex Officio).

Pimpinan Dewan Perwskilan Rakyat Gotong Royong (DPR
GRY dengan surat nomor : 5263/DPRGR/1961 tanggal 30
Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPRGR/198] fanggal 30
Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang-undang
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik
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Indonesia, selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk

disahkan. Akhirya pemerinizh ¢q Presiden pada tanggal 30

Juni 1961 mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun

1961 tentang Ketentnan-ketentuan Pokok  Kejaksaan

Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 (satn) ditegaskan

Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang bertogas

sehagat Penuntnt Umuom dan pasal § (lima) mengatur bahwa

penyelengaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh

Menteriflaksa  Agung  sedangkan susupan  organisasi

departemen kejaksaan diatur depgan Keputusan Presiden.

Masa Orde Baru (1966-1998).

Pada permulaan Masa Orde Baru (1966), Lembaga

Keisksaan dibawah koordinasi Wakil Perdana Menter

Bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri

Angkatan Darat. Pokok-pokok organisasi Kementerian

Kejaksaan adalah :

a. Menteri / Jaksa Agung memimpin langsung Kementerian
Kejaksaan dengan dibantu oleh 3 (tiga) Deputi Menteri/
Jaksa Agung, masing-masing dalam bideng-bidang
intelijen/operasi khusus dan pembinzan serta seorang
Pengawas Umum ( Inspektur Jenderaf ).

b. Ketiga Deputi dan Pengawas Umurm dalam melaksanakan
togasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri/
Jaksa Agung.

¢ Di bawah para Deputi terdiri dari beberapa Direktorat,
Biro, Bagian dan Seksi, sedangkan di bawah Pengawasan
Umum hanya ada beberapa Inspektomt dan Inspekforat
Pembantu,

Pada -ionggal 25 Juli 1966 Kabinet Dwikora yang

disempurnakan kembali dibubatkan oleh Socharto dan

dibentuklah Kabinet Ampera, Jaksa Agong tidak
dicanturokan sebagal Mentert. Dalam rangka pemurnian
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pelaksanaan  UUD 1945, status Kejsksaan sehagal
Departemen ditiadakan dan Kejaksasn Agung dinyatakan
sebagai Lembaga Negara Non Depariemen dan Jaksa Agung
tidak diberi kedudukan sebagai Menteri, Hal ini ditegaskan
dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor
26/UMRep/9/1966 tanggal 6 September 1966 tentang
Penegasan Statug Kejaksaan Agung.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV, Kedudukan Jaksa
Agung setingkat Menteri Negara yang tercantum dalam
Keputusan presiden No, 48 Tahun 1983 tanggal 16 Maret
1983, Kejaksaan tidak berubah menjadi Departemen. Pada
Tap MPRS NoI/MPRS/1960 Lampiran A, III No. 47
ditetapkan dengan fegas bahwa Jaksa Apung sebagai
Pembantu Presiden.

Selain itu Sosunan Orgenisasi dan Tata Kera Institusi
Kejaksaan RI mengalami perubahan mendasar dengan
keluarnya Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI tanpgal 20
November 1991, sebagai pengatr dan pelaksanazn lebih
lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tabun 1991 tentang
Kejaksaan RI,

Adapun susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
adalah .

a. Jaksa Agung RI,

b. Wakil Jaksa Agung R1

¢. Jaksa Agung Muda Pembinaan.

d. Jaksa Agung Muda Intelijen.

e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

£, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,

g. Jaksa Agung Muda Perdata den Tata Usaba Negara.

h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.

i. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan
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dan Latihan, Pusat Penyuluhan/Penerangan Hukum.
j. Kejaksaan Dacrah ( Kojaksaan Tinggi dan Xejaksaan
Negeri ).
1.2.5.  Masa QOrde Reformasi.
Perkembangan masyarakat saat ini berjalan secara cepat sejak
era reformasi ditandat dengan jatuhnys era rezim Orde Baru.
Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses pepegakan
hukum.
Pada masa orde reformasi, selain ferjadi 6 {epam) kali
pengpantian Jaksa Agung dalam  sgiu  periode ada
penambaban fungsi yang berkaitan dengan wgas dan
wewenang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung dibert wewenang
melakukan peayidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran
HAM dengan keluarnya Undang-undang No. 26 Tabun 1999
tenfang Peradilan Haek Asasi Manusia
Periode reformsst inl Kejzksaan serius menangani perkara
tindak pidana korupsi, Kejaksaan menjadi ujung tombak
dalam usaha menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum
yang profesional, proporsional dan penuh dengan kearifan.
Berdasarkan Undang-umdang Nomeor: 16 Tahun 2004 tentang
Keiakssan RI  mepetopkan Kejaksaan mclaksanakan
kekuasaasn di bidang penenfutan serta kewenangan fain
berdasarkan Undang-undang.
Kejoksaan adalsh satu dan tidak terpisalikan (een en
ondectbaor) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung
jawab tertinggl Kejskssan yang memimpin, mengendalikan
tugas dan wewenang Kejaksaan (Pasal 18 ayat (1) Undang-
undang No. 16 Tahun 2004), *°

* Keiaksazn Agung Rl Tindek Pidosa Korupsi Dalem Pengadaan Barangilasa Pemerinioh
{Jakarta : Kejaksaan Agung RY, 2007), hhmn, 3,
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1.3. Kejaksaan sebagal instansi pemerintah penegak hukum memiliki peran
penting dalam kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Koropsi
dimaksud termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang penanganannya
lebih khusus dilakokan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(JAMPIDSUS). Tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-
undang kepada Kejaksaan Republik Indonesia  dalam  konmteks
pemberantasan korupsi cukop banyak dianteranya sebagai berikut
1.3.1  Menurut UL Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,

Peran kejeksaan dalam pemberantasan korupsi secara nmum
dapat dilitiat dalam ketentvan pasal 2 ayat (1) dan secara kbusus
dilibat dalam pasal 30 ayat (1}. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

" Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah Jembaga pemerintzhan
yang melaksanakan kekuasaan negara di hidang penumiutan
serta kewenangan Jain berdasarkan undang-undang”

Sedanpkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur scbagai

berikut :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakokan penuntotan;

b. melaksanakan penetapan hakim dan puiusan pengadilan yang
telah merperoleh kekuatan bukum tetap;

¢. melakukan pengawasan terbadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidans tertentu
berdasarkan undang-undang;

e. melengkapi berkas perkara terfentn dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambaban sebelum dilimpabkan ke
pengadilan yang dalam pelaksapaannya dikoordinasikan
dengan penyidik .

¥emudian Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004

tentang Kejaksaan menyebutkan :
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Hurufa

Dalam meiakukan penuntutan, jaksa dapat molakukan
prapenuntuian. Prapenuntutan adalsh tindakan jaksa untuk
memantay  perkembangan  penyidikan  setelah  roenerima
pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari
atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang
diterima dari penyidik seria memberikan petunjuk  guna
dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas
perkara tersebut dapat dilimpabkan atax tidak ke tabap
penuntutan.

Hurufb

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim
kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukam yang hidup dalam
masyarakat dan perikemapusizan berdasarkan Pancasila tenpa
mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan
tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati
dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan
akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Hurufe

Yang dimsksud dengan “keputusan lepas bersyarat® adalah
keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan
tangguog jawabnya di bidang peroasyarakatan.

Huruf d

Kewenangan dalam  ketentuan ini adalah  kewenangan
sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang Nomor 31 Tshun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidans Xorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomeor 30
Tahun 2002 temtang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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Hurufe

Untuk melengkapl berkas perkara, pemeriksasn tambahan

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

1} tidak dilakukan terbadap tersangka;

2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya,
dan/atau dapat meresahikan masyarakat, dan/atau yang dapat
membahayakan keselamatan negara;

3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 {empat belas) hani
setelah dilaksanakan ketentnan pasal 110 dan 138 ayat (2)
undang-undang nomor 8§ tahun 1981 fentang hukum acara
pidana;

4) prinsip koordingsi dan kerjasama dengan penyidik
Terkait dengan pemberantasan korupsi kita melihat bahwa
redaksional “kewenangan lain berdasarkan UL sebagaimana
dalam Pasal 2 avat (1) dan "melgkukan peryidikon terhaday
tindok pidana terientu berdasarkan UL, redaksional tindak
pidana tertentu 41 sini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30
ayat {1) hurof d beserta Penjelasannya mencakup penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi oleh sebab i U Kejaksaan
telah memberikan legiimasi bahwa Jaksa sebagal aparat
penegak hukum mempunyali kompetensi dalam menyidik dan
menuntut perkara-perkara korupsi

Menurut UU No. 31 tabun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan vang menjclaskan adanya kewenangan Kejsksasn
dalam melakukan penyidikan perkara korupsi mepormt UU
Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tertuang dalam
Pasal 26 yang menyebutkan babhwa "Penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi,
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali
ditentukan Iain dalam wndang-undang ini”. Hukum acaras yang
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berlaku sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 31
tahun 1999 Jo UU No, 20 tahun 2001 tersebut adalah hukum
acara pidana schagaimana diater dalam UU Nemor 8 tabun 1981
tentang KUHAP,

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan pepyidikan®. Yang dimaksud dengan
penyvidik pejabat pegawal negeri sipil tertenftu yang diberi
wewenang Khusus oleh Undang-undang ftu termasuk penyidik
Kejaksaan, Dasar Jaksa sebagai pejabat penyidik tertuang dalam
ketentuan Pasal 30 ayat (1) huref d UL Nomor 16 fabun 2004
temtang Kejaksaan. Dengan demikian untuk memahami ketentuan
mengenai kewepangan Kejaksaan yang dimaksud dalam Undang-
undang ini maka dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap
ketentuan undeng-undang lainoya seperti KUHAP dan UU
Kegiaksaan.

Pengakuan terhadap kapasitas dan kapabilites institusi kejaksaan
dalam menangani perkara korupsi juga dapat dilihat pada pasal 27
UU No. 31 Tehun 1999 dimana dinyatakan bahwa dalam hal
ditemukan tindak pidana yang suiit pembuktiannya dapat
dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam
Perjelasan pasal 27 dikataken babwa yang dimaksud dengan
perkara korapsi yang sulit pembuktiarmya, antara lain korupsi di
bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan
industri, komoditi berjangka atsu di bidang moneter dan
kevangan yang bersifat lintas sektoral yang menggunakan
teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai

penyelenggara negara.

Menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberaniasan
Tindak Pidana Korupsi
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Meskipun aturan dalam UU No. 30 tahun 2002 mengatur juga
kewenangan khusus yang dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi terkait penyidikan dan penuntutan perkara korupsi
namun UU ini tidak menghapus ketentuan mengenal kewenangan
pejabat penyidik dari pegawai negeri sipil untuk melakukan
penyidikan perkara korupsi. Ketentuan mengenai hal tersebut
tertuang dalam Pasal 6 huruf a dan pasal 7 huruf (a) yang diurai
sebagai berikut:

Pasal 6 huruf (a)

"Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi
dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan
tindak pidana korupsi"

Pasal 7 huruf (a)

" Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi”.

Prinsip koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi ini

salah satunya dengan instansi Kejaksaan schingga dengan
demikian tercipta sinergi antara Kejaksaan dan KPK. Koordinasi
itu di aktualisasikan melatui Peraturan Bersama Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor : KEP-347/A/JA/12/12/2005 dan

Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor

11/KPK-KEJAGUNG/ XII/12/2005 tentang "Kerjasama Antara

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan

Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi". Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan perkara korupsi maka ada batasan dimana KPK

melakukan penyidikan perkara korupsi yang menyangkut
kerugian negara paling sedikit satu milyar (Rp. 1.000.000.000,00)
hal ini berbeda dengan kewenangan penyidik kejaksaan yang
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tidak mengenal minimal atau batas kerugian negara dalam
melakukan penanganan peyelidikan, penyidikan dan penuntutan
perkara-perkara korupsi. Dengan demikian kbusus untuk nilai
kerugian kevangan negara dapat dikatakan bahwa fungsi
penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih
iuas jika dibandingkan dengan KPK.

Menurut UU No. 8 tahun 1981 fentang KUHAP

Pasal 1 sngka 1 KUHAP menyebutkan bahwa “"Penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejebat pegawat
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan”. Disamping itu pengaturan
yang sama ditekankan kembali pada pasal 6 ayat (1) huruf b yang
menyebutkan bahwa “"penyidik adalah pejsbat pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang”. Dengan demikian mudah dipahami bahwa pengertian
wewenang kbusus yapg dimaksud olesh KUHAP itu adalah
wewenang khusus sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huraf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Dalam hal ini kedodukan Jaksa selaku penyidik adalah
independen tidak dibawah penyidik Kepolisian, meskipun
demikian prinsip keordinasi antara instansi kejaksaan dan
kepolisian dalam  penanganen  perkara  korupsi  tetap
diselengparakan. Koordinasi  im  diaktualisasikan  melalui
Peraturan Bersama Jakss Agung Republik Indonesia Nomor -
KEP- 019/A/JA03/2006 dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor POL. : 2 Tabun 2006 tentang "Optimalisasi
Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 tzhun 1983 tentang

Peraturan Pelaksanaan KUHAP
Pasal 17 meayatakan sebagai berikut :
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“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada Undomg-undang terientu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 284 ayvar (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik,
jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkon
peraturan perundangan’”.

1.3.6, Mepurut Instruksi Presiden Nomor § tabun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Dalam ketentuan INPRES MNomor 5 tabun 2004 ini salah satu
Instruksi khusus yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia
kepada Jaksa Agung Republik Indonesia adalab untuk
mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan
menyelamatkan nang negara. Instruksi ind mempunyai legitimasi
birokratis yang kuat bagi Kejaksaan sebagal aparat pemerintah
uniuk menjalankan kebijakan atau instruksi Presiden sebagai
Kepala Negara, Oleh karena ifu ketenfuan peroberantasan korupsi
vang diatur dalam INPRES ini dituwrunkan kedalam berbagai
tugas-tugas teknis Kejaksasan diantaranya terkait  dengan
kerjasama dalam rangka percepatan pemberantagan korupsi yang
melibatkan unsur penegak hukum lainnya.

2. Tinjauan Urum fentang Komisi Pemberantasan Korupsi
2.1. Sejarah pemberantasan Kerupsi di Indongsia
2.1.1.0Oxde Lama
Di masa Orde Lama fercatat dua kali dibentuk badan
pemberantasan Xorupsi. Yang perlama, dengan perangkat aturan
Undang-undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia
Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh AH.
Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Prof M.
Yamin dan Roeslan Abdoel Gani. Kepada Paran inilah semua
pejabat harus menyampaikan data mengenal pejabat tersebut
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dalam bentuk jsian fonmulir yang disediakan. Mudah ditebak,
model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah
bereaksi keras dengan dalih yuridis babwa dengan doktrin
pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir
itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden,
Diimbuhi dengan kekacavan politik, Paran berakhir tragis,
deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan
tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Pada 1963, melahi Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963,
pemerintah menunjuk lagi A H. Nasution, dibantu oleh Wirjono
Prodiodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan
Operasi Budhi. Kali ini dengan tugas yapg lebih berat, yakni
menyeret pelaku korupst ke pengadilan dengan sssaran utama
perusahaan-perusahasn negara serta lembaga-lembaga negara
lainnya yang dianggap rawan prakick korupsi dan kolusi.
Lagi-lagi alasan politis menyebabkan kemandekan, seperti
Direlktur Utarna Pertamina yang tugas ke luar pegeri dan direksi
lainnya menolek karepa belum ada surat tugas davi atasan,
menjadi penghalang efektivitas lembaga ini. Operasi imd juga
berakhir, meski berhasil menyelamatkan kevangan negara kurang
lebih Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah). Gperast Budhi
ini dihentikan deogan pengumuman pembubsrannya oleh
Seeban{iria\ kemudian diganti menjadi Komande Tertinggi
Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengen Presiden Soekarno
menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen,
Ahmad Yani, Bohari pada tabun 2001 mencatatkan bahwa seiring
dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa
COrde Lama pun kembalt masuk ke jatur lambat, bahkan macet,

2.1.2.0rde Beru

Pada masa awal Orde Barn, melalui pidato kepegamaan pada 16
Agustus 1967, Socharto terang-terangan mengkritik Orde Lama,
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yang tidak mampn memberantas korupsi dalam hubungan dengan
demokrazi yang terpusat ke istana. Pidato itu sezkan memberi
harapan besar seiring Jdengan dibentuknya Tim Pemberantasan
Korupsi (TPK), vang diketual Jaksa Agung Namur, fernyaia
ketidakseriusan TPK mulal diperianyskan dan beruyjung pads
kebijakan Socharto untuk menunjuk Komite Empat
beranggotakan  tokoh-tokoh tua yvang dianggap bersih dan
berwibawa, sepertl Prof Johannes, 1.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan
A, Tjokroaminoto, dengan togas utama membersihkan
Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom,
Pertaming, dan lain-lain.

Empat iokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan atas
kasus korupsi di Pertaming, misalnya, sama sekali tidak digobris
oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite il pun memadi alasan
utama. Kemudian, ketika Sudomo  diangkat sebagai
Pangkopkamtib, dibentukdah Operasi Tertib (Opstib) dengan
tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat
mengenai metode pemberantasan korupsi yang bofion up stau fop
down di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung
semakin melemabkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib
pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para
koruptor di singgasana Orde Baru.

2.1.3.Era Reformasi
Di e reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J.
Habibie dengan mengeluarkan UL Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme berkut pembentukan berbagai komisi atau
badan baru, sepertikomisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara
(KPKPN)}, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden
berikutya, Abdurrshman Wahid, membentuk Tim Gabungan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melelui
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Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tabun 2000. Namun, di fengah
semangat  menggebu-gebu  untuk memberantas korupsi  dard
anggota Hm inl, melalul suatu judicial review Mahkamah Agung,
TGPIPK akhimya dibubarkan dengan logika membenturkannya
ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tek sama dislami
oleh KPKPN, depgan dibentuknya Komisi Pemberantasan
Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, schingga
KPKPN sendiri hilang dan mengnap. Artinya, KPK-lzh lembaga
pemberantasan Korupsi terbaru yang masih eksis. Dalam Era
Reformasi dengan isu viamanya Pemberantasan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) maka dalam bidang hukum salah satunya
ditandai dengan mengganti Undang-Undang No3 tahun 1971
dengan Undang-undang No. 31 tzhun 1999 babkan kemudian
diubah kembali dengan Undang-undang No 20 tshun 2001,
Kesemuanya adalah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Pada kenyalaanya korupsi yang teredi di Indonesia semakin
meningkat, baik dari yuralah tindsk pidana korupsi yang dilakukan msupun
dari sisi kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Malah keterlibatan pelaku
semakin bertammbah <dan semakin meluss. Hal ini mengindikasikan tidak
efekiif dan efisiennya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang salama
ini telah dilakukan.

Pembentukan KPK. yang berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemaberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan titik
kulminagi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana koroapsi
yang selama ini felah sangat meresabkan dan menghambat pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi di Indoresia juga telah
membuat posist Indonesia semakin terpuruk dalam lingkungan pergaulan
masyarakat internasional sebagal salsh satu negara yang pemerintahannya
terbesar melakukan prakiik korupsi. Penyei.ab mandeknya pemberaniasan
korupsi di selurub sektor kehidupan masyarakat dan di kelembagasn
pemerintah dan non pemeriniah disebabkan iclah lunturnya wawasan

*' Dent Setyawsti, KPK Pembure Koruptor Kiprah Komisi Pemberontasan Korupsi Dalom
Memberangus Korupsi (Yogysksrta : Puxtaka Timur, 2008), tim. 20.
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kebangsaan dan semakin meningkatoya krisis integrifas rakyal Indonesia
sebagai suatu bangsa yang besar dengan luas wilayah dan jumiah penduduk
yang besar.

Ers reformasi yang seharusnya lebih memberikan peluang dan
harapan untuk mengembalikan berbagai penyimpangan dan penyelewengan
yang selama ini terjadi, dalom kenyataanya telah semakin memperiuas prakiik
korupsi tidak saja pada lembsga Eksekotif namun juga pada lembaga
Legislatif dan Yudikatif. Demikian juga pelaksanaan otonomi daersh yang
telab semakin menyubirkan praktik korypst vang melibatkan tidak saia aparat
pemerintah dagrah tetapi juga lembaga legislatif dacrah.

Walaupun tidak mudah untuk dengan cepat memberantas praktik
korupsi, akan tetapi upaya memperkuat pembemniasan korupsi harus
dilanjutkan. Untuk ite diperlukan dukungan masyarakat dalam bentuk
pengawasan dan  keterlibatan masyarakat vapng lebih besar terhadap
penyelenggara negara; keteladapan dan sikap tindak yang konsisten dan sosck
yang bersih dari para penyelenppara nepara (eksekuotif, legislatif dan
vudikatif}; serta dukangan komitmen politik {polifical will} Pemimpin
fertinggl negara,

2,2, Tugas dan wewenang KPK
Komist Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
1. Koordinasi dengan instansi vang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi; '
Kegiatan koordinasi dilaksanskan dalam bentuk rapat koordinasi
dengan instansi Kejaksaan dan kepolisian pntuk membahas
penanganan perkara tindsk pidapa korupsi. Kegiatan koordinasi
tersebut antara lain :
a. Koordinasi penyelidikan, pepyidikan dan penuntutan tindak
pidana korupsi;
TN, b. Menetapkan sistemn pelaporan dalam kegiatan pemberantasan
tindak pidana korupst;
¢. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak
pidana korupsi kepada instansi terkait;
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d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi
yang berwenang melakukan pemmberantasan tindak pidana
korupsi; dan

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak
pidana korupsi.

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan iindak pidana korupsi;

Supefvisi dilakukan dalam bentuk penelitian dan penelaahan serta

gelar perkara hasil penyelidikan atau penuntutan perkara tindak

pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan
kejaksaan berdasarkan Surai Pemberitabhuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). -

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi;

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini,

KPK berwenang :

3.1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
Kewenangan untuk melakukan penyadapan dan mcrekam
pembicaraan merupakan kewepangan penyidikan yang
dilakukan oleh KPK. Dalam hal ini KPK akan
bekerjasama dengan Telkom (Perusahaan Telekomunikasi
Indonesia) untuk menyadap berbagai identitas dan alamat
para pelanggan telepon dari si tersangka yang dicurigai
melakukan  korupsi  ataupun.  berupaya  untuk
menghilangkan pembicaraan rahasia yang dimilikinya.
Contoh baru-baru ini penyadapan antara Jampidsus Kemas
Yahya dengan Artalyta dalam kasus BLBI yang diungkap
media.

KPK dalam melakukan kewenangan penyidikannya dapat
melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dengan

fujuan untuk memperoleh informasi baik dari saksi,
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pelapor maupun terdakwa itu sendiri

Memerintahkan kepads instansi yang terkait untuk

melarang seseorang bepergian keluar negerni

Istilah pelarangan seseorang untuk bepergian ke luar

negeri lebik dikenal dengan istilab “cekal (cegah

tangkal)”, dimana pihak bmigrasi beketjasama dengan

KPK untuk melarang si tersangka koruptor untuk lari ke

luar negeri. Hal int merupakan suatu keharusen bagi KPK

dalam menjalankan fungsinya dikarenskan di negara ini,
hampir seluruh koraptor yang ada lari ke juar neger] dan
tidak dapat diproscs hukam. Para tersangka biasanya lari
ke negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi
antara negara Indonesia dan negara tersebut sehingga sulit
untuk diproses hukumnya. Selah satu contoh kasus Hendra

Rahardia yang melarikan diri ke Ausiralia meskipun teleh

dihukuen selama 15 tahun oleh Pengadilan secara "in

absentia® hingga saar menjelang akhir kematiannya ia
tidak dapat dijemput dan ditangkap oleh Kejaksaan.

Meminia keterangan kepada bank atau lembaga keuangan

fainnya tentang keadaan keuangan tersangka  atan

terdalewa yang sedang dipertksa

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 tahun 1999

tentang Bank Indonssia (Bank Sentral) dinyatakan dalam

Tugas Penyelidikan dan Penyidikan menyatakan sebagai

berikut-:

1. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang perbankan yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Perbankan dan terhedap tindak pidana vang
menyangkut transaksi lembaga pembiayasn hanya
dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.

2. Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1} dilakukan olch pejabat-pejabat tertentu
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dari Bank Indonesia.

. Pejabat-pejabat tertenti dari Bank Indonesia yang
ditonjuk  antuk melaksanakan penyelidikan  dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur
Bank Indonesia,

. Pejabat dari Bank Indonesia sebagaimana diraksudkan
daJar ayat (3) adalah penyidik sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Xitab Undang-Undang
Hokum Acara Pidana yang tugasuya tidak hanya
terbatas kepada melakukan tindakan penyidikan saja
tetapi sekaligus juga melakukan penyidikan.

. Menyirmnpang dari ketentuan pasal 7 ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukam Acara Pidama (KUHAP),
penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat {3) berdiri
sendiri dalam melaksanakan tugasnya dan tidak boleh
dicampurt atau dipengarubi oleh pihak kepolisian dan
pihak Kejaksaaan Republik Indonesia.

Apabila mengacu pada pasal ini, maka KPK tidak dapat
meminta keterangan dengan melakukan penyidikan
langsung ke Bank Indonesia (hal ini apabila kasusnya
adalab seorang Pejabat Tinggi negara) untuk meminta
keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka,
Penyidikan ini hanya dapat ditakukan apabila Bank
Indonesia sendiri telah melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap kenangan pejabat Negara tersebut.
Hal ini selaly dikaitkan dengan "kershasiaan bank”,
yang menyulitkan tcam penyidik dard KPK untok
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap
laporan keuangan yang diterima,

Berkaitan dengan rahasia bank menunjukkan ada dua
peudapat. Yang Pertema teori rahasia bank vang
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bersifat muotlak yaitu behwa bank berkewajiban
menyimpan rahasia nasabah yang diketshui oleh bank
karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa
atan dalam keadaan luar biasa. Teori vang kedua adalah
rahasia bank bersifat nisbi, vaitu bashwa bank
diperbolehkan membuka rahasia nasshahnva, bila
untuk kepentingan mendesak, misalnya demi
kepentingan Negara.

Perbankan Indonesia sendiri berkaitan dengan aturan
kershasiaan bank herdasarkan pasal 40 Undang-undang
No. 10 tahun 1998 vang dikecualikan hanyalah
dinyatakan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42 , Pasal
43, Pasal 44 dan Pasal 44A.

Pasal 41 menyatakan :

untuk  kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank
Indonesia atas permintean  Menterd  Keuangan
berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank
agar memberikan keterangan dan  memperlibatkan
bukii-bukti terfulis serfa surat-surat mengenai keadaan
kevangan nasabah penyimpanan tertentu kepada
pejabat pajak,

Pasal 41 A menyatakan :

{1} Untuk penyelesaian pimtang bank vang sudgh
diserabkan kepada Badan wrusan Piutang dan
Lelang Negara Panita Urusan Piutang negara,
Piropinan Baok Indonesia memberikan izin kepada
Pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk
memperoleb  keterangan  dari bank mengenai
simpanan nasabah debit,

(2} Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis
dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Akan tetapi apabila kita mengacu pada Undang-

Undang Neo. 10 tahun 1998 ientang Perubaban atas
Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
dimungkinken penyidik KPK untuk bukan hanya
memints keterangan. tetapi juga melakukan penyidikan
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terhadap laporan kevangan yeng diduga hasil korupsi.
Hal ini dapat diperhatiken dalam Pasal 42 vang
menyatakan

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara
pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat
memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atan
Hakim uontuk memperoleh keterangan dari
bank mengenai simpanan tersangka atau
terdakwa pada bank.

(3) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat ()
diberikan secara tertulis atas permintasn tertulis
dari Kepala Kepolisian R, Jaksa Agung dan Ketua
Mahkamah Agung.

{3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2)
harus menyebut nama dan jabatan Polisi, Jaksa
atan Hakim, nama tersangka atau terdokwa, alasan
diperlukan keferangan dan hubungan perkara
pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang
diperlukan.

Permagalabannya adalah Undang-undang Nomor 10

tahun 1998 tentang Perbankan ini hanya memberi
kewenangan kepada Polisi, Jaksa atav Hakim yang
bernaung dalam institusi Kepala Kepolisian RI, Jaksa
Agung dan Ketua Mabkamah Agung. Apakah pimpinan
KPK dapat syah dan diterima sebagai penyidik?
Apabila KPK tidak mempunyai kewensngan dalam
penyidikan terhadap perbankan apakah KPK dalam
kasus-kasus  perbankan dibatasi  hanya punya
Kewenangan Supervisi? Ini  akan kembali pada
kewenangan KPK dimana dalam Pasal § ayat (1)
dinyatakan:

Dalam melaksanakan fugas supervisi sebagamimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang
melakukan pengawasan, peeelitian atau penelaaban
terhadap  instansi  yang  menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan
tindak pidane korupsi dan instansi yang dalam
melaksanakan kewenangan publik.
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Dalam hal i KPK tidak dapat melaksanakan
kewenangan dalam penyelidikan dan penyidkan dengan
meminta keterangan kepada bank atau lembaga
keuangan Isitnya tentang keadaan kevangan tersangka
atpu terdakwa yang sedang diperiksa, KPK hanya
mempunyai kewenangan supervisi.
Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan
lainnya untuk meblokir rekening vang diduga hasi
korupsi mikik st fersangka, terdakwa atau pihek lain vang
terkait
Dalam hal pemblokiran rekening bank, KPK dapat
memblokir rekening sescorang yang diindikasi terlibat
korupsi. Hal ini terlepas rekening itu milik siapapun.
Pemblokiran rekening ini dilakukan dengan carx
memberientikan seluruh transaksi keuangan terdakwa
baik untuk sementara gtaupun hingga penutupan rekening
sampai ada kejelasan  tedhadap status  kevangan
pembukuan tersebut. Jika terdapat indikasi korupsi maka
KPK dapat meminta bank unituk membekukan keuangan
dari nomor rekening tersebut dan mengembalikan dana
keuangan tersebut kepada negara,

Memerintabkan kepada pimpinan atau atasan tersangka
untuk  memberhentikan  sementara tersangkas  dari
jabatannya.

Apabila dikaitkan dengan kasus Abdullah Puteh pada saat
diperiksa olech Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
schubungan terhadap permintean KPK kepada Presiden
untuk melakukan penonaktifan terhadap Puteh sebagai
Gubernur Nangroe Aceh Darussalam sstelah statusnya
ditetapkan sebagai tersangka, Permintaan Penonaktifan
Puteh merupakan salash satu kewenangan yang dimihiki
oleh KPK yang diatur pasal 12 butir ¢ UU No. 30 tahun
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2002.

KPK selain memiliiki kewenangan untuk memerintahkan
kepada pimpinan atau atasan tersangka watuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya juga
memiki berbagal kewenangan lainnys yang distur dalam
UL No. 30 ishun 2002, Pada pokoknya kewenangan yang
dimiliki KPK diahir dalam Pasal 6 vyang nantinya
dijabarkan dalam pasal-pasal fersendiri dalam UU No. 30
tahun 2002. Kewenangan tersebut yaitu kewenangan
koordinasi antar instansi (yang dijabarkan pasal 7).
kewenangan buigas supervisi {(yang dijabarkan dalam pasal
8) kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan  (yang  dijabarkan dalam pasal 12),
kewenangan dalam  vpelskukan pencepgahan  (yang
dijabarkan dalam pasal 13} dan kewepangan dalam
monitor ferhadap aparat penyelenggara negara (yang
dijabarkan dalam pasal 14).

Ketika Abdullah Puteh dimintakan penonaktifan oleh KPK
kepada Presiden, hal ini sebenamya sebagai pelaksanaan
kewenangan  KPK  dalam  melaksaneken  tugas
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Upaya ini juga
agar tidak tetjadinya barrier (penghalang) dan benturan
bagi KPK dalam melakukan penyidikan terhadap aparat
pentyelenggara nepura yang sedang dilakukan penyidikan
dengan ‘tajuan untuk menemukan bukti-bukti  untuk
melakuksn penuntutan nantinya di persidangan. Hal ind
sebenmumya bukan hanya untuk aparat penyelenggara
negara sgis tefapt juga untuk aparat penegak hukum dan
siapa saja yang tengsh diperiksa oleh KPK. Int meniang
menjadi  dilematis sejek semula, bagi KPX  dalam
melaksanskan kewenangannya, karena KPK mempunyai
kewenapngan untuk memerintabkan atasan si pejabat untuk
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diberhentikan sementara akan tetapi tidek mempunyai
kewenangan eksckusi langsung votuk memberhentikan si
pejabat, tanpa izin dari atasannya.

Tujuan lain unhuk menonaktifkan ini juga terkait dengan
prosedur penuntutan perkara korupsi yvang memilik
hukum acara tersendiri. Di pengadilan nantinya, berkas
dari penyidik KPK seiglab proses penyidikannya dianggap
selesai, maksimal 14 barl kerja harus segera dilimpahkan
ke Pengadilan untuk diperiksa dan maksimal 30 harl masa
persidangan  telah  diputus oleh Pengadilan Tingkat
Pertama. Kemudian apabila dimchonkan banding harus
diputus maksimal 60 hag kerja dalam memerikse dan
memutus perkara di Pengadilan Tinggi dan ditingkat
Kasasi kasus kommpsi sudah diputus maksimal 90 hari
kerja’ Inilah yang menyebabkan KPK harus menemukan
bukti-bukti selengkap mungkin untuk mengajukan kasus
ini ke pengadilan. Hal ini jugs terkait dengan tidak
berwenangnya KPK unfuk mengeluarkan surat Perintah
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) terhadap
seluruh perkara tindak pidana korupsi yang ada, schingga
KPK.  barus mengumpnlkan  bukti-bukti  sclengkap
mungkin untuk dibawa ke pengadilan. Penonaktifan yang
dimintakan KPK tersebut bukan berarti terdakwa yang
juoge Penyelengpara Negara telah dizogpap bersalah
keberadaannya tetapi semata-moata untok mempercepat
proses penyidikan, sehingpa masalah “guilty or not guilty”
iu adalah kewenangan hakim di Pengadilan untuk
memutuskannya,

Memima data kekayaan dan data perpajskan tersangka
atau terdakwa

Dalam hal meminta data kekayaan dan data perpajakan
tersangks atau terdakwa kepada instansi yang terkait
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diperlukan suatu sistem pelaporan yang efektif. Sistem

pelaporan yang ditetapkan merupakan upaya pencegahan

(preventif) yang dilakukan oleh KPK. Apabila kita kaitkan

dengan Pasal 16 mengenai Tata Cara Pelaporan dan

Penentuan Status Gratifikiasi, hal ini merupakan salah satu

kewenangan KPX terhadap sistem pelaporan tersebut.

Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 menyatakan : Setiap

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan tata cara
sebagai berikut :

a. Laporan yang disampaikan secara tertulis dengan
mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK
dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan
gratifikasi.

b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a
sekurang-kurangnya memuat :

1) Nama atau alamat penerima dan pemberi
gratifikasi

2) Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara
negara

3) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi

4) Uraian jenis gratifikasi yang diterima

5) Nilai gratifikasi yang diterima

Menghentikan sementara suatu tfransaksi keuangan,
transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau
pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang
dilakukan atan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa.
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Meminta bantuan interpol Indonesia atan instansi penegak
hukum negara lain  uohdk  melakekan  penpcarian,
penangkapan dan penyitaan barang bukti di huar negeri.
Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait
untuk melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan dalem perkara tindak pidana
korupsi yang sedang ditangani #

Melakukan tindakan-tindakan pencegghan tindak pidana
korupsi.

Wewenang KPK dalam langkah atau upays pencegshan tindak
pidana korupsi :

4.1.

4.2,

Melakukan pendafteran dan  pemerikssan  terhadap

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN).

Menunit pasal 5 angka 2 dan 3 UU No. 28 whun 1992

menyebutikan bahwa setiap Penyelenggara Negara (PN

mewajibkan laporan dan mengumumkan harta kekayaan

sebelum, selama dan sesudah menjabat. Laporan itn

berupa LHKPN. Pengeiolaan LHKPN yang dilakukan

oleh KPK.

Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi,

Togas dan kewenangan Komisi Pemberantasars Korupsi

terkatt dengan gratifikasi aptara lain

a. Penelitian Japoran atau pengaduan masyarakat, lembaga
swadaya masyarakal atan instansi pemerintah tentang
dugaan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya kepada
pegawal neger,

b. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan scjenisnya oleh
Penyelenggara Negars atau Pegawai Negerd,

2 Ibid. him. 22
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¢. Pencartan bukti-bukti untuk penyelidikan
Penyelenggara Negara atau Pepawal Negeri yang
diduga menerima gratifikasi dan sejendsnya.

d. Pemeriksaan terhadap laporan pencrimaan gratifikasi
dan sejenisnya.

¢. Penyernhan gratifikasi yang menjadi milik negara
kepada Menteri Keuangan.

. Menyelenggarkan program pendidikan anti korupsi pada

setiap jenjang pendidikan.

Mengciptakan generasi baru yang anti korupsi merupakan
gasaran utama KPK. Salah satu langkab konkrit yang
dilaksanakan adalah dengan melaksanakan program
Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa.
KPK. dalam melaksanakan program Train for Trainers
{TOT) yang diikuti oleb para mahasiswa ¢eluruh Indonesia
dari 37 universitas. Kegiatan ini juga dilakokan di
beberapa sckolah SMA dan SMP di beberapa kota di
Indonesia. Materi pendidiken ini terdiri dart Pengenalan
Korupsi, Dampak Korupsi, Upaya Perlawanan Terhadap
Koropsi, Wamng Kejujuran dan  pemiliban  pelajar
panutan/anggulan,

Proram pendidikan anti korupsi ini juge dikembangkan
terhadap Sektor Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
para Penyelengparg Negara, salah satunya adalah program
pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD)
vang beriujuan watuk meningkatkan kapasitas peran dan
fungsi DPRD.

Merancang dan mendorong  terlaksananya  program
sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk menggalang peran serta masyarakat yang lebib
hesar  ddalam  perlawanan  terhadap  korupsi  telsh
dilaksanakan ‘beberapa kegiatan yang melibatkan
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masyarakat secara  langsung.  Kegiatan  {ersebut
dilaksanakan dalam bentuk berupa pameran, diskusi dan
metraksi, menerima saran dan pengaduan serta dilengkapi
dengan pembagiap buku dan materi sosialisasi anti
kompsi.

Melakukay kampanye anti korupsi kepada masyarakat
.

Dalam melakukan karopanye ini Komisi Pemberantasan
Korupsi memanfastkan media luar ruang sepeti Bus Ad di
Jakarta dan &illboord vntuk kampanye anti korupsi di kota
besar dan poster di fcmpat-tempst strategis fermasuk
kantor-kantor kelurshan, Selorsh kepiatan  ditunjang
dengan publikasi melalul media cetak dan elektronik,
termasuk program Talkshow TV dan radio, dengan
demikian rangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta informasi
aktivitas KPK di tingkat Iokal, nasional mauvpun
internasional dapat senantiasa ditkutt oleh masyarakat.
Melaknkan kerjasama bilateral ataun multilateral dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi, >

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintaban

negara.
KPK diberi amanat oleh vadang-undang untuk melaksanakan
tugas monitor, dengan kewenangan ;

5.1. melakvkan pengkajian {ferhadap  sistem  pengelolaan

administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah,

5.2. memberikan saran kepada lembaga negara dan pemerintah

unfuk melakukan pervhshan jika berdasarkan hasil
pengkajian, sistem pongelolaan administrasi  tersebut
berpotensi korupsi.

2 mid, him. 33.
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3.3. melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
dan Badan. Pemeriksa Kenangan, jika saran KPK mengenai
perubahan tersebut tidak diindahkan.

2.3, Struktur Organisasi KPK
Salah saty modal utama agar kineria KPK bisa efisien dan efekiif adalah
melali pombangunan organisasi yapg profesional. Imi bisa tercapal
dengan optimalisasi  sgluruh elemen dalam  organisasi  tersebut
Karepanya KPK senaotiasa melakukan perbaikan-perbaikan agar tercipta
sebuah lembaga vang kompeten. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang
No. 30 tahun 2002 yang dilaksanakan melalui Surat Keputusan Pimpinan
Komisi Nomor 7 tahun 2004, organisasi Komisi Pemberantasan Korpsi
terdiri dari :
a. Puuopinan KPK yang terdini dari seorang Ketoe merangkap Anggota

dan empat orang Anggota.

Wakil Ketua merangkap Anggota.

Tim Penasthat yang terdiri dari empat orang anggota.

&

e o

Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.
Deputy Bidang Pencegahan.
Deputy Bidang Penindakan.
Deputi Bidang Informasi dan Data,
Deputy Bidang Penpgawsan Internal dan Pengaduan Masyarakat,
Sekretriat Jenderal.
1. Deputy Bidang Pencegahan terdin dari -
a. Sekretariat Deputy bidang Pencegahan ;
b, Direktorat Pendaflaran dan Pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyvelengzara Negars ;
¢. Direktorat Gratifikasi ;
d. Direniovat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan
¢. Direktorat Pepelitian dan Pengembangan.
2. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari:
a. Sekretriat Deputy Bidang Penindakan ;

Forotop

ok 4
H
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b. Direktorat Penyelidikan ;

¢. Direktorat Penyidikan ; dan

d. Direktorat Penuntutan,
3. Deputy Bidaog Informasi dan Data terdiri dari ¢

a. Sekrstariat Deputy Bidang Informasi dan Data

b. Direktorat Pepgolaban Informasi dan Data ;

c. Direktorat Pembinaan Jeringan Kega Antara Komisi dan

Instansi; dan

d. Direktorat Monitoring,
4. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat

terdiri dari :

a. Sekretariat Deputy Bidang Pepgawsan Intermal dan

Pengaduan Masyarakat ;

b. Direktorat Bidang Pengawasan Internal ; dan

¢. Direktorat Bidang Pengaduan Masyarakat.
5. Sekretariat Jenderal texdird dari -

a. Bire Perencanaan dan Keusngan ;

b. Birc Umum

¢. Biro Sumber Daya Manusia.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2004 tanggal
27 Mei 2004 tentang Pengaliban Organisasi, Administrasi dan
Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindsk Pidang
Korupsi, Struktur Organisasi Komisi disempumaksn  depgan
menambabkan Sckretarist Jenderal KPKPN melalui Keputusan
Pimpinan Nomor Kep 37/K KPR/VY 2004 tanggal 16 Juni 2004,
Sekretariat Jenderal KPKPN terdiri dari ¢
a Biro Perencanasan
b. Biro Administrasi LKPN
¢. Biro Data dan Informasi
d. Biro Hukum dan Humas
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Komisi harus bekerjasarma dengan berbagai Penyelenggara
Negara yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, antara
laim dengan cara :

8. Penindakan, Komisi mengkoordinasikan dan mensupervisi
berbagai lembaga, baik insitusi penegak hukum (kejaksaan dan
Kepolisan) dan Instansi Pengawas Fungsional Pemeriniah
{rspektorat  Jenderul, BPKP, dan Bawasda) dengan
mengoptimalkan perannya dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia. Dalam aspek penindakan, Xomisi dapat melakukan
penyelidikan, penyidikan dan peruntutan. Keberhasilan Kormist
dalam pemberantasan korupsi amat bergantung pada Pengadilan
Khusus Komuipsi yang mepgadilinyga mulai dari Pengadilan
tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung. Pengadilan dan
para Hakim merupakan bentepg terakhir vang menentukan
keberhasilan dalam menindak dan memasukkan para korupior
yang terbukt melskukan Tindak Pidana Korupsi ke dalam
penjara.

b. Pencepahan, pencegahan terjadinyz korupsi di berbagai lembaga
pemrintah merupakan tugas manajemen internal, oleh karena itu
Komisi mendorong masing-masing instansi Pererintah untuk
memperbaiki  sistem, mekanisme keda, dan pengendalian
intermal yang berlaku di setiap instansi. Diharapkan dengan
memperbaiki  sendini  berbagai sistem pengendalian, maka
instansi tersebut dapat lebih berperan aktif mewujudkan
pemberantasan korupsi di instansinya. Dalam aspek pencegahan
korupsi, Komisi dapat berperan dalam mengkaji dan. menilai
petaturan perundang.undangan yang berkaitan dengan sistem
dan prosedur penyelenggarasn pemerintahan dan mengusulkan
perbatkannya. Namun, tindakan perbaikan jtu amat bergantung
pada komitmen pimpinanan negara baik eksekutif maupuri
legislatif serta teladan mereka dalam melakukan perubahan,
Peran piropinan  eksekutif (Presiden serta  pembantu-
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pembaniunya), legislatif, dan yodikatf sangat penting sebagai
penggerak utama {prime mover) perubahan dalam upaya
pencegahan korupsi.

Peran masyarakat sangatiah penting selain memulai untuk
mengatakan  "Tidat Unmk Korupsi®, juga secara konsisten
melakukan desakan kepada pam pimpinan eksektif, legislatif don
yudikatif untuk bersama-sama memberantas korupsi.

Berkaitan dengan pencegahan juga, KPK berkewajiban untuk
mgmberitahu dan menghilangkan berbagai peluang korupsi dalam
sejumlah sistem dan prosedur administrasi, memberi saran kepada
sejumlab departemen pemerintah dan institusi mengenal cara
mengurang prakick korupsi dan menyediakan saran pepncegahan
korupsi kepada siapa saja atau  organisasi manapun  vang
memerhakannya. Selain itu, KPK wajib untuk menindaklaniuti
berbagai rekomendasinya agar betul-betul dilaksanakan dan berjalan
sebagaimana seharusnya.

Deputi Bidang Pencegahan terdixi dari ;

a. Sekretariat Deputy bidang Pencegahan

b, Direkforat Pendafiaran dag Pemeriksaan Laporan Haria
Kekayaan Penyelenggara Negara
Edirektorat Gratifikast

d. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat ; dan

e. Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Terhadap penyidikan kasus korupsi, KPK sendird juga harus
memiliki akuntabifitas dan  tansparansi dalam  menjalankan
kewenangennya. Ada hal-hal yang memang tidak perlu dibukakan
dan dirahasiakan kepada publik unituk kepentingan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan, akan tetapi ada juga hal-hal yang harus
disampaikan dan diketakui oleh publik, karena hasil kerja dan
pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik (Pasal 20), Masalah
alkuntabilitas dan transparansi ini tidek dapat dikaitkan dengan
independensi lembaga KPK vang dinyatakan bebas dari pengaruh
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manapun (Pasal 3), karena independensi adalabh dalam rangka
menjalankan tugasnya dan independeosi bukan berarti Hdak ada
trangparansi serta akuntabilitas didalamnya. Tujuannya adalah agar
publik mengetahui secara jelas hasil kerja KPK dan turat mendulung
KPK dalam menjalankan kewenangannya serta secara tidak langsung
sebagai kekuatan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya.

2.4. Fungsi dan Efektifitas Komisi (Departemen) KPK
3.1. Divisi Bidaug Pencegahan
Komisi Bidang Pencegahan, pada dasamya merupakan. divisi
yang melakukan pencegahan di negara ini sebagaimana yang
dimaksud dalam U No. 30 tshun 2002. Bidang Pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan ¢
{a) Suvb Bidang Pendafiaran dan Pemeriksan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara
(b} Sub Bidang Gratifikasi ;
{c) Sub Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
(d) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan yang terkait dengan strategi pencegaban
korupsi :
1. Pengembangan mekanisme kerjasama antar institusi.
KPK menyelenggarakan lokakarya dan diskusi panel
dalam rangks membangun komitmen dan kebersamaan
dalam pemberantasan korupsi, diawali dengan diskusi
pertama bersama jajaran eselon departemen/LPND, dan
diskust panel dengan para Direkiur Utama dan Komisaris
Utama BUMN.
Disamping itu telah ditandatangani Nota Kesepabaman
sehagai berilaut 2
a. Nota Kesepaharan bersama dengan Pusat Pencatatan
dan Analigis Transaksi Kevangan (PPATK).
b. Piagam Kerjasama dengan Kementrian Komunikasi
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dan Informesi.
¢. Noita Kesepabaman dengan Federasi Serikat Pekerja
BUMN,
d. Kesepakatan Bersama dengan Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara
¢. Law Sumumit BIL*
3. Pencegahan dengan penyelamatan terhadap aset
negara.
Masalah Pengembalian Aset Kekaysan negara yang
dikorupsi (4ssety Recovery) dapat dilibat dari .pengalaman
Filipina dalam mengusut aset kekayaan mantan Presiden
Filipina ¥erdinan Marcos. Pemerintaban- Filipina
melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap
kekayaan tersebut dalam upaya ustuk memperbaiki
kondisi ekonomi negaranya.
Dalam hal ini, apabila kita perhatikan dasar hukum
pengembalian  aset kekayaan negara fersebult pada
Peraturan Pemerintah No. 71 tzbun 2002, Satu hal yang
terpenting dalam pengembalian aset kekayaan negasa yang
dikorupst dinyatakan akses untuk memperoleh infommasi.
Pasal 4 PP No, 71 tahun 2002 :
Setiap orang, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Penegak Hukum berhak memperoleh jawaban dari
pernegak bukum atau Komisi atas informasi, saran atau
pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum.,
Hal ini scjalan dengan Konvensi Internasional And
Korupsi yang menyatekan perlunya identifikasi baik itu
terhadap transfer hasil kejahatan yang terjadi antar negara.
3. Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara
Dengan dileburnya KPKPN ke komisi, maka pelaksanaan
kegiatann ini dilakokan dengan berbagai penyempumaan

# Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemberdavaen Penegaken Hukum | Laporan Tahunan KPK
tahtor 2007 (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupyj, 2607), him. 134
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sistem dan prosedur pelaporan guna meningkatkan

efekiifitas pemeriksaan serta penpawasan kekayaan

penyelenggara negara.

Pada dasarnya Unit Pencegahan ini merupakan tugasnya

sarna seperti Unit Pencegahan yang dilakukan oleh

KPEPN, dimana setefah KPKPN disubordinanst ke KPK

maka KPKPN sebagai unit pencegaban di Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1} Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2002 Kepolisan dan Kejaksaan wajib

memberitahukay kepada KPK tentang felah dimulainya

penyidikan kasus perkara TPK.

Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran seria  masyarakat dalam

gerakan pemberantasan korupsi, beberapa kegiatan yang

tefah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
antara lain:

(ay Kerasama dan peningkatan partisipasi media massa.
Kerjasama dengan media- massa dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta pers/media massa dalam
gerakan pemberantasan korupsi. Melalui pertemuan
pimpinan komisi dengan pam pemimpin redaksi
media massz diharapkan media massa membantu
gerakan pemberantasan korupsi di indonesia,

(b) Penyusuuan mekonisme pengaduan mesyarakat
Meningkatkan peran serta masyerakat merupakan
salah  satu  upaya meningkatkan efektivitas
pemberaniasan korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor
71 tahun 2000 telah mengatur tentang iata cara
pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur
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mekanisme hak dan kewsjiban masyerskat alam
memberikan masukan maupun pengadusn ientang
terjadinya suatu kasus korupsi. Selain itu juga telah
diatur kewajiban dari komisi untuk memberikan
jawaban atas pengaduan tersebut. Terkait denpan
ketenntan  fersebut, komisi telah menerbitkan dua
pedoman vaite Pedoman Penyampaisn Pengaduan
Kasus TPK dan Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat,

Pedoman penyampaian pengaduss  kasus TPK
dimakeudkan motuk mempercepat proses pepanganan
pengaduan masyamkat sehingga dapat diwaiudkan
suatu kebersamaan antara komisi dan masyarakat
sehingga dapat diwujudkan dalam gerakan massal
yaitu gerakan pemberantasan (anti) korupsi. Dalam
pedoman ini disajikan pengertian tentang tindak
pidana korupsi. bukti dan alat bukti yang diperhukan
untuk dapat mengungkap tindak pidana korupsi, fakta
yang perly disampaikan dalem pengaduan yang
mencakup penjelasan tenfang aps, siapa, dimans,
bilamana dan bagaimana stas kasus yang disdukan
serta iata cara penyampaiannya Dengan pedoman in
diharapkan masyamakat dapat lebih terfokus pada
permasalaban  tindak pidana korupsi pada saat
menyampaikan pengadpannya

Maksud ditertibkan pedoman penanganan pengaduan
masyarakat dan informasi awal ini adalah untuk
mengaranhkan bagaimana suatu pengaduan  dan
informasi dapat dipunakar sebagai dasar penerbitan
surat fugas andit investigatif vang ada akhimya dapat
membantuy  terbongkamya suatt  kasus  korupsi
tertentu. Tujuan yang hendek dicapai dengan adanya
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pedoman ini adalah :

a. Meuningkatkan efisiensi tenapa, wakiu dan biaya

b. Menparahkan proses penyclidikan dan penyidikan

lebih lanjut

Hasil yang dibarapkan melaiui penyusunan pedoman

ini yaitu ;

a. Adanya keseragaman dalam polz pepelazhan
pengaduan masyarakat dan informasi awal

b, Meminimalkan kemungkinan kepapalan dalam
pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat .

¢. Dapat mendukung proses hukum
Dengan landasan pemikiran bahwa peran seria
masyarakat dalam pemberantasan kompsi merupakan
faktor utama yang paling berperan maka komisi akan
lebih berusaha untuk menggupal masgyarakat agas
mampn berkata fidak uniuk korupsi. Agar dapat
mewujudkan keinginan  tersebut maka selain
meningkatkan efektivitas  kegiatan yang telah
dilaksanakan peda tahun 2008 berupa kegiatan
seperti:

1} Pendidikan anti korupsi, dengan berbagai macam
kegiatan dan program seperti menyebarluaskan
konsep warung kejujuran, membangun kader-
kader anfi korupsi bagl mabasiswa di seluruh
universitas di Indonesia, pendidikan anti kourpsi
bagi siswa SLTP dan SL.TA selurch Indonesia.

2y Melakokan kampanye dan  sosialisasi yang
melibatkan  masyarakat  wrnum, mahasiswa,
pelajar termasuk Penyelenggara Negara misalnya
pembagian stiker anti korupsi, buku saku nati
korupsi, talk show di radio/TV dengan Pimpinan
KPK, memasang iklan layanan anti korupsi di TV
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Bandara sebanyak 900 spot dl,

3} Hubungan dengan masyarakat dimans KPK
menckankan  optimalisasi  pelgyanan  publik
schagai bentuk pemenubhan asas fransparansi,
memberikan informasi yang akurat dan tepat,
sambil berusaha menimbulkan citra positif KPK
di mata masyarakat, diiringt promost sikap dan
kesadaran antikorupst.

4) Program peningkatan kapasitas peran dan fungsi
DPRD

Menarik untuk diperhatikan lagi adaleh perlindungan

bagi pemberi informasi yang menyatakan kebenaran

tentang adanya perbuatan korupsi. Dalam hal ind
masih kurang ketenfuan perlindongan penundang-
undangan untuk para pelapor atau si pemberi
informasi fersebut. Karena itu porfu disusun sebuah
undang-wxdang  yang melindungi para pember
informasi, yang dapat disebut schagai wistleblower.

Ketentuan kewajiban perlindungan kepada pelapor

hanya ada dinyatakan dalam Pasal 6 PP No. 71 tabun

2000 yang menyatakan ;

{1} Peoegak bukum  atau  komisi  wajib  untuk
merahasiakan untuk dapat diketehuinya identitas
pelapor atau isi informasi, saran atau pendapat
yang disaropaikan.

(2) Apabila diperlukanatas permintaan  pelapor,
penegak hukom atau Komisi dapat memberikan
pengamanan  fisik terhadap pelapor dan
keluarganya,

Laporan masyarakat yang masuk sejak tahun 2004

sampai dengan tahun 2008 berjumlah 31.404 berkas

= hid. him. 34,
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pengadoan  yang felah  teradministrasikan  dalam

database pengaduan masyarakat, Dan jumiah ini,

sebanyak 31.096 (99,02%) pengaduan sudah

dilakukan telaah, 4.078 (12,99%) telah ditindaklanjut

baik oleh imternal KPK maupun eksternal XKPK,

sedangkan 22.02% (76,12%) pengadusn tidak dapat

ditindaklanjuti karena berdasarkan penelashan bukan

merupakan tindek pidasa korapsi, kurangnya

imformasi dan bukt atau petunjnk awal, serta identitas

dan alamat pelapor yang tidak jelas. Tindak lanjut

penanganan pengadusn masyarakat oleh internal KPK

adalah :

1. 600 {68,89%}) diteruskan ke Penindakan,

2. 200 (22,96%:) diteruskan ke Pencepahan,

3. 71 (8,15%) diteruskan ke bidang lain.

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat ke

instansi lain adalah -

1. 1,613 (39,55%; diteruskan ke Kejoksaan

2. 969 {23,76%) ke Kepolisian,

3. 526 {12,90% ke Inspektorat Jendral,

4. 264 (6,47%) ke BPXK, 268 (6,57%) ke Bawasda,

5. 356 (8,73%;) ke BPKP,

6. B2 (2,01%) ke MA.*®

Dalam ha!l penghargaan yang diberikan sebagai usaha

pencegaban dan pengembalian aset kekayaan negara

dinyatakan dalan pasal 7 dan 9 PP No. 71 tahun 2002

sebagai berikut ;

(1) Setiap orang, organisasi dan masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyarakat vang telah
berjasa dalam ussha membantu  upaya

* Komisi Pemberantasan Korupsi, Optimalisasi Pelayanar Publik Leaporan Tahunan KPK
Tahun 2008 (Yakarta : Komisi Pemberantasan ¥orupsi, 2007), him, 75,
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pencegahan  dan  pemberantasan  Hndak
pidana korupsi berhak mendapat
penghargaan.

{2) Penghargaan sebagaimaea dimaksud dalam
ayat (1) dapat berupa piagam atau premi.
Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang

No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sudah  ditegaskan  bahwa

"pengembalian kerugian negara afou perekonomian”™,

bukan merupakan alasan untuk menghentikan

pemamtutan. Hal ini berard bshwa pemikiran dan
pendapat tentang "pemutihan uang hasil korupsi”
justru bertentangan dan tidak dapat diterima dengan
tujuan  ditetapkannya ketentuan vyang dimaksud.

Disamping itu ketentuan “pembuktian terbalik® dalam

UU Ne.31 tshun 1999 menjadi kurang berarti dengan

adanya gagasan tentang pemutihan uang. Ketentuan

tersebut antarz lsin adalah pemberiakuan sistem
pembukiian terbalik ferhadap seseorang yang telah
dijadikan terdakwa khusus dalarn kasus gratifikasi

(Pasal 12B). Apabila terdakwa tidak. berhasil

membuktikan dengan alat bukti yang diperbolehkan

menunat wadang-undang, maka ia segera dinyatakan
terbukti bersalah dan dijatubi hukuman,

Tujuan utamanya melakukan pembuktian terbalik

tersebut untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan

kerngian keuangan wnegara akibat findak pidana
korupsi.

Dalam hal ini penulis beranggapan tahwa upaya

pernutihan uang baik dengan pemberian Release and

Discharge dengan mengabaikan proses  hukum

yang-berlaku atas tindak pidana korupsi yang
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dilakukan adalah langkah yang keliru dan tidak sesuai
dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Prosesnya
seharusnya diserahkan kepada mekanisme hukum,
dan orang yeng melakukan tindak pidana tersebut
bukan hanya waiih wtuk mengembalikan kerugian
negara ielapi juga harus mendapat ganjaran yang
setimpal akibat tindakan kejahatannya fersebut.

Pada tahun 2008 KPK juga telah melakukan penyelidikan awal

terhadap 70 kasus dimana dand 70 kasus tersebut telah

ditingkatkan meniadi penyidik sebanyak 353 perkara yang

berindikasikan TPK vang terdini dani perkara sisa tabun 2007

sebnayak 7 perkara dan perkara tahun 2008 sebanyak 46

perkara.

Kasus-kasus tersebut antara lain

i, Perkara tindak pidana korupsi dalam proyek pengadasn
mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe 'V 80 ASM
dan merk Tobatsu tipe V 80 ASM di Pemerintah
Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa Barat, Bali, Riau,
Bengkulu, Medan dan Makassar yang menggunakan
APBN dan APBD fabun 2003 ¢/d tahun 2005,

2. Perkara tndak pidapa korupsi dalam penpggunaan dana
Bank Indonesia yang dikelola oleh YPPL untuk
kepentingan Bl dengan tidak melalui mekanisme
penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan
ketentuan BI vang terjadi pada tahun 2003,

3. Peogelolaan dana Penmenimaan Negara Bukan Pajok
(PNBP) ferkait pungutan farif dokumen keimigrasian di
KBRI Kuala Lumpur tahun 2004 s.d. 2005,

4.~ Penyimpangan dana APBD Garut TA. 2004-2007.%

¥ Komisi Pemberdntasan Korupsi, Pemberdayaan Penegakan Hukum : Loporan Tamzan KPK
tahun 2007 (Jakarta ; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), him. 29-31.
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3.2. Tahap Penyidiken

Kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 menyatakan

sebagai berikut dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam dasal 6 humf ¢ Komisi Pemberantasan

Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan tindak Pidana Korupsi yang :

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara
dan orang lain vang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat pencgak hukum atau
penyelenggara negara.

Pasal ini dapat discbut pasal yang meropakan “job
description” dari KPK. Apabila diperhatikan maka tugas
yang dimaksud dari Pasal 11 adalah kewenangan KPK
dalamn  melakokan  peayelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ( pasal & hormaf
¢} yang merapakan kewenangan pokok dari KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan
anti korupsi yang dibentuk dengan UU No. 30 tahun 2002,
yang dikatakan mempunyai kewenangan yang luar biasa
sebagal ingtitusi yang mempunyai kewepangan yang luar
biasa dalam memberantas korupsi namun KPK temyata
joga mempunyai banyak  permasalohan  dalam
kewenangannya. Disamping i, sasaran dan tujuan di
bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi vaitu:
1) Agar korupsi dikurangi secara nasional agar tidak lagi
menggangu pembangunan ekonomi, sosial dan politik
di Indonesia untuk itu diperlukan konsensug nasional
mengenai  penfingnya mentnpas  korupsi  seria
memperbaiki persepsi intemastonal mengenai insiden
terjadinya korupsi. Dalam bal ini diperlukan sustu
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tindakan hukum yang berani dalam menyclesaikan
korupsi i negara ini.
Diperlukan upaya mobilitas masyatakat antuk
memerangi korupsi di semua sektor. Tindakan untuk
mengikut sertakan masyarakat berupa dukungan aktif
baik dari pemuka masyarakat pemimpin agama,
parpol maupun tokch masyarakat sangat diperiukan
untuk melakukan  perubaban  terhadap  keadsan
masyazakat.

Melakukan kampanye anti korupsi nasional meliputi

berbagai penyidikan berjalan dan memfungsikan

Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Hukum yang ada.

Dalam hal i diperlukan dukungan dari berbagal

pimpinan departemen dan badan-badan publik,

Komisi Pemberantasan Korupsi adalsh soatu lembapa

baru di bidang penegakan hukum. Dengan

kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan.
penyelidikan dan penuntutan keberadaan KPK diatur
dalam UU Ne, 30 tahun 2002, yang merupakaen suatn
lembaga Supstbody yang  meongambil  glih

Kewenangan Kepolisian dan  Kejsksaan dalam

Penyidikan, Penyelidikan dan Penunttan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka kerja

Logik Penyidikan sasaran yang ingin dicapai dalam

penyidikan yaitu :

a)} Penyidikan vang efektif memunjang penepakan
hukum di Indopesia dan menjadikan korupsi
sebagal kejahatan yang beresiko tinggi dalam
sektor publik dan sektor pemerintah. Juga dalam
hal ini menumbuhkembangkan kesadaran publik
atas korupsi sebagai kejehatan vang beresiko
tinggi
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b)) Maksud dan fujuan tersebut adalah menyidik
sermya tuduhan korupsi secara efektif dengan
mempertimbangkan penuntutan. Semua
penyidikan akan didasarkan dengan Hukum
Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan
integritas moral yang tinggi dari Penyidiknya.

¢} Berbagai penyidikan dilaksanakan, dituntaskan
atau ditutup secara efektif dan dilimpahkan pada
_bidang Penunfutan yang ada dan KPK. juga harus
menumbuhkan keseriusan dalam  menuntaskan
kasus yang tengah disidik sehingga Hdak
mengambang dan  segera  dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang ada,

43 Mengembangken kapasitas iniclegensia dan
menyelenggarakan pelatihan kepada selurch staf
penyidik dalam rangka untuk meningkatkan
Sumber Daya Manusia 'vang ada di KPK
disarping juga meningkatkan integritas moral
bagi seluruh staf dan.pimpinan serta pegawai
KPK.

b. Terbadap kasus yang meresahkan masyarakat.
Definsi kasus yang meresahkan masyarakat ini sangat
abstrak sekali, karena hampir keseluruhan kasus korupsi
sebeniamya meresabkan masyarakat. Kasus korupsi Nurdin
Halid dengan Pembobolan Bank BNI yang melibatkan
Andrian Worowuntu dan Maria Lumowa, sama-sana
meresabkan masyarskat. Meskipun tidek berimplikasi
langsung pada masyarakat, akan tetapi telah merussk
sistemi  perekonomian pemerintah  dan  masyarakai.
Sebarusnya subsidi bidang pendidikan diberikan kepada
rakyat kecil, fetapi akibat dikorupsi maka subsidi ifu tidak
dapat diberikan yang berimplikasi sulifnya rakyat kecil
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untuk  menyekolabkan anak-anaknya ke  jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.

¢. Kasos koropst di atas Rp. 1.000.000.000,~ {satu milysc

rupiah}.
Dalam hal ini timbul pertanyaan. apakah polisi dan jaksa
tidak dapat lagi memerksa kasus korupsi distas Rp.
1.000.000.000,~ {satu milyar rupigh) keatas? dan apakah
hanya KPK saja yang mempunyal kewenangan tethadap
seluruh kasus korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- {satu
milyar rupiah) keatas tersebut.

Beberapa contoh peayelidikan kasus  distas  Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas vang telah

dapat ditingkatkan ke penyidikan vang saet ini
penyidikannya sedang berlangsung yaitu :

a. Dugaan adanya peayuapan  untuk  proyek
pengembangan pelabuban dan bandara i Indonesia
bagian tirour dengan tersangka AHD

b. Aliran dana Bl ke sejumlszh anggota DPR yang
dilakukan oleh AP, dkk.

¢. Dugsan adanva korupsi dalam proyek pengadaan
mobil pemadam kebakaran merk Tohatsy di
Pemerintsh  Provinsi  Kalimentan  Timur oleh
tersangka IR. %

Apakah terdapat kasus yang berpilai Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) keatas polist dan kejaksan tidak dapat

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

terhadap tindak pidana korupsi tersebut 7 Menurist penulis
tentang hal ini polisi dan jaksa tetap punya kewenangan
unfuk  melalukan  penyelidikan, penyidikan  dan
penuntutan, hanya sajs pasal ini merupakan aturan kbusus
untuk KPX apabila hendak melakukan penyelidikan,

#  Komisi Pemberantasan Korepsi, optimalisasi Pefayanan Publik : Laporan Takunan KPK wahun
2008 {Jakarta : Komisi Peanberantasan Korapsi, 2008), hlm. 28,
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penyidikan dan penuntutan hanyalah terbadap kasus
korupsi diatas Rp. 1.000.000.000,- (sate milyar rupiah)
keatas saja.

3.  Konsep Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada hakekainya maposia membutubkan keteramiran baik dalam
menjalankan  kehidupan sebari-hari, maupun dalam  akfivitas  sosial
kemasyarakatan, demikizn juga halnya dalam penyelesaian setiap sengketa,
hubum tenrtzma menyangkut masalah pidana. Tidak dapat dibayangkan
bagaimana, manusia hidup delam kondisi ketidekteraturan dimana, akan
berlaku istilah “home Aomini hupus™ asteu yang kuat vang berkuasa atau
dikenal dengan hukum rimba, ditnana yang berkuasa itu adalah yapg punya
kekuatan sedangkan vang lemah merupakan makanan atao jadi bulan-bulanan
vang koat. Maka timbullah ketidakseimbangan hidup delam masyarakat,
dimana nilai berharga atsu tidak tergantung pada yang paling kuat terutama
hak-hak yang paling bakiki yang dimilid oleh setiap individa akan
dikendalikan oleh yang luat, maka pembunuhan, penganiayaan,
pemerkosaan, pencunian dan lain-lain tindak kejahatan akan sanpat mudagh
disaksikan dimana-mana. Sebab yang kuoat akan gelalu main hakim sendin
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi terutama menyangkut
dengan dirinya atau kroninys.

Oleh karena ifu sangat dibutuhkan sekali adanya keteraturan prosedur
dalam penyelesaian perkarg-perkara yang terjadi di masyarakat. Hal inilah
yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupaksn ranpkaian aptara satu lembaga
dengan lembaga lain yang saling berkaitan satu sama lainnya, lernbaga-
lembaga tersebut terdiri dani masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan lembaga pemagyarakatan.

Dar, swal dikenalnya tindak pidana korupsi, sistemn peradilan pidana
mengalami perkembangan pandangan dan perlakuan yang terus diperbaharui.
Ketika semula kita belom memiliki bukum yang secara khusus untuk
menanganinya hingga akhimya kita memiliki aturan yang khusus untuk
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memberantas tindak pidana Xorupsi. Dermsikian halnya dengan penegakan

hukumnya sejak awal, sekitar tabun 50-an, telah disadari perunya dibentuk

beberapa tim untuk membantu aparat penegak hukum. Hingpa pada tahun

2003 ini dengan sebuah landasan TJUJ Ne. 30 tahun 2003 tentang Komisi

Pemberantasan Tindsk Pidana Korupsi. Undang-undapg ini memberikan

pervbahan yang saagat besar dalam sistem peradilan pidana korupsi, jika

semula tim-tim, komisi atau badan-badan lain yang dibentuk untuk membantu
pepegak hukum dalam pemberantasan korupsi, namun KPK malah berposisi
diatas aparat penegak hukumn lainnya seperti polist dan jaksa.

Wujud optimalisasi hukum dalam Undang-undang Neo. 30 tahun 2002
adalgh dengan pembentukan Komisi Pemberantasap Korupsi, sementara
kendala yang selama ini terjadi dalam membangun keterpaduan sistem
peradilan pidana pada penanganan perkars tindak pidana korupst oleh polisi
dan jaksa sebagaimana penelitian para pakar, ternyata belum teroptimalisasi,
Sebagai bukti belwn adanya optimalisasi {ersebut terlihat dari fidak
terpecahkannya magalah hukum kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak
pidena korupsi yang dalam beberapa peneliian terbukti menimbulkan
persaingan yang cenderung merusak keterpaduan sistem peradilan pidana
Dengan kala lain ketumpangtindihan wewenang penyidikan tindak pidans
korupsi antara polisi dan jaksa yang selama ini terjadi terjadi dalam undang-
undang ini tidak terpecahkan, karena labimnya UU KPK in memfokaskan
penegakan pemberantasan korupsi kepada Komisi Peroberantasan Korupsi.
Bahkao dalam UU Ne. 20 tshun 2003 tersebut memiliki banyak ketentuan
hukum yang menuninkkan adanya :

1. Ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan dengan sisters hokum Indonesia
khususnya dengan semangat hukum acara pidana pada KUHAP dan
ketentuan hukum tentang Kejaksaan,

2. Diskriminasi perlakukan bukum dan ketidakpastian hukum bag
tersangka terhadap proses peradilan pidana korupsi

3. Mekanisme peningkatan efekfifitas sistem peradilan pidana hanya terjadi
pada perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
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sementara yang ditangani polisi dan jaksa tidak ada mekanisme
peningkatan efektifitas.

Sejak kelahirannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi
irigger mechanism institusi independen yang dapat memperdaya atas
skeptisme publik terhadap lemshnya penegakan hwkum. KPK memiliki
sarapa dan prasarana hukum deogan tingkat Kewepangan amat hoar biasa
(extra ordinary power) yang tidak dimiliki institusi lain,

KPK bisa meminta keterangan kepada bank teptang keadaan keuangan
tersangka (tanpa izin Bank Indonesia), menyadap/merckam pembicaraan,
tidak memerlukan izin untok memeriksa pejabat negara, dan lainnya.

Dengan exira ordinary power yang dimiliki KPK, dibarapkan segala
bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat dijadikan bagian {atanan
pemberantasan korupsi. Ini penting mengingat lembaga penegak hukum ini
memiliki kubungan esensial dengan penegak hukum lain dari sistem peradilan
pidansa.

Korupsi kelembagaan selala merusak sistern ketatanegamaan dan
perekonomian negara. Maka, diperlukan beberapa hal, pertama, melakukan
tindakan tenntegrasi lembaga penegak hukum melalul infegrafed crimingl
Jjustice systems. Artinya, di aptara penegak hukum hares memiliki suatn
bulanced and equol of power, suata Kewenangan yang berimbang dan sama di
antara para penegak hukum, Hal ini untuk menghindari diskriminasi
kewenangan lembapa yang justra akan melemahkan penegakan hukum
terhadap korupsi.

Selatn itu, diskriminasi kewenangan juga 2kan menimbulkan
disintegrasi penegakan huleum. Dalam sistem peradilan pidana, tingkat
keberhasilan pencegaban dan pemberantasan korupsi harus  dilandasi
integrated criminal fustice system, bukan menciptakan sistern diskriminasi
kewenangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak tegadi penegakan hukum
terpilah, Anekdot yang sering muncul, lebih baik disidik Polri dan Kejaksaan
Agung daripada KPK.
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Tujuan penegakan hukan bukan menimbulkan disintegrasi di antara
lembaga pepegakan hukum, feiapi bagaimana memaksimalkan pencgakan
hukum yang nondiskriminatif,

Kedua, selain itu independensi proses penepakan hukum merppakan
wacana yang bersifat troperatif. Akan menjadi sulit bagi Kejaksaan Agung
unmk memaksimatkan pemberantazan korupsi, selama independensi dalam
konteks Hmitatif masth dalam status subordinasi kekuasann eksehutif
tertinggi. Hal int mermunculkan kesan ada kekuasaan otoriter yang penmisif.
Dari kajian sosiologis yuridis, gangguan optimal independensi penegak
Bukum justrn dari lingkaran internal kekuasaan, Dengan demikian, selama
masib ada hubuogen subordinasi penegak hukum dan kekuasaan iertinggi
eksekutif, kehendak mencgakkanhukum korupsi akan selalu gamang dan
minim hasilnya. Gangguan, scrangan, dan intervensi terbadap institusi
penegak hukum hadir begitu kuat, Pola intervensi pun dikemas dalam bentul
independensi semu, seperti pencmpatan lembaga penegak hukum vang
menjadl subordinasi kekuasaan, penepak hukum hadir rutin dalam repat
kabinet sehingga Kejaksasn Agung jarsng terlihat memeriksa pejabal negara
dalam pemberantasan korupsi, Semua Ini member arah, seolsh ada justifikasi
yang berlindung di balik prinsip legalitas subordinasi.

Sikap nonsinergis, diskriminatif kewenangan di antara lembaga
penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, dan KPK dalam memberanias
korupsi justru mielemahkan penegakan hukum. Balanced and equal of power
adalah kebangkitan penegak hukum Kejaksaan Agung, dan XPK scbagai
voorportacd {gerbang terdepan) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam
konteks due process of law yang prospekiif.

Kesernua bal tersebut meounjukkan upaya optimalisasi  hukum
sebagaimana UU No.20 tahun 2003 dalam pemberantasan korupsi belum
sepenuhnya optimel.

Tampaknya perlu diingatkan kembali bahwa sistem ini memiliki tujuan
sama dalam menanggulangl kejahatan, jadi persoalan yapg ada perlu segera
dipecahkan agar tujuan ini tidak semakin menjauh. Keberhasilan sistem ini,
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dengan berhasil ditekannya korupsi, pada gilirannya dapat mengurangi
korupsi di masa mendatang, '
Dari gambaran diatas dapat ditarik suatu kesimpulan babwa sistem
sangat diperlukan ager masyarakat hidup dalam keteraturan, terutara dalam
menyelesaikan kasus kejabhatan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan. dan lembaga pemasyarakatan mempakan
sub-sub sistern dari sistem peraditan pidana secara keselurubap, unfuk
mencapal keteraturan sistem jtu sebagaimana mestinya ada tiga feldor penting
yang harus berjalan bersama secara berkesinambungan yaitu materi hukum,
aparat penepal hukum  dan, kesadaran hukum  masyarskat. Dengan
berjalannya ketiga hal ito maka. keteraturan ditengah magyarakat akan
terjamin, maka masyarakat madani yang dicita-citakan akan terwujud.
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BABIN
HASIL PENELITIAN

Penanganan penyelidikan, peayidikan dan penuniutan yang dilakukan
oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)} dalam
tindsk pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini
mengindikasikan keadann yang sudah luar biasa (extra ordinary crime),
sehingga menyebabkan modsl yang dipakai adalah Crime Control Model
(CCM). Sebagai perwaindan model CCM yang mengutamakan Kecepatan dan
efisiensi tersebuf, maka kewenangan penyidikan dan penuntutan digabung
dalam satu tangan (Kejaksaan/KPK) dengan maksud mempercepat proses
penanganannya karena tindak pidana korupsi termasuk  sulit dalam
pembuktiannya.

Akan tetapi mepuwrut Prof. Dr. Jur. Andi Hamgzah, tindak pidana
korupsi merupakan kejahalan yang biasa saja, hanya penanganan terhadap
tindak korupsi tersebut yang dikatakan lfuar biasa karena adanya
penggabungan kewenangan penyikdikan dan penuniutan dalam satu tangan
(Kejaksan/KPIO.}

Pendapat ini juga serupa dengan mantan Ketua Mahkamah Agung
Bagir Manan yang menyvatakan bahwa kornupsi mernpakan kejahatan yang
sudah ada sejak zaman dahulu jadi bukan lagi meropakan kejahatan yang luar
biasa, apalagi landasan hukum dalam pemberentasan tindak pidana korupsi
menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi
banyak mengadopsi dari pasal-pasel KUHP. Sehingga tidak ada vang loar
biasa karena sifat dari kejahatan itu sendirl sudah ada sejak dulu kala.®

Meskipun demikian para abli sepakat bahwa korupsi memang harus

diberantas dengan cara yaog penanganan yang lain dari penanganan kejahatan

lainnya. Salah satu catanya adalah dengan memberikan kewenangan yang

Penjelasan Prof: Dr. Jur, Andi Hamzah pada tapggal 11 April 2009, pukel 17.30 WIB, di
mmah beliss, Lebak Bulus, Inkarta,

Bagir Munan, “Korupsi Bukan Kejabhatas Lugy Binsa, " hpfwww suagpembangn.com, 2
Pebuari 2000, :
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lebih besar terhadap lembaga KPK dibanding dengan kewenangan dari
instansi sebelumnya (Kepolisian dan kejaksaan).

Kewenangan menyidik dan menuntut adalah kewenangan yang sangat
berbeda. Masalahnya adalah bagaimana bila kedua kewenangan tersebut
terdapat dalam sate tangan (Komisi/Badan). Dua kewenangan dalam satu
tangan akan memberikan kewenangan yang luar biasa. Dengan penyatuan
fungsi penyidikan dan penuntutan maka kontrol (Due Procces of Law / Check
und Ralance) terhadap proses penyidikan menjadi kurang {sedang kontrol
pada proses penuntutan masih dapat dilakukan oleh pengadilan).

Di Indonesia penggabungan kewenangan menyidik dan menuntut itu
terdapat pada Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Serupa dengan KPK,
Kejaksaan juga telah lebih dahulu meiskukan penggabungan penyidikan dan
penuntutan {dalam kasus pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana
Korupsi).

Peran kejaksaan sebagal lembaga Pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara terutams di bidang penuntutan. Dalam  mengemban
kedudukan dan peranan tersebut, kejaksaan diberi tugas dan wewenang ontuk
menegakkan hukum serfa tugss dan wewenang lain berdasarkan persiuran
perundang-undangan deny ferwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, Peranan jaksa dalam penanganan tindak
pidana korupsi sangat berperan terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan di persidangan, karena dalam persidangan seorang jaksa harus
benar-benar dapat membuktikan kesalahan dari para pelaku tindak pidana
korupsi dengan berdasarkan alat-alet bukti vang ada termasuk keterangan-
keterangan dari pelaku dan saksi.

Menyangkut masalah penyidikan, seperfi diketahui bahwa dalam
KUHAP yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan oiama adalsh
polisi dan koordinator penvidik tidak pidana instansi lain. Namun apabile
melihat ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHAP, jaksa tetap diberi wewenang
melakukan penyidikan beberapa tindak pidana khusus dalam berbagat
undang-undang seperti tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20
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tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tertang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi dengan hukum
acara pidana khusus yang merupakan pengecualian daripada yang diatur
dalam KUHAP. Kewenangan jaksa melakukan penyidiken dan penuntutan
tindak pidana koropsi didasarkan pada undang-undang No. 8 tahun 1981
tentang KUHAP jo Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tfentang
Peraturan Pelaksanaan KUHAP,

Pasal 17 menyatakan sebagai berikut :

“Penyidik menvrut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana fersebut
pada Undang-undang terfentu sebagaimana dimaksud dolam Pasal 284
avat (2} KUHAP diloksanakan oleh peryidik, joksa dan pegjabat penyidik
yang berwenarg lain berdasgrkan peraturan perundargan’”

Juga diator dalarn pasal 30 ayat (1) huref d UL No. 16 tahun 2004 fentang
Kejaksaan yang berbunyi
“ (1} Di bidang pidana, kejaisaan mempurnyai fugas don wewenong:

d. melakukon penyidikan terhadap indak pidana iertentu berdasarkian
undang-undong;”

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilibat Dahwa tugas dan
wewenang vyang dimilki kejakssan dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan pada kasus korupsi terikat pada ketentuan hukum
acara yang telah diatur di dalams KUHAP, KUHP dan UU No. 20 tahun 2001
tentang Perubaban terhadap UU Mo, 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Korupsi serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan
Korupsi.

Kewenangan vang dimiliki kejaksaan inf jugs dimiliki oleh lembaga
KPK hanya saja KPK dalam melakukan penyelidiken, penyidikan dan
penuntutan tidak hanya terikat pada hukum acara dalam UU No. 8 tatuan 1981
(KUHAP), KUHP dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan terbadap
UU No. 3] tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi serta undang-undang
lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi fetapi juga dapat
melakukan terobosan di luar KUHAP sesuai dengan ketentuan di dalam UL
Ne. 30 tatum 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
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Hal ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga
Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat
independen dan bebas dari pengarch kekuassan masapun (pasal 3 U Ne. 30
tahun 2002} sehingga pembentukan Komisi int bertujuan meningkatkan daya
guna dan hasil guna terbadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengenai kewenangan yang dimiliki dalam satu badan oleh kejoksaan
dan KPK ini akan kita bahas satu persatu. Penyidikan sccara etimologis
merupakan padanan kata bahsa belanda “opsporing”, dar bahasa Inggris
“investigation” atau dari bahasa Latin “Investigatio”. Apabila ditinjau dari
aspek penshapannys, sebelum melakukan suatu penyidikan diperlukan
adanya gradasi tertentu, lazim disebut dengan penyelidikan, Jadi konkretnya
berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dam mendapatkan
deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengerfian penyelidikan.

1.1, Penyelidikan.

Berdasarkan ketentuan pasal | angka 5 KUHAP, penyelidikan
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga schagai tindak pidana guna mencotukan
dapat stan tidaknya dilakukan penyidikean menorut cara yang distur
dalam undang-undang.

Penyelidik menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi
negara Republik Indonesia, sedangkan menurut UU Ne. 30 tahon 2002
Penyelidik KPK ialah penyelidik pada KPK yang diangkat dan
diberhentikan oleh KPK (pasal 43 UU No. 30 tahun 2002).

Tata cara penyelidikan, penyidikan dan pemuntutan vang
dilakukan oleh Komisi Pernberantasan Korupst (KPK) pada umumnya
dapat dirangkum sebagai berikut -

Terhadap adanya dugaan babwa telah terjadi tindak pidana
korupsi, masyarakat dapat melaporkannya secara langsung kepada
penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Akses pengaduan ini dapat
disampaikan secars luas melalul berbagai media yaifu, penyampaian
secara langsung ke kantor KPK, melalui telepon, pos, surat slekironik (e~
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maily, dan faksimili {(fax).

Selanjutnya seteleh menerima adanya laporan dugsam tindak
pidana korupsi maka penyelidik akan melakukan penyelidikan yang
dilakukan oleh penyelidik pada KPK, penuntut nmum pada KPK akan
melakukan supervisi atan pengawasan terhadap penyelidikan tersebut.
Hal ini dilakuken karena apabila perkara tersebut dilanjutkan ke tahap
penyidikan maka wajib hukumnya agar perkara tersebut dilagjutkan ke
tahap penuntutan, hsl ini  dikarenakan KPK  tidak berwenang
mengeluarkan SP3. Mengenai SP3 ini akan dibsbas lebih lanjut pada
bagian selanjutnya. Di sinilah diperiukan kecermatan dan ketelitian svate
profesionalitas darl penyidik dan penuntut smum dalem melaksanakan
tugastys. Apabila daci basil penyelidikan diperoleh dugaan yang kuat
terjadinya tindak pidana, kemudian penyelidikan vang telah dilakukan
akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik
akan mencari dan mengumpuikan bukti-bukti yang akan membuat terang
tindak pidapa vang tegadi dan untuk menentukan siapa yang menjadi
tersangkanya.

Pada penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, penuntut wmum mulai dilibatkan dalam
penyidikan scbagai .pengawas. Penyidik akan berkonsultasi pada
penuntut umum secara berkala, walaupun penvidikan belum selesai,
Disini penuntut woum harus cermat dan telii, karens keberhasilan
penuntutan juga dipengaruhi daxi hasil peayidikan. Apabila dalam berkas
perkara yang diserahkan oleh penyidik disnggap belum lengkap,
penuntut umum pada KPK akan memberikan petunjuk langsnng, maupun
dengan menggunakan e-maidf pada penyidik untuk  melengkapi
kekurangan dalam berkas perkara. Setelah penyidikan dianggap cukup
maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara ferscbut ke penuntut
umum untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya yaitu peaophsan,
Pepuntut umum pada KPK azkan melimpshkan perkara tersebut ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk  dilakukan
penuniuian,
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Pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menentukan
apakah dekwaan penuntut umuam terbukti aiau tidak. Surat dakwaan
mempunyal kedudukan yang sangaf penting di dalam pemeriksaan
perkara tindak pidana korupsi. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan
perkara dalam persidangan. Surat dakwaan akan mencntukan arah
pemeriksaan, dan disinilah ferletak salah satu kekuatan jaksa peruntut
pmum datam KUHAP. Dalam surat dakwaan, syamst formil yang
menyangkut identitas terdakwa dan syarat materiil yakni uraian secara
cermat, jelas dan lengkap mengenal tindak pidana yang didakwakan
harus diuraikan, dengan menyebutkan wakt dan temnpat findak pidana
dilakukan, Di dalam persidangan proses pembuktfian mempunyal peran
yang sangat penting.
Pada tahap ini, penuntot umum dan terdakwa yang diwakili oleh
penasehat hukumnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk
mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apalagi dalam
perkara korupsi, terdakwa sebagian besar adalah pejabat/pegawai, atau
orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sostal ekonorai yang
relatif mapan, sehingga sebagian besar mampu mencari penasehat hukum
untuk mendampingt serta memperuangkan hak atau  kepentingan
terdakwa dalam persidangan.
Pada Komist Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi aturan keria
vang dipergunakan bampir sama dengan aturan kerja yang dipergunakan
oleh Kejaksaan yang disebut Standar Operasional Prosedur (8OP).
Tata cara penyelidikan, penyidikan den penuntulan  yang
ditakukan oleh Kejaksean pada umumnya dapat direngkum sebagai
berikut
a. Hasil penyelidikan dan/atan hasil audit BPK/BPKP ditindaklanjusi
dengan menerbitkan Surat Perintal Penyidikan.

b. Berdasarkan suerat perintah tersebur, fim penyidik melakukan
pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti;

¢. Dari pemeriksaan tersebut, tim penyidik membuat laporan

perkembangan penyidikan yang mengusulkan nama tersanpka;
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d. Selanjtnye dilakukan ekspose dan bhasil ekspose ditetapkan
tersangkanya;

e, Hasil pemeriksaan saksi, saksi ahl, dan tersangka serta penyitaan
batang bukti yang telah dilakukan laln dibuatkan berkas dan
diseralizan ke pennntutan.

1.2, Penyidikan,

Mengenai pengertian penyidikan atau “opsporing” ita menurut
ketentuan pasal angka 2 KUHAP disebutkan scbagai serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cars yang diatur dalam
undang-undang ini unlik mencari serta mengumpulkan bukd yang
dengan bukii itu membuat ferang tenfatg tindak pidana yang tefjadi guna
menemukan tersangkanya. Penyidik meminnt pasal & ayat (1) KUHAP
adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indoensia dan Pejabat pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewerang khusus oleh undang-undang,
sedangkan menvrut UU No. 30 tabun 2002 tentang KPK penyidik adalah
penyidik pada KPK vang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Adapun bagian-bagfan penyidikan yang berkaitan dengan acara
pidana menurut Prof. Dr, Jur. Andi Hamzah, SH, adalah -

I. Ketentuan-ketentuan tentang alat penyidikan.
Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
Pemeriksaan di fempat kejadian.
Pemanpgilan tersangka atan terdakwa
Penahanan sementara.
Penggeledahan.
Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
Penyitaan.

O P N B W

Pengeyampingan perkara.
" .10, Pelimpahan perkara kepada penuntut wmum dan pengembaliannya
kepada penyidik untuk disempumnakan.®!

Dalam melakukan taktik penyelidikan, diperlukan adanya sistem

* Andi Hamush, Pengomtar Hukum Acara Pidema {(Jakans © Pensrbit Galia Indonesia, 1984),
i, 122,
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yang bersifat baku dan konsisten. Walaupun modus operandi kejahatan
lebih variatif dan canggih, tetapi menurut pandangan para doktrina ilmu
hukum pidna dalam melakukan penyidikan perkara secara unniversal
dikenal adanya sistem “7-kah”, yaitu :

a. Apakah yang terjadi 7 (persoalan macam peristiwa).

b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan? (tmpatnya).

¢. Kapankah perbuatan itu dilakukan? (waktunya).

d. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ? (alatnya).

Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan ? (caranya).

Mengapakah perbuatan itu dilakukan ? (motifnya).

g. Siapakah yang melakukannya ? (pelakunya)

Pada bagian taktik penyidikan (opsporingstactiek) atau bagian
hukum pidena, pada umumnya keterangan saksi, alat bukti lain,
keterangan terdakwa memegang peranan penting schingga diperlukan
adanya cara dan taktik agar para saksi mau dan dapat memberi
keterangan yang benar dan jujur sehingga kesaksian tersebut merupakan
salah san bukti menentukan di persidangan.

Sedangkan mengenai tehnik penyidikan pada dasamya suatu

o

=

pengetahuan tentang alat dan sarana-sarana teknis dan bekas-bekas
materiel dengan bantuan ilmu pengetahuan lainnya schingga dengan
mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dari bagian taktik dan teknik penyidikan ini pada dasarnya
bermanfaat dalam melakukan suatu penyidikan pelaku tindak pidana
korupsi. Sebagaimana diketahui bahwasanya modus operandi, subjek
pelaku dari tindak pidana korupsi ini lazimnya dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai pengetahuan dan jabatan tertentu dan hal ini
menurut pandangan doktrina dinamakan dengan kejahatan kerah putih
(white collar crime).

Pada prakteknya dalam menyidik pelaku tindak pidana korupsi
selain dipergunakan taktik dan teknik penyidikan pada umumnya seperti
diuraikan di atas, diperlukan juga pengetahuan, modus operandi yang
variatif serta kejelian, ketepatan dan kecepatan untuk mengungkapkan
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alat-alat bukti lain vang dapat berupa surat-surat, baik asli maupun fiktif,
neraca dan jurnat-jumal pembukuan dan lain-lain yang dapat meragikan
keuangan negara atan perckonomian negara secara melawan hulum
sebagaimana clemen ferpenting dari tindak pidana korupsi. Jadi,
kopkretnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak
terlepas dengan sarana taktik dan teknik penyidikan pada vimumaya.

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah penontutan.
Penuntiian adalah tindakan penuntut smam vutuk melimpahkan perkara
ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan mepurut cara yang
distur dalam Hukum Acara pidana dengan permintaan supays diperiksa
dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. {pasal 1 angka 7 KUHAP).
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh sondang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,
Sedangkan peouniut menurut UL No. 30 tahun 2002 adalah penuntut
umum KPK vang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Kewenangan dari KPK mengenai penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terletak di pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang
meniadi titik sentral dari pelaksanaan kewenangan KPK tersebut.

Pasal 11 Undang-Undaong No. 30 tshun 2002 tentang Pemberantasan
Korupsi menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam melaksanokan tugas sebagaimena dimaksud dolom Posal 6
khuryf ¢ Komisi Pemberantasarn Korupsi, berwenang melakukan
penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
yang:

a. Melibatkan aqparat penegak hukwm, penvelenggara
negara dan orang lain yang ada kaitarnya dengan tindak pidana
korupsi yang dilekukan oleh aparat pencgak hukum  aiau

penyelenggara Negara,
b. Terhadap kasus yang meresahkan masyarakat; dan atau

¢, Kasus Korupsi diatas Rp. 1.600.000.000.- (1 milyar rupiak} keatas.

Pasal ini dapat disebut pasal yang merupzkan "job description”

dari KPK. Apabila diperhatikan maka tugss yang dimaksud dad Pasal 11

adalah kewenanpan KPK. dalam mwlakukan penyelidikan, penyidikan

dan permntutan terhadap tindak pidana korupsi ( pasal 6 huruf ¢} yang
merupakan kewenangan pokok dari KPK,
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Keiaksaan juge memiliki kewenangan yang dimilki oleh KPK
yaitu sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut dalam Tindak Pidana
Khusus, dalam hal ini termasuk korupsi,

Pasal 284 KUHAP menyatakan sebagal berikut :

Dalam waktu duz tahun setelsh vndasg-usdang ini diundangkan maka
terhadap semua perkera diberlakukan ketentuan wmndeng-undang ini
dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khuses acera
pidana sebagaimana tersebut pada undapg-undang tertentn, sampai ada
perubahan dan atau dinystakan tidak berlaku lagi.

Hal ini diperjelas dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) ketentvan b
KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan kefentuan kinisus acara pidana sebagaimana
tersebut pada undong-undang tertentu ialah ketemtuan khusus acara
pidona sebagalmana tersebut yaitu antara lain:

i Undang-Undang temtang Pengusuten, Pemmtuten dem Peradilan

tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nornor 7 tahur 1355}
2. Undang-Undang teniuny Pemberontosan Tindak Pidana Korapsi
{Undang-Undang Nomor 3 tabun 197117

Dalam hal ini dipertegas dalam Undangaundang No.16 tahun
2004 fentang Kejaksaan Pasal 30 (hurof d) vang menyatakan sebagal
berikut :

“ (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenong

sebagai berikut

d. melakukan penyidikan ierhadap tindak pidawa  terientu

berdasarkan undang-undang;

Maka akan sangat dikhawatirkan ketika timbul kerancuan
kewepangan antara Kejaksaan dan KPK dimasa datang akan terjadi
persaingan, Kejaksaan akan mepganggap KPK sebagai kompetitor dan
begitu juga sebaliknya KPK mengangeap Kejaksazn sebagal kompetitor,
nisalnya dalam  penyelidikan, penyidikan dan pemumtutan. Bahkaa
apabila kewenangan dan koordinasi ini tidak dikelola hati-hati maka akan
timbul kelak masalah klasik antara polisi dan jeksa. Dimana pada suaiu
kasus polisi menangkap anggofs kejaksaan yang diduge terlibat
kejahatan, kejaksaan menangkep anggota kepolisan yang diduge hal yang
sama, padahal masalah yang sebenarnya adalah adanya "esprit de corps®,
dan ego masing-masing instansi untuk mennnjukkan kewenangan intansi
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manakeh yang paling dominan satu dengan yang lainnya.

Untuk menghindari hal seperti itu maka di dalam Penjelasan UU
No. 30 tabun 2002 telah digarisbesarkan anfama lain bahwa Komisi
Pemberuntasan Korupsi:

1. Dapat menyusun jaringan kegja {(networking) yang kuat dan
memperlabukan institisi yaog telah ada sebagsi “counterpariner”
yang kondusif sehingga pemberantassn korupsi dapat dilaksanakan
secara efisien dan efektif;

2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan;

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang ielah ada
dalam pemberantasan korupsi (frigger mechanism);

4. Berfungsi unfuk melalcukan supervisi dan ruemantau institusi vang
telah ada, dan dalam keadasn tertentn dapat mengambil alth tugas dan
weswvenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan {superbody) yang
sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atan kejaksaan,

Dengan demikian dapatiah disimpulican kewenangan KPK dalam
pasal 11 avat a UU Neo. 30 tshun 2002 hanyalsh mempertegas
kewemangan yang juga dimiliki oleh Kejaksean dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, hanya
saja lebih dispesifikasi "fob description” nya bahwa KPK memiliki
kewenangan melskukan penvelidikan, penyidikan dan penuntutan
terhadap aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara negara yang
diduga melakuokan tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan pelaksasaan togss dan wewenangnys yaitu
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka KPK dapat
melakukan terobosan keluar seperti yang telah diatur dalam KUHAPR, Hal
ini sesual dengan azas “lex speciolis derogat lex generafis” dalam
Hukum Acasa Pidana, dimana UU yang khusus mengesampingkan UU
yang wmum., Misalnya dalam melakukan penyidikan sesuai dengan pasal
47 UU No. 30 tahun 2002, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa
memeriukan ijin terlebih dabulu dari Pengadilan Negeri setempat,
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dimana hal ini bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Perbedaan selanjutnya dalam hal penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan yang dilakukan KPK dibanding dengan instansi kejaksaan

yaitu :

1.

Adanya “prosedur khusus™ pasal 46 ayat (1) UU No. 30 tahun 2002.
KPK dapat melakukan prosedur khusus sesuai dengan bunyi
Penjelasan pasal 46 ayat (1) UU No. 30 tahun 2602, yaitu prosedur
khusus untuk tidak melakukan kewajiban memperoleh ijin bagi
tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan
pemeriksaan. Menurut narasumber di kejaksaan prosedur khusus ini
seharusnya juga dimiliki oleh kejaksaan karena selama ini hambatan
yang selalu terjadi dalam penanganan perkara korupsi selalu
terbentur dengan permasalahan ijin dari atasan yang diperiksa.
Keluarnya ijin disini kadang memerlukan waktu yang cukup lama
dalam prosesnya sehingga menghambat proses pemeriksaan terhadap
pejabat yang diperiksa. Menurut nara sumber kami di kejaksaan
keluarnya surat ijin pemeriksaan ini bahkan kadang sampai
memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan
program percepatan penanganan perkara korupsi yang didengungkan
Pemerintah.

Berikut beberapa rekap data untuk ijin pemeriksaan’>

a. Tabel3.1. : Rekap data para pejabat yang beluom mendapat ijin
pemeriksaan dari Presiden RI sebagai tersangka alan saksi
periode tahun 2005-2008.

a2

Data dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung

RI, Jakarta.
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Ne Jabafan FTersangka | Saksi Jumlah
1 Anggata 1 4 5
MPR/DPR
2 Gubernur/Wakil 2 4 6
(xubernur
3 Bupati/Wakil 19 23 42
Bupati
4 Walikota/Wakil 6 6 12
Walikota
Jumigh 28 a7 65

b. Tabel3.2. : Rekap datz pars pajabat yang sudah mendapat ijin pemsriksaan
dari Presiden Rl sebagpai tersangka atay saksi periode tahwn

200352008
No Jabatan Tersangks | Saksi | Jomiah
i Gubermu/Wakil & 1 7
Ciubernuor
2 Bupati/Walkil & 13 19
Bupati
3 Walikota/Wakil 2 3 5
Walikota
Jumiah 14 17 31

£. Tabel3.3, : Rekap dala apggota DPRD Tk [ yvang dimintakan pemeriksman
xepada Mendagri sebagai lersangka atay saksi periode tahum

2005-2008.
No | Jabatsn { Tersanpka/surat | Saksifsuvat | Jmi Kat.
permohonan permohinnsi
ijin ijin
pemeriksasan pemeriisasn
1 BPRO | 28 46 46 Sudah
mendapat
kar ijin
2 DPRIDA 3 8 b Belum
mendapat
kan iiin
Jmnlh 23 3z 35
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Untuk mengantisipasi belum keluamya sumat jjin pemeriksaan ini

maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2009

tentang Petunjuk Jjin Penyidikan Terhadap Kepala Dacral/Wakil

Kepala Daerah dan anggota DPRD tanggal 30 April 2009,

Mahkamah Agung memben petunjuk :

1) Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah bunyi pasal tersebut harus ditafsitkan dan perlu
diperhatikan adalah ada/tidaknya permintaan persetujusn yang
dilakukan oleh penyidik, jika sudah ada surat permintaan dan
telah lewat waktu 60 hari, maka ijin persetujan penyelidikan
atau penyidikan dari Presiden menjadi tidak relevan lagl.

2} Pasal 106 UU No. 22/2003 tentang Undang-undang Susunan
dan Kedudukan Penafsiran pasal 106 ayat {4) Mahkamah
Agung berpendapat terhadap anggota MPR/DER, DPD, DPRD
Provinsi  dan  DPRDKabupaten/Walikota  yang  diduga
melakukan tindak pidana korupsi ferorisme dan tindak pidana
lain {selain korupsi dan terorisme), terlangkap tangan makas
penvidikan maka penyidikan tidak perlu  meminta
iin/persetujuan tertuls.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini maka segala permasalahan

yang menjadi kendala bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan

dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara
telah diakomodir.

Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan
{SP3},

Dalam hal pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan
Penuntutan (8P3), Pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002
menyatakan dengan jelas bahwa : KPK tidak berwenany
mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan pennntutan
dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengen instansi
kejaksaan yang berwenang mengeluarkan SP3.
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Mengenai penghentian penyidikan, Ul No.8 tahun 1981 Pasal 140
(2) dengan jelas menyatakan bahwa:

a.

Dalam hal penuntut wmum mermntaskan untuk menghentikan
penuntutan karepa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebit bukan meropakan tindak pidana atau perkara ditstup
demi hukum penuntut wnum menuangkan hal tersebut dalam
Surat Ketetapan,

1si surat ketetapan tersebut diberitahukar kepada tersangka dan
bila ig ditahan, wajib segera dibebaskan

Turopan Swrat ketetapan itu wajib disampaikan kepada si
tersangka dan keluarga atau penasibat huken, pejabat mamah
tahianan Negary, penyidik dan hakim.

Apabifa kemudian ternyata ada alasan baru, penustut umum
dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Dalam bab ini surat ketetapan ipilah vang disebut Surat Perintah
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. {SP33.

Dalam SEX ini ada beberapa alasan dilakukan/dikeluarkan SP3 oleh
penyidik yaitu ;

2.1.Perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang

cukyp, schingpa jika perkaranya digjukan ke pemeriksaan
sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibsbaskan-
hakim, atas kesafshan yang didakwakan tdak terbukti, Unuik
menghindari  keputusan pembebasan vang demikisn lebih
bijaksana penuntut woum menghentikan penuntutan.

2.2.Apa yang ditudubkan kepada terdakwa bulcan merupakan tindak

pidana kejahatan atau pelanggaran.

Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil
pemeriksaan penyidikan. dan berkssimpulan bahwa apa yang
disangkakan peayidik terhadap terdakwa bukan merupakan
tindak pidana kejahatan atau pelanggaran peruntut umuom lebih
baik menghentikan penuntutan sebab bagaimanapun dakwaan
yang bukan moerupakan findak. pidana kejghatan atau
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2.3,

85

pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan pada

dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan

hukum.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum

atau sef aside.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum

ialah tindak pidana vang terdakwanya oleh hukum sendiri telah

dibebaskan dari tunaitan atau dakwaaan perkara it sendird telah

ditutup  oleh hukum harus  dimtup  atsu  dibentikan

pemeriksaannya pada semua fingkat pemerikszan. Alasan

hokum yang menyebabkan auaty perkara ditntup demi hokom

bisa didasarkan antara lain

2.3.1. Karena tersangka / terdakwa meninggal dunia.
Hal int sesuai dengan agas hukum yang dianut bahwa
suatu  perbuatan  tindak  pidana  hanya  dapat
dipertanggungiawabkan kepada orang yang melakukan
sendiri tindak pidans tersebut. Hal Ini sesuai dengan
pasal 77 KUHP yang menyvatakan pertanggungiawaban
tidak dapat dipiindahkan.

2.3.2. Karena alasan nebiy in idem,
Alasan ini menegaskan tidak boleh menunivi dan
menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak
pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu
kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak
pidana vang samag.
Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa hal ini
hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang bersifat
subject ataupun perscorangan dan tindak pidana umum
saja, apabila telah menyangknt kejshatan terorganisir
(orgunized crime) seperti narkotika, terorisme, pencucian
uang {(mowney lhuenlering) termasuk korupsi, mmka
perianggungiawaban  ini  dapat dilakukan dengan
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tanggung fawab korporasi dimana bukan hanya yang
melakukan tindak pidana saja yang bertanggungiawab,
akan tetapi juga kelompoknya termasuk otak perencana
kejabatan vang membiayal dari scbuab jaringan yang
terlibat kejahatan tersebut dapet dituntut dengan tuntufan
pidana,

Karena alasan kadaluarsa,

Terhadap perkara yang hendak ditunmit oleh penuntut
umum, {emyata telab kadaluwarsa sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 78-80 KUHP.

Alasan pendeponiran perkara karena asas opportunitas.
Perkara si tersangka memang cukup alasan dan bukti
untuk digjukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan
dari fakta vang ada, kemungkioan besar terdakwa dapat
difatuhi hukuman. Akan tetapi perkara vang cukup fakia
dan  bukti ini, “sengaja dikesampingkan untuk
dilimpahkan ke pengadilan olch penuntut umum atas
alasan : "demi kepentingsn umum" menundt pasal 35
huraf ¢ U No.16 zhun 2004 yang dimaksud dengan
kepentingan umum adalah "kepentingan bangsa dan
negara dan atau kepentingan masyarakat loas". Dalam
pengenyampingan perkara, hukum dan  penegakan
hukum dikorbankan demi kepentingan woum,

Terhadap keseluruban alasan ini, KPK tetap fidak dapat melakukan
penghentian penyidikan dan penuntutannya terhadap perkara yang
ditanganinya sampai perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

Maka timbul pertanyaan, apaksh seluruh kasus yang sekarang
sedang ditangani oleh KPK baik yang sedang dalam penvelidikan,
penyidikan harus dilanjutkan penyidikan dan penuntutannya 7

Setiap perkara yang ditangani cleh KPK selalu bermuara pada
pengadilan  yaitu  Pepgadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
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{Tipikor) karena KPK selain tidak berwenang mengeluarkan SP3
juga terkait dengan prinsip kehati-hatian bagi KPK ketika hendak
melakukan kewenangan pengambilalihan perkara  maupun
kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara.
Disini penyelidik di KPK benar-benar harus menggali setiap dugaan
perkara korupsi sebelum ditingkatkan ke tabap penyidikan, hal ini
dimaksudkan apabila memang tidak cukup adanya alat bukti maka
KPK. dapat menghentikan penyelidikan tersebut tanpa perlu adanya
3P3.

Sedangkan di instansi kejaksaan setiap perkare yang diperiksa dan
disidik oleh penvidik kejaksaan tidak selalu bermuara ke pengadilan.
Bisa saja dihentikan penyidikan dan penuntutannya karena memang
telah diatur dalam uwndang-undang yaitu pasal 35 huraf ¢ UL No. 16
tahiun 2004 jo pasal 140 ayat (2} UU No. 8 tahun 1981, berdasarkan T
alasan-alasan yang disebutkan di atas. Meskipun demikian alasan
pengeluaran SP3 ini dapat dibuka kembali oleh penyidik apabila di
kemudian bari terdapat/difemukan alasan baru (pasal 140 avat (2)
huruf d UL Ne. § tabun 1981 tentang KUHAP).

Perbedaan  kewenangan dalam mengeluarkan  Swurat Perintab
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan {SP3) inilab  yang
menyebabkan terjadinya perbedaan dalam jumlah perkars vang
dihentikan penvidikan dan penunfitannya antara instansi kejaksaan
dan KPK pada setiap perkara yang masuk dan ditangani oleh

masing-rasing instansi tersebut,

Akan tetapi publik dapat menilai dari kinerja KPK, apakah telah
sungguh-sungguh melakukan tugas dan kewenangannya atau tidak.
Dalam hal imi dapat juga timbul permasalahan: bagaimana terhadap
kasus-kasus vang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikannya
sast ini oleh KPK? Apakah harus sepera digjukan ke pengadilan
meskipun aduan tersebut hanya fitnah belaka?

Dalam hal ini sesval dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 tahun

* Yahya Harahap, Pembohasan Permuslohon dalam Penerapan KUHAP : Penyidikan dan
Pemuntutan (Izkarta : Sinar Grafika, Bdisi kedua, Cetskan ke-5, 20030, him. 456437,
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2002 yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada

a Kepastian hukem

b. Keterbukaan

¢. Akunisbilitas

d. Kepentingan umurm; dan

e. Proporsionalitas

Dalam hal ini selein melakukan prinsip-prinsip Tata Kelola yang
Baik {Good Govemance) yaitu Prinsip kehati-hatian, KPK juga
harus melaksanakan ke-5 asas vang dinyaisken dalam pasal 3
tersebut.,  Apabila kasus-kasus tcrsebut masith delam  zhap
penyelidikan maka KPK harus sungguh-sungpuh mencari bukti yang
kuat untuk bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Apabila ternyata
itu hanya fitngh dan tidak benar, maka KPK harus melaporkan
dengan terbuka kepada publik dengan menyatakan bshwa kasus ini
tidak mempunyai bukti yang kust untuk dilarjutkan ketahap
penyidikan begitu seterusnya sehingga nama baik yang dicemarkan
dapat dirchabilitasi kembali. Begitu jupa sebaliknya apabila perkara
tersebut  benar dan  bukti vang kuost, maka KPK  harus
melanjutkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal

47)

Pasal 47 TIU Ne. 30 tabun 2002 menyatakan:

1} Atas dugaan yang kuat adanya bukf pemulasn vang cukup
penyidik  dapat melakuken penyitaan tanpa izin Ketua
Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

2) Ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku yang
mengatur mengenai tinddkan penyitaan  tidak  berlaku
berdasarkan undang-undang ind.

Dari ketentuan ind. timbul pertanyaan apakah : apakah ketentvan

penyitaan ini dapat dilakukan oleh KPK?
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Apabils  diperhatikan  sepintas. maka mumgkin  tidak  ada
permasalzhan dalam masalah ini apalagi dinyatakan dalam ayat 2
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku dalam
hal penyitzan dinyatakan batal demi bukum. Akan tetapi kalau
diperhatikan lebih seksama, maka akan fimbul pertanyaan tersebut di
atas. Hal ini dikarenakan dalam proses penyitaan, maka sebelum
adanya penyitaan biasanya akan dilakukan upaya penggeledahan
oleh pihak Penyidik KPK untuk menemukan bukti-bukti lebih lanjut
dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si tersangka.

Dalam hal penggeledahan KUMHAP mengatur pasal 125 sid 127,
Pada sefiap tindakan penggeledahan, penyidik “wajib” memerivkan
izin, bantuan dan pengawasan dari Ketua Pengadilen Megeri. Dalam
prakieknyza, bantuan it berups keharusan, apabila dikaitkan depgan
jaminan “hak asssi" dan untuk membatasi penggeladshan yang
kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini apabila penyidik KPK hendak melakukan pemeriksaan
penggeledahan dan hendak mencari bukii-bukti didalam rumnah
sebelum menyita nunah tersebut, maka KPK fidak dapat langsung
menyita rumah tersebut lalau menggeledahnva, karens itu akan
melanggar ketentnan KUHAP, dan kewenangan pasal 47 ini tidak
dapat dilakuken oleh XPK karena terbentur dengan ketentuan pasal
125 s/d 127 KUHAP,

Solusi yang dapat diberikan adalsh bahwa KPK melakukan
koordinasi dan bertindak Supervisi dengan melakukan pengawasan
terhadap perkara tersebut dan menyerahkan kepada Kepolisan dan
Kecjaksaan untuk sementara melakukan penyidikan tersebut, dan
apabila KPK mengangggp penting kasus tersebut maka KPK dapat
berkoordinasi dengan insitusi Kepolisian dan Kejaksaan untuk
melakukan pengambilalihen perkars terhadap kasus tersebut.

1.2.1. Penangkapan

Para penyidik KPK memiliki kekuassan untuk melekukan
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penangkapan tanpa Surat penangkapan bils orang tersebut
tertangkap basah dalam melekukan tindakan korupsi. Dalam situasi
lain surat penangkapan harus disampatkan kepada orang yang kuat
diduga telsh melakukan pelanggaran berdasarkan bukti yang ada.
Salinan surat penangkapan harus segera diberikan kepada keluarga
dari orang yang ditangkap lersebut setelab pepangkapan
dilaksanakan,

Tersangka yang ditangkap oleh penyidik KPK, baik'dengan
maupun fanpa surat penangkapan, dapat ditahan paling fama 24
jam.

Cara penanganan Penangkapan diatur daiam Pasal 18 KUHAP
yang menentukan:

Pelakzanasn penangkapan dilakukan petugas kepolisan Negara
Republik Indonesia dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana
yang boleh melakukan penangkapan kecvali dalam kedudukannya
sebagai Penyidik berdasarkan pasal 284 ayat (2). Satpam atau
Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecusll dalam
hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tanpan "setiap orang
berhak" melakukan pepangkapan dan bagi orang yang mempunyai
wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan
wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111
KUHAP).

Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus
membawa "surat tugss penangkapan”. Bagaimana jika surat tugas
tidak ada? Kalau tidak ada, tersangka boleh menolak untuk
mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan
syarat formal yang bersifat "imperative™. Juga agar jangan terjadi
penangkapan  vang dilakukan oleh  oknum  yang  tidak
bertanggungjawab.

Batas wektu penangkapan menurat KEHAP herdasarkan ketentuan
Pagal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktn penangkapan, tidak
boleh lebih dari “satu” hari. Lewst dari satu hari, berarti telah
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terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan
dianggap "tidak sah". Konsekuensinya, tersangka harus
"dibebaskan demi hukum”. Atan jika batas waktu itn dilanggar
tersangka ataupun penasihat hukumnya atau keluarganya dapat
meminta pemerikssan kepada Pra Peradilan tentang sah atau
tidaknya penangkapan dan sekaligus menuntut ganti rugi.

Penahanan

Para penyidik BPK memiliki kekuasean untuk menahan orang yang
ditangkap bingga 20 hari, dimana orang tersebut diduga kuat telah
melakukan tindak pelanggaran berdasarkan bukfi yvang ada, dap
situssinya menimbulkan keyakinan bahwa orang tersebut akan
melarikan din, merusak atau menghilangkan bukil fisik dan atau
mengulangi  tindak  pelanggaren., Surat  penshanan akan
disampaikan kepada tersangka {(atau datam keadaan fertentu kepada
tertuduly), yvang menerangkan identitas tersangka (atau tertuduh}
dan menyatakan aziasan untuk penshanannys dan secara singkat
menjelaskan kasus kriminal yang disangkakan (ditudubkan) serta
tempat penzhanan orang terscbut. Salinan dari surat penahanan
diberiken kepada keluarga orang yang dimaksud.

Bila penyidik memerlukan waktu lebih lama dalam keadaan seperti
diuraikan di atas, dia dapat mengajukannya kepada penuntut umum
untuk memperpanjang waktu penahanan sampai dengan 40 hari
lagi. Setelah 60 hari masa penahanan, fersangka (atau tertuduh)
harus dilgpaskan,

Jika beralasan, surat permohonan kepada Kepala Pengadilan Negeri
dapat disampaikan uniuk meminta perpanjangan 2 X 30 har
dimana pada akhir jangka waktu tersebut, fersangka {atau tertudah)
harus dibebaskan,

Bilamana alasan-alasan penahanan atau perpanjangannya tidak lagi
berlaku atav penyidikan selesai dan tidak diperkukan tindakan
lanjut terhadap orang yang ditahan sebelum jangka waktu 20 atau
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60 ataur 120 hari berakhir, orang vang ditaban itu harus dibebaskan.
Berdasarkan uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa
kewenangan yang dimilki KPK merupskan kewenangan vang biasa
dikarenakan institusi kejaksaan fuga memilikinya. Bahkan ada
kewenangannya yang khusus diberikan undang-undang untuk ity,
hanya saja mungkin fugas dari KPK yang dapat dikatakan lear
biasa. Tugas KPK terutama vang dinyatakan dalam pasal 6 LU No.
30 tahun 2002 yaitu koordinator deagan instansi yvang berwenang,
supervisi, penyelidikan, penyidikan den penuntutan serta
mogiforing. Dalam masalah peoaagkapan wewenang yang
diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber
atas wewenang vang diberikan Undang-undang tersebut, penyidik
berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seoserang, asal hak it
masith  berpijak  pada landasan  hukum. Mengenali  alasan
penangkapzn Pasal 17 KUHAP menyatakan
{a) sescorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana
(b) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulean yang
cukup.
Yang dimaksud buki permulaan yang cukup menurut Penjelasan
pasal 17 ialah bukti permulaan "entuk mendugs® adanya tindak
pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Selanjutnya peajelasan
Pasal 17 menyatakan : "Pasal ini menunjukkan behwa perintsh
penangkapan tidak dapat dilakukan dengan ¥sewenang-wenang
tetapi ditunjulkkan kepada mereka yang betul-betul melakukan
tindak pidana®,
Pengertian "bukti permulaan vang coukup" dari pendekatan teord
dan prakiek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian
permulaan bukti yang cukup dicoba dikaitkan dengan bunyl' pasal
17 mapun pengertian yang dibubungkan dengasketentuan Pasal 1
butir 14, hanyz berupa ulangan dard penjelasan pasal 17. Petugag
Penyidik KPK diberdayakan untuk melakukan penangkapan dan
menahan para fersangka. Prosedur ini divraikan dalam KUHAP

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Ul, 20(8{25‘1&!’5]135 Indonasia



103

yang mana ketetapan berikut telah dikembangkan.

Tindakan penangkapan baru dapat diakukan oleh Penyidik KPK
apabila seseorang itn “diduga keras” melakukan tindak pidana dan
dugazn itu didukong oleh permulaan bukti yang cukup, Mengenal
apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat
undang-undang imenyerahkan sepenubinya kepada penyidik KPK.
Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa
menimbulkan “kekurangpastian” dalam prekiek hukum sera
sekaligus membawa kesulitan bagi Pra Peradilan untuk menilai
tentang ada atzu tidek permulean bukii " yang cukup.

Munculnya KPK merupakan wujud secara sadar bahwa proses
berdasarkan hukwm (KUHAP) kita telah disimpangi (telah menyatukan
penyidikan dan penunmtan dalawm satu tangan). Bisa dikatakan adanya KPK
merupakan lompatan yang cokup jauh dan perubshan yang mendasar, karena
KPK merupakan penggabungan dari wewenang polisi dan jaksa dalam satu
instansi,

Yang dipermasalabkan sekarang adalah jangan sampai  terjadi
duplikasi peuanganan tindak pidana korupsi. Penulis berpendapat bahwa
dupbkasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi ito perlu umtuk
memberikan kelelnasaan kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Tapi
yang harus dibindarkan adalah duplikasi pepanganan. Uniuk ity perlu diatur
hukum acara/sistemnya.

Sehubungan untuk menghindari duplikasi penanganan perkara ini
Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah, SH. menyatakan sebaiknya apabila penanganan
korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pembermntasan Tindak Pidana Korupsi
dilakukan bila kerugian negara di atas Rp. 10 milyar, sedangkan bila kerugian
negara dibawsh Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. | milyar maka
penanganannya berada dalam kewepangan kejaksaan sedangkas untuk
minimal kerugian negara di bawah Xp 1 milyar berada dalam kewenangan
kepolisian. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi duplikasi penanganan
kasus korupsi vaog terjadi.

Jalan keluar apar tidak terjadi duplikasi penanganan perkara tindak
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pidana korupsi adalah dengan cara setiap penyidik dari KPK dan Kejaksaan
dalam melakukan penyidikan membuat Surat Pemberitahusn Dimulainya
Penyidikan {SPDP) kepada Penuntut Umum sesuai dengen Hukum Acara
Pidana, karena SPDP juga menmpakan salah satu gyarat sahnya penyidikan,
setelah itu baru ia dianggap berwenang melakukan penyidikan,

Tujuan penyampaian SFDP kepada Penuntot Umnum ;

1.

Penuntut Umumm memberitahukan kepada peayidik lain yang sakan
menangani kasus yang sama, agar tidak tegadi duplikasi penangansn.
Supaya ada kontrol dari masyerekai terhadap penyidikan mengenai
sejauh mana hasil penyidikan, membuat taporan kepada penuntut umum
sudah sejauht mana penyidikan, akuntabilitas publik terhadap penyidikan
dapat terbuka. Jadi yang mengontrol disind adalah sistem itu sendiri.
Manfaat SPDP (Ketemtuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP), adalah
pemberitahuan dini kepads penuntut wraum dan membuks peluang
kepada penyidik untuk meregnfaatkan petunjok dari pepuntut umum
vang ditanjuk, sehingpa diharapkan penerapan pasal pershuran
perundang-undanpan yang aken disangkakan lebih forarah, kekeliruan
pencrapan aturan hukum dapat dihindari dan dapat mempercepat proses
penyidikan. Di lain pihak bagi penuntut umum sendidd secara dini tefah
dapat mempersiapkan keteninan undang-undang mengenal pasal-pasal
vang akan didakwakan di persidangan.

Tujuan penyampaian tembusen SPDP kepada penyidik lainnya adalah
untok memberitahn kepada penyidik lzin yang akan melakukan
penyidikan terbadap kasus yang sama, agar tidek terjadi duplikasi
penanganan.

1.3, Penontutan

Penuniutan yang dilakokan KPK dan Kejsksaan pada dasamya
mempunyai prinsip yang sama yaito mengacu kepada Undang-undang
No. 8 tahun 198! tentang KUTHAP. Tugas penuntut disini serupa dimulai
dari tahap acara pemeriksaan di sidang pengadilan sampai kepada tahap
melaksanakan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Ul, 200@1_&“?3{,3%m donssia



105

tetap,

Dalam uvpaya lebih memacu kinerja kejaksaan berkaitan dengan

penuntutan  dalam pemberantasan korupsi, Jzksa Agung telah

mengeluarkan Surat Edaran No. : SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26

Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara

Tindak Pidana Korupsi Se-Indonesia, yang pada pokoknys

menginstruksikan ;

1. Semua penyidikan perkara korupsi yang masih ada di seluruh kejat
dan Kejari agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

2. Untuk perkara koropsi yang penfinp/menarik pechatien masyarakat
(menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekutif stau  tokoh
masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya.

3. Terhadap seseorang yang dijadikan tersangka atan terdakwa dalam
perkara tindak pidena korupsi, sesegera mungkin  dilakukan
pencekalan, apar Hdak dapat melarikan diri ke fuer negeri;

4, Uniuk memberikan efek jera (deferrent effect) dan daya tangkal
{prevency effecs) telah diinstruksikan kepada Kejatl dan Kejari agar
tidak ragu-ragu mepuntut dengan ancamnan hukuman yang tinggi
kepada pelakn korupsi bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut
hukuman mati.

Dan Surat Edaran Jaksa Agung inl nampak sekali bahwa fungsi Kornisi

Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism bagi lembaga

kejaksaan dalam pepegakan hukum tindak pidana koropsi telah bechasil.

Hal ini terlihat dari tabel berikut ini **

¥ Rejaksaen Agung RY, Profif Tindak Pidana Khusus Kejoksaan Agung RI (Jakarta - Kejoksaan
Agung Ri, tangaal 13 Januari 2668), Wi, 25,

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Ul, ZOO%NiVGT‘SimS indonesia



Tabel 3.4, : Tahap penuntmtan/dilimpahicn ke pengadilan.

Tahoe Penyidikan Penuntutan Prosentase (%)
KPK | Kejaksgan | KPK | Kejaksasn | KPK Rejaksasn

2604 2 523 2 460 332 7451
2605 iz 546 17 42 3,28 72,65
2006 26 588 23 315 2,32 63,04
2087 23 £38 27 312 3,685 69,28
2008 a7 850 38 840 263 81,69

Jumiah 110 3.143 107 2878 270 72,53

Sedangkan kevangan negara yang berhasil disclamatkan oleh Kefaksaan
RI dari fahun 2004 s/d 2008 berdjumliah Rp. 4.927.277.318.110,39 dan
US § 18,000,000~ sedangkan KPK pada periode yang sama telah
menyelamatkao uang negara sejumiah Rp. 476.456.872.901 -

Dengan berbagal kebifakan Kejaksaan tersebut perkara-perkara tindak
pidana korupsi yang digulirkan ke Pengadilan memang meningkat tajam.
Meskipun demikian, sampaknya upaya tersebut masih belum juga
mampu menekan laju peningkstan kasus-kasus korupsi, selain itu masih
saja ada tersangka atau terdakwa tindak pidaea korupsi vang berhasil
melarikan diri ke luar pegert.

1.4. Pengadilan

Salah satu indikator bahwa korupsi telah merajalela dalam suatu negara
adalah sistern pengadilan yang tiak berjalan. Karena ite, kedaulatan
hukum mutlak diperlukan. Di berbagai negara, survey, mepunjukan
bahwa masyarakat menilai peradilan sangat korup. Di Ukraina, misalnya,
tajult puluh persen dari semua putusan pengadilan tidak dilaksanakan.”

Setiap negara memiliki prosedur-prosedur tersendiri  dalam hal
mengangkat hakim. Bahkan di negara Amerika Berikat, di beberapa

% Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional (Confronting
Corruption : The Element of National Inisgrity System), dmemahkan cleh Masri Maris
(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), kim. 123,
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negara baglannya hakim dipilih melalui pemilihan vmum,*

Tugas hakim adalah menafsirkan hukum dan prinsip-pringip dasar dan
asumsi-asumsi vang melandast hukum bersangkutan. Karena itu hakim
harus indpenden, fetapl fidak berarfi 1a dapat bertindak sewenang-
wenang. Hak mendapat pemeriksaan yang adil dalam pemgadilan
termasuk hak asasi manusia, Begitu juga dengan hakim-hakim yang
diangkat pada pengadilan Tindak Pidana Korpsi.

Hakim-hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi
tindak pidana pidana korupsi dan Mahkamah Apgung terdiri atas hakim
karier, Ketua Mahkamah Agung sedangkan hakim ad hoc diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua
Mahkamah Agung, Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara tindak
pidana korupsi dilakukan oleh Majelis hakim berjumlah 5 (Hma) orang
vang terdiri 2 (dva) orang hakim pada pengadilan negent yang
bersangkutan dan 3 (liga) orang hakim ad hoc.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan
tindak pidana korupsi dalam wektu 90 hari kerja, sejak perkara
dilimpahkan ke pengadilan findak pidana korupsi dimochonkan banding
ke penpadilan tingpi, perkara tersebut dperiksa dan diputus dalam jangka
wakiu paling lama 60 hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas perkara
diterima oleh pengadilan tinggl, sedangkan dalam hal putusan pengadilan
tinggi tindak pidana korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah
Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka wakta 90
hari kera.

Dari penjelasan tersebut di atas maka ketentuan tentang hukum acara
dalam penanganan tindak pidana kompsi dapat dilihat pada ketentuan Pasal
26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (hampir pardant redaksional
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Prp Tahun (960
Pasal 3 UndangUndang No.3 Tahun 1971} disebutkan bahwa:

"Penyidikan, penuntutan, don pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilokukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku, kecuali ditentukan Iain dalam undang-undang ini™

* [bid., him. 29,
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Pari konteks katentuan Pasal 26 Undang-Undang No, 31 Tahun
1999 sebagaimana tersebut di atas dapat dikonklusikan bahwa Hukum
Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan
serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalab Hukum Acara Pidana
vang berlaku pada saat itu (Hukum Positif / fus Constitutum) kecuali
jika undang-undang menentukan lain, Apabila dengan bertitik tolak dari
visi, perumusan dan pengesaban cksistensi Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLMNRI 387), jelaslah sudab bahwasanya
Undang-Undang No.8 Tahusn 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hulkum Acara Pidana/KUHAP selaku Hukum Positif (fus Constitutum /
fus Operatum) merupakan Hokum Acara yang dipergunakan secara
teoretis dan praktik pada semus tingkat peradilan dalam menangani
Tindak Pidans Kompsi. Untuk i, dapat dikataken bahwa adaoya
ketentuan hukum acara bersifat gande bagi penyidikan, penuntutan dan
peradilan pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 1Di sata sisi
sehagai  bagian Hukum Pidana Khosus (Jus  Singalare/lus
Speciale/Bijzonder strafrecht), Tindak Pidapa Xorupsi mempunyai
hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara
pada wnumapya. Untuk aspek ini, Hukum Acara Pidana yang diterapkan
bersifat  “lex specialist”. Konkremysa, adanya ponyimpangan-
penyimpanan itv dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan
mempermudah penyidikan, pentntutan serta pemeriksaan di sidang
dalam mendapatkan bukti-bukti snatu perkara pidana korupsi dun
penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi
tersangka / terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi tidak dijamin atau
dilindungi, tetapi dingahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-
penyimpangan iu bukan merupakan penghapusan seluruhnya vang
terpaksa dilakokan untuk menyeiamatkan hak asasi tersebut dari bahaya
vang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagai ketentuan
umum atau “lex generalis” dalam artian bagaimana melakukan
penyidikan, penuntutan dan pemerksaan sidang pengadilan dalam
perkara korupsi sepanjang Hidak diatur adanya penyimpangan dalem
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Undang-Undang No. 31 Tabun 1999, prosesnya identik dengan perkata

pidana umumnya yang mengacu KUHAP. Melihat sifat demikian,

berdasarkan ketentuan teoretik dan praktik, hukum acara Tindak Pidana

Korupsi bersifat ganda. Karena di samping mengacu kepada ketentuan

acara pada UndangUndang No, 31 Tahun 1999 sebagai “lex specialis”,

juga berorentasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 scbagai “lex
generalist”. Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau “lex specialist”
yang menyimpang dari hukuwm acara pidana pada umumnya sesuai
dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Penyidikan, pepuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain
guna penyelesaikan secepatmya (Pasal 25 Undang-Undang No, 31
Tahun 1989). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atan
lebih perkaxa yang oleh undang-undang ditentuksn  untuk
didshulukan, mengenal penentuan prioritas perkara tersebut
diserabkan pada tiap lembaga yang berwenang di setisp proses
peradilan;

2. Dalam menentukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit
pembuktiennya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi
Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi
yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidana Korupsi di
bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan
industri, komoditi berjangka, atan di bidang moneter dan kenangan
yang:

2.1. bersifat lintas scktoral;

2.2. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggib; atau

2.3.dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai
penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
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3. Untuk Kkepentingan penyidikan, tersanpke wailb memberi

keterangan tentang selurub harta bendanya dan harta benda isiri
atan snami, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang
diketahui dan atan diduga mempunyai hubungan dengan Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999),

Penyidik, Penuntut Umwm atas Hekim untuk  kepentingan
venyidikan, peoontutan atau pemeriksasn di sidang pengadilan
berwepang meminta keferangan kepada bank tentapg keadaan
keuangan tersangksn atan terdakwa menurot ketentuan perundang.-
undangan vang berlaku dan Gubernur Bank Indonesia
berkewajiban memenuhi permintaan itu dalam waktu selambat-
fambatnya 3 {tiga) hari terhitung sejak permintaan diterima secara
lengkap, kemudian dapat dilakukan pemblokiran dan bila kemu-
dian hasil pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak
diperoleb bukti vang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut
umum atau hakim, bank pada hari itn juga mencabut pemblokiran
(Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 31
Tahun 1999);

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat kiriman
melalui pos, telekomunikasi, atau alat laionya vang dicurigal
mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang
sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
Pada dasarnya, kefentuan ini dimaksudkan untuk memberi
kewenangan kepada penyidik dalam rangks mempercepat proses
penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita
surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan
Negeri;

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan
orang lain yang bersangkutan depgan Tindak Pidana Korupsi
dilarang menycbut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain
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yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas
pelapor (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
Adapun yang dimaksud dengan Pelapor dalam ketentuan Pasal 31
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah orang yang memberi
informast kepada penegak hukum mengensi suatu tindak pidana
dan bukan pelapor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal | angka
24 Undang-Undang No.8 Tabun 1981 tentang Huokum Acara
Pidana;

Dalan bal penyidikan meneraukan dan berpendapat bahwa satu
atay lebih unsur Tindak Pidana Eornpsi tidak terdapat cukup bukti,
sedangkan secara nyata telah ada kerugian kevangan negara,
penvidik segera menyerabkan berkas perkara basil penyidikan
iersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugaten
perdata atau diserahkan kepada instansi yang diragikan untuk
mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara Tindak
Pidana Korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian
terhadap kenangan negara (Pasal 32 Undang-Undang No. 31
Tahurl 1999). Adapun yang dimaksud dengan secare nyata telak oda
kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat
dilitung jumlahnya berdasarkan hasil temmuan instapsi vang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedasgkan yang
dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana;

Dalam  hal tersangkafterdakwa meningpgal dunia pada saat
dilakvkan penyidikan/pemeriksazn di sidang pengadilan sedangkan
secara nyata telah ada kerugian  kevangan  negara,
penyidik/penuntut woum segera menyerabkan berkas perkara/
salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara
atau diserahkan kepada instanzi yang dirugikan untuk dilakukan
gugatan perdata terbadap ahli warisnya (Pasal 33 dan Pasal 34
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);
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Setiap orang wajib memberi keterangan sebapai suksi atau ahlj,
kecuali ayah ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami,
anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskaun sebagai saksi
ini dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan
disetujui secara tegas oleh terdakwa kemudian apabila taopa
persetujuan ini, mercka dapat memberikan keterangan sebagai
saksi tanps sumpah. Selain ifu, kewajiban memberi kesaksian
berlaku juga terhadap jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia,
kecuali petugas agama yang menurut kevakinannya haros
menyimpan rahasia (Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang No. 31
Tshun 1999). Apabila dijabarkan lcbih jauh, yang dimaksud
dengan pefugas agema ini adalah hanya petegas Agama Katolik yang
dimintakan bantuan Kejiwaan, yang dipercaya menyimpanan
rzhasia;

Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bshwa ia tidak
melakukan Tindak Pidana Korupsi dan adanya kewajiban penuntut
umum unfuk membuktikan dakwaannya (Pasal 37 Undang-Undang
No. 31 Tabun 1999). Aspek ini merupakan pembuktian terbalik
vang bersifat terbatas atau berimbang, vakni terdakwa mempunyai
hak untuk membuktikan bahwa ja tidak melakukan Tindak Pidana
Korupsi dan wajib memberikan keterangaun fentang seluwroh harta
bendanya dan harta benda istri ataw snami, anak dan harta benda
sefiap orang atan korporasi yang diduga mempunyai hubungan
dengan perkara yang bersangkutan, dan pepuntut umum tetap
berkewsajiban membuktikan dakwaanya. Pada asasnyea, ketentuan
ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang
walib membukiikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa.
Menurut ketoitpan ini, terdakwa dapat membuktiken bahwa ia
tidek melakukan Tindak Pidana Korupsi. Apabila ferdakwa dapsat
membuktikan hal tersebut, bukan berarti ia tidak terbukti
melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap
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berkewajiban untuk membuktikan Tindak Pidana Korupst menurut
ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebut
sebagai pembuktian terbalik yang terbaias sebab jaksa masih tetap
waiib membuktikan dakwaannya.

Peradilan in absentia dapat diterapkan Hakim (Pasal 38 Undang-
Undang No. 31 Tabhun 15999). Peradilan in absentia ini dapat
diterapkan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak
hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat
diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Adapun maksud
diterapkan peradilan in gbsenfic Ini adalah untuk menyelamatian
kekayaan pegata schingga tanpa kehadiran terdakwa pus, perkara
dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim. Apabila sebelum putusan
dijatshkan terdakwa hadir, terdakwa wajib diperiksa dan segala
keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang yang
sekarang. Kemudian, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran
terdakcwa oleh penuntut umum ditempel pada papan pengumunan
pengadilan, kantor Pemerintah Daersh ataw dibenitahukan kepada
kuasanya dan untuk peradilen iz absentia ini terdakwa meninggal
dunia sebelum putusan dijatubkan dan terdapat cukup bukti kuat
bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi,
hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan
barang-barang yang telah disita dan untuk itu tidak dapat dilakukan
upaya hukum banding dan bagi setiap orang yang berkepentingan
dapat mengajukan Kkeberatan kepada pengadilan yang telah
menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhituog
sejak tanggal pengumuman; dan

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan
penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi vang dilakukan
bersama-sama oleh orang vang tunduk pada Peradilan Umwmm dan
Peradilan Militer (Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999),
Adapun yang dimaksed dengan mengkoordinasikan adalah
kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sehagaimana
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dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan dan kefentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

No. 30 Tehun 2002..
Dari sini terlihat bahwa tugas yang dimiliki KPK memang sangat besar sekali
dibandingkan dengan instansi kejakssan tetapi hal ini memang merapakan
suatu konsekuensi dari KPK sendiri sebagal suatu lembaga anti korupsi yang
khusus dibentuk untuk memerangi korupsi.
Meskipun KPK mempnoyai tugas dan kewenanpan yang lebih dalam
mejakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi hal ini tidak
oleh menyurutkan peran kejaksean sendini delam memerangi {indek pidana
korupsi. Diharapkan KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang
kuat dan memperlakukan institusi yang teleh ada sebsgal "coumtter partver”
vang kondusif schingga pemberantasas korupsi dapat dilaksanakan secara
efisien dan efcktif.

Eksistensi kewenangan KPK (Komist Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi) mengapsbil alih pemeriksaan suatu perkara korupsi dari pihak
ain {kejaksaan).

Dari segi kelembagasn sesuai dengan persturan perundang-undangan
yang berlaku, penegakan hukur represif terhadap para pelakn tindak pidana
korupsi di Indoensia selama ind dilaksanskan oleh aparal pepegak hokum
seperti kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, karepa tindak pidana korupsi
dianggap sebagai indak pidana luar biasa (extra ordinary crime) den karena
selama ini penindakan hukum ferhadap pars pelaku korupsi dinilai masih
belum optimal, maka berdasarkan UU No. 20 tahun 2002 telah dibentuk
lernbaga baru bernama Komisi Pemberantasan Koropsi (RPK),

Kehadiran KPK fidak menghapuskan aten mengeliminger fugas dan
wewenang aparat hulum yang sda (kepolisian dan kejaksaan) dalam
menangan kasus-kasus korupsi tetapi justra untuk mendorong kinerja aparat
penegak hukum (frigger mechanism) dalam meningkatkan penangsnan
perkara-perkara korupsi.

KPK hanya akan bertindak untuk mengambil aiih penanganan
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perkara-perkara korupsi dari kepolisian atau kejaksaan apabila ada indikasi

kelambanan atau terjadi kolusi dalam penanganan kasus korupsi tersebut.

Tindakan pengambilalihan inilah yang disebut supervisi yang merupakan

salah satu tugas dari KPK yang membedakan dari instansi lainnya dalam

penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 6

huraf b UU No. 30 tahun 2002 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila suatu kasus yang sedang ditangani oleh pibak kepolisan dan
kejaksaan misaelnya kasus BNI cabang Kebayoran baru tidak punya bukti
yang kuat maka KPK harus memperkuat fungsi koordinasi antar instansi dan
Supervisi antar instansi. Mengapa kasus ini selalu ditolak oleh Kejaksaan
Tinggi DKI? ataupun apa masalah pembuktian yang kurang dimiliki oleh
polisi dalam perkara ini? .

Dan apabila KPK menganggap bahwa ada permasalahan lain sesuai
dengan pasal 9 UU No. 30 tahun 2002 maka KPK dapat mengambil alih
penyidikan dan penuntutan dan harus mengajukan ke Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi untuk diputus, meskipun dianggap perkara tersebut
kemungkinan memiliki peluang unmtuk dibebaskan. Hal ini sesuai dengan
Pasal 5¢ Undang-undang No. 30 tahun 2002 menyatakan:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korpsi terjadi dan Komisi Pemberantasan
Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah
dilakukan penyidikan oleh Kepolisan atau kejaksaan, instansi tersebut
wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling
lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tangpal dimulainya
penyidikan.

2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisan atan kejaksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara terus menerus dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan.
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kepolisan atau
kejaksaan tidak berwenang lagi untuk melakukan penyidikan.
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Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan

atau  kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi penyidikan yaog
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut harus segera dibentikan,
Bunyi pasal 8 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 fentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

0

(2

(3

{4

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagabmana dimaksud dalon
pasal & huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
pengawasan, penelitian atau pendachan terhadap Instansi yang
menjalankan  tugas dan wewenangnya yang herkailon dengan
pemberantasan  tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalom
melaksanakan pelayeran publik.

Dalam melvksanakan wewenanyg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komisi Pemberemtasan Korupsi berwenamg juga mengambil olih
penyidikan atau perntutan terhadap pelakn tindak pidema korups: yang
sedang dilakukan oleh kepolisian atan kejaksaan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan
atau pemuntutarn, kepolisian atau kejaksaan wajib  menyerahkaon
tersangka don seluruh berkas perkara besria alat bukti dav dokumen lain
yemg diperlukan dadam wakiu paling loma 14 {empat belus} hori kerja,
terhitung sejok tanggal diterimanya permintasn Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Penyerahan sebagaimona dimakksud peda ayof {3) dilakukan dengan
membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala
tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan
tersebut beralih kepada Komist Pemberantasan Korupsi.

Jika dikaitkan denpan pasal 8 tersebut di atas maka penpanbilalihan

penyidikan dan penuntufan sebagaimiana dirnaksud, dilskukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi fidak
ditindaklanjuti;

b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlart-larut atau
tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan;

t. Penanganan tindak pidana korupsi ditojukan untuk melindungi pelaku
tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

d. Pepanganan tindak pidcma korupst menpandung unsur korupsi;
hambatan penanganan tindak pidana korupsi karepa campur tangan
dari eksekutif, yudikatif atau legisletif atau;

e. Keadaan lain yang menumi pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,
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penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan
dapat dipertanggungjawabkan. (pasal ¢ UU Neo. 30 tabun 2002
tentzog Komisi Pemberantasan Korupsi)

Lingkup perkara tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi sebagai berikut @

a. Melibatkan aparat penegak hukurn, penyelenggara negara dan orang

lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Mendapat perhatian yang meresabkan masyarakat; dan/atan
Menvangkut kerugian negara paling sedikit Rp, 1.000.000.000,~ (satu
milvar rupiah). (pasal 11 U No. 30 tahun 2002).

Menurut Zet Taduog Allo penyidik di KPK, uasor dari pasael 11 ini
merupakan alternatif piliben saja, dan untok hwuf b ind dikatakan
tidak ade uvkuran fertenty vang dapat dikaiskan meresabkan
masyarakat karena sulit sekali menentukannya karena bersifat
subjektif sehingga apabila unsur dari huref a dan huruf ¢ terpenubi
maka dianggap sudah termasuk cukup mendapat perbatian yang
meresahkan masyarakat,”’

Perkara-perkara yang telah dilakukan supervisi oleh KPK terhadap

instansi kejaksaan sebanyak 35 perkara dengan perincian sebagai berikut :

-

"

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 1 perkara.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebanyak 1 perkara,
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebanyak 4 perkara.
Keizksaan Tinggl DKI Jaya sebanyak 5 perkara.

Kejeksaan Tinggl MNusa Tengpara Barat sebanyak 2 perkara
Keiaksaan Tinggikalimentan Barat sebanyak 1 perkara,
Kejaksann Tinggt Jawa Timur sebanyak 2 perkara,
Kejaksaan Tinggi Benghkulu sebanyak 1 perkara

Kejanzaan Tinggl Gorontalo sebanyak 4 perkars,

Kejaksaan Tinggl Sulawesi Utars sebanyak 2 perkara.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebanyak 3 perkara.

az

Wawancara dengan Zet Tadung Allo sebagai peayidik dan penuntut uturn KPK pada tanggal

1 April 20609 pukad 14.00 WiB di Gedung KPR, Jakaria.
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- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebanyak 5 perkara.
- Kejaksaan Tinggi Malnku sebanyak 3 perkara.
- Kejaksaan Agung sebanyek 1 perkara.”®

Salah satu contoh kasus perkara yang disupervisi oleh KPK yaitu
kasus mark up pengadaan gedung kedubes RI di Singapura. Kasus ini
ditangani oleh Timtas Tipikor yang bermula saat kedutaan mengajukean
dana renovasi sebesar US$1,9 juta atau sekitar Rpl7 miliar, Departemen
Keuvangan kemudian mengucurkan dana Rpi64 mihiar. Renovasi
dilaksanakan kontraktor Ben Soon Heng Enpioeering Enterprise,
perusahasn milik John Lee Ah Kuang, warga Singapura. John menagih
pemmbayaran setelah renovasi berakhir pada November 2003, dan
pembayaran dilakukan pads 31 Desember 2003, Dalam lembar tagihan,
John menulis jumlah 3,38 juta dolar Singapura dan dibayarkan Keditaan
sebesar 3,284 juta dolar Singapura, sisanya, 96.164 dolar Singapura atau
sekitar RpS570 juta, dinyatakan sebagal utang Kedutaan,
Kasus ini kemudian diperiksa oleh Timtas Tipikor veng menurut
penyelidikan Timtas Tipikor, vang yang diferima John cuma 1,68 juta
dolar Singapura yang dicicll 10 kali, sisanya sebesar 1,697 juta dolar
Singapura atau sekitar Rp. 10,1 miliar, dikantongi pejabat KBRI, laiu
dibagikan kepada beberapa orang. Namun tak lama kemudian pada tahun
2006 Timtas tipikor laln dibubarkan sehingga KPK pun kemudian
mengambil alih psnyidikan kasus tersebut. Pengambilalihan inf selain
karena timtas tiptkor sudah dinopaktitkan juga dimaksudkan agar
penanganan perkara tersebut tidak bedarut-larut dalam penyelesaiannya
sehingga program percepatan penanganan kasus korupsi terealisasikan, ™
Kegiatan supervisi daiam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurof ¢, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang :
a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

¥ Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tubunan XPE Tahun 2008, {Yokerta : Komisi
Pemberantasan Korupsi, 20083, kal, 2526,

- httg:/imedishoion. comy/index phploption—com_content& view=griicle&{d=003 peranan
pengadilan-terhadap-penegakan-ham-delam-kubapdrcatid=34-hukumé fremid={ 52
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, Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang
seseorang bepergian ke Juar negeri;

. Meminta keterangan kepada bank atan lembaga keuangan lainnya
tentang keadaan kenangan tersangka atau terdakwa yang sedang
diperiksa

. Memerintahkan kepade bank atau lembaga kevangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga hasil dad korupsi milik tersangka,
terdakwa atau pihak lain yang terkait;

. Memerintahkan kepada pimpinan atau atesan tersangka untuk
memberhentikan sernentara tersangka dadi jabatanmya;

Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka ataun terdakwa
kepada instansi yanp terkait;

. Menghentikan semeptara sereua  fransaksi  keuangan, transaksi
perdagangan dan perjaian lainnya atau pencabutan sementara
porijinan, lisensi serta konsensi yang dilkukan atau dimilild oleh
tersangks atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukit awal yaog
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa

. Maminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan
barangbukti di Juar negeri;

Meminia baniian kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, pengpeledahan dan penyitaan
dalam perkata tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (pasal
12)

Selain togas dan wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan

Korupsi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 38 s/d
pasal 82 UU No. 30 tahun 2002 juga ditentukan tentang penyelidikan,
penyidikan dan pepuntutan tindak pidana korupsi yang merupakan proses
adjudikasi, Pada dasarnya proses adjudikasi merupakan tahapan prosesual
yang dipunyai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan UU
No. 30 tahun 2002 adanya beberapa asas yang menjadi landasan yuridis
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tentang eksistensi Komisi Pemberantasan korupsi (RPK) dalam tshap pra-
adjudikasi yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutas,
yaitu :

1.

Ketentuan pasal 39 UU Ne. 38 tahun 2002 adanya asas Non-Struktural
dari Pimpinan atau pegawai KPK yang berasal adari Kepolisian dan
Kejaksaan yang diberhentikan sementara darl instansinya selama menjadi
Pegawai atau Pimpinan KPK sehingga dibarapkan tidak ada keterkaitan
secara struktural dengan instansi/nstitusi awal.

Ketentuan pasal 40 UU No. 30 tabun 2002 adanya asas Ekekutabelitas,
vaitu larangan bagi KPK untuk menerbitkan perntah penghentian
penyidikan dan penuntuian schingga seiap perkara korupsi yang
ditangani KPK wajib dilanpabkan ke pengadilan tindak pidara korupsi,
kecuali saat penyelidikan.

Ketentuan pasal 39 UUJ No. 46 tahun 2002 adanya asas Prosedur Khusys
Penyidikan, bahwa KPK berwenang dan mempunyal prosedur khusus
untuk tidak periu adanya {jin khosus ketika melakokan penyidikan
kepada pejabat negare tertentu sebagaimans yang dikepsl dalam
ketentuzn KUHAP dan {Undang-undang yang lainnya.
Ketentuan pasal 47 UL No. 30 tabur 2002 adanya asas prosedur Khusus
Penyitaan batwa tidek perlunya KPK melakukan penyitaan meminnta
ijin Ketua Pengadilan Negeri setelah diperoleh dugaan kuat adanya
tindak pidana.
Ketentuan pasal 50 UU No. 30 tahun 2002 adanya asas prioritas vaitu
kewenangan KPK melakukan penyidikan yang dilakukan secars
bersamsan antara kepolisian dan kejaksaan. Dimensi ini merupakan
velimpahan kewenangan kepada KPK, beearti penyidikan yang dilakuken
kepolisan dan kejaksaan harus segera dihentikan (tidak berwenang
melakukan penyidikan) untuk disershkan kewenangan penyidikan itm
kepada KPK. T

UU No. 30 tahun 2002, penyelidik KPK. diangkat dan diberhentikan

oleh KPK, sedangkan penyidik KPK memiliki kewenangan sesvai asas Non-
Siruktural, zsas Eksekutsbelitas, asas Prosedur Khusus dan asag Prioritas,
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konsekuensi logisnya bahwa pemeriksaan yang tidak diatur dalam undang-
undang ind berlaku ketentuan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tabun
2001 dap UU No. 8 tshun 1981, Kemudian pemumiut uwoum KPK yang
melaksanakan fungsi penuptutan adalah Jaksa Peountut Umura, tetapi
berdasarkan ketentuan pasal 39 U No. 30 tahun 2002 mempunyal asas non
struktural sehingga independensi KPK diharapkan tidak menjadi kendala
dalam proses penuntutannya.

Masuknya Komisi Pemberanfasan Korupsi (KPK) ke dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia.

Penanggulangan kejahatan melalul sarana penal lazimnya dilakuokan
melaiwi langkah-langkah : perumusan norma-norma hukum pidana, yang 4
dalamnya terkandung adanya unsur substentif, struktural dan kultoral
masvarakat dimana sistern hubum pidana i diberlakokan. Sistem hukum
pidana vang berhasil dirumuskan o selanjuinya secara operasional bekeria
lewat suatu sistem yang disebut Sistern Peradilan Pidana (Criminal Justice
System).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan {(nerwork) peradilen
yang menggunakan hokum pidana sebagai sarapa utamanya, baik hukom
pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Sebagai
suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat strukiur atau subsistem
yang scharusnya bekerja secara koherem, koordinatif dan integrative agar
dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yanp maksimal.

Kombinasi antara efisiensi dan efekiifitas dalam sistem sangat
penting, sebab belum tentn efisiensi masing-masing subsistem dengan
sendirinys menghasilkan efeldfitas. Fragmentasi fungsional pada subsistem
akan mengurangi efektifitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem
tersebut secara keseluruhan disfungsional.

Sistemm peradilan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak
tmkum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasysrakatan
memeriukan gerak harmonisasi dan sinkronisasi. Istilah sinkronisasi atau

penyesuaian perundang-undnagan (Rarmonization of law) dan sinkronigasi
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atay penyelarasan perundang-undangan (syncromization of Ilow) harus
dipabami secara simultan. ‘

Harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikatorindikator
dan karakferistik yang sama dalam  perundang-undangan sedangkan
sinkronisasi perundang-undangan lebih mementingkan bahwa suatu undang-
undang idak boleh bertentangan satu sama lain dengan perundang-undangan
yang sederajat {sinkronisasi horisontal} dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi (sinkronisasi vertical).

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem
peradilan pidana yang mempunyai kewenangan penyelidikan, penyidikan dan
penuntatan dalam satu tangan memang menjadi dilema tersendiri. Hal i
disebabkan karena KPK pada awal dibentuknya untuk menangani korupsi
yang telah dianggap sebagai exfra ordinary crime schingga diperiukan
PENENRANAN YAng extra ordingry enforcement, mengingat banyaknya perkara
korupst yang tidak tersentoh atau tidak tertangani dengan baik.

Tetapi apabila dikaji dengan seksama sebenaruya kewenangan yang
dimiliki KPK sebeparnya sama dengan kewenangan Kejakssan dalam
menanganl perkara-perkara korupsi, yaitn kewepangan untuk melakukan
penyidikan dan penuntutar dalam satu tangan. Yang membedakan disini ialah
dalam mengaplikasikan kewenangan tersebut, dimana KPK mempunyai
beberapa kewenangan khusus berdasarkan undang-undang dibandingkan
dengan kejaksaan, misalnya adanya posedur khusus dalam memeriksa
penyelenggara negara, tidak perlu adanya ijin penyitaan dari Pengadilan.

Adanya kewenangan khusus ini merupakan konsekuensi dari lembaga
KPK sebagai lembaga anti korupsi vang mempunyai prinsip sebagai “trigger
mechanism” bagl lembaga penegak hukum lainnya, Dengan adanya
perbedaan dalarn pelaksanaan wewenang penyidikan dan penuntutan ini
menimbulkan adanya disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana
korupst di Indonesia antara yang dilakukan KPK dengan kejaksaan.

Budaya hukum yang tercipta selama ini di masyarakat adalah bahwa
lembaga penegak hukum yang selama ini ada (kejaksaan dau kepolisian)
dalam pernegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah gagal adanya,
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hal ini terlibat dalam perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun,
baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumish kerogian keuangan negarca
maupun dari segi kualitas tindsk pidana yang dilakukan semakin sistematis.
Asumsi demikian memang tidak bisa dipungkiri apalagi bhal i juga
termaksud dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2002 yang menyatakan
“penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan
secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai harbatan™
Namun demikian diharapkan dengan adanya KPK sebagai trigger mechanism
ini maka keiaksaan akan semakin memperbaiki dirinya menuju ke aral yang
lebih baik dalam penyelesaian perkara korupsi.

Dengan persamaan kewensngan penyidikan dan penuntutan dalam
satu tangan ini scbenamnya lembaga KPX tidak berada di tuar sub sistem
dalam Sistenn Peradilan Pidana vang ada, melamkan ia seedars fungsi dan
kewenangsnnys berada sejajar dengsn lembega lainnys yang mempuayai
fungsi dan wewenang yang sama dalam sub sistem yang ada. Hal ini sejglan
dengan tugas KPK itu sendirt sesuai dengan pasal 6 UL No. 30 tahun 2002
yaitu untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam melakukan
penanganan perkara korupsi.

Apabila dikaitkan dengan sisiemn peradilan pidana vang mempunyai
dimenst ganda, dimana disatu pihak berfungst primair vaitn sebagal sarana
masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pads tingkat
tertentu (erime contain systenr), dan di Jain pibak sistem peradilan pidana juga
berfungsi untuk pencegahan sekunder, vakni mencoba mengurangi
kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan
mercka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi,
pémidanaan dan pelaksanaan pidang.

Maka fuogsi primair =zistem peradilan pidana dari  Komisi
Pernberantasann  Korupsi  adalab  melald  penanganan  korupsi  secara
independen dan bebas dari pengaruh manapun {pasal 3 TU No. 30 tahun
2002), karena korupsi sudah menjalar ke seluruh sendi kehidupan bernegara
dimana sifat dan akibat dari korupsi yang begitu besar yaitu menggerogoti
kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat sehingpas dapat dikatakan
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schagai pelanggaran HAM yakni hak-hek sosial masyarakat.™ Diharapkan
dengan penanganan perkara korupsi vang dilakukao oleh KPK maka
kejahatan korupsi dapat dimirdmalisasi sekecil mungkin., Sedangkan unmuk
tungsi sekunder yaitu melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan
pidana telah diakomodir dalam UU No. 30 tahun 2002. Misalnya untuk upaya
deteksi telah diatur dalam pasal 13 UL No. 30 takun 2002 yang berbunyi

“ dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 huruf d Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan
langhah atau upaya pencegahan sebogal berikut ©

a  Melakukan pendafiaran dan pemeriksaan ierhadap laporan harta

kekayaan penyelenggara negara;
b. Menerima laporan dan meneiapkan staius gratifikasi;

¢. Menyelenggarakan progrem pendidikan antikorupst pada setiap

Jenjang pendidikan;

d. Merancang dan wmendorong terlaksananya program sosialisasi
pemberantasan tindak pidana korupsi;

e.  Melakukan kampanye antikoripsi kepada muasyarakat wmum;

1§ Melakukan  kerjosama  bBilateral  atauw  mudiilaieral  delom
pemberantasan tindak plilans korupsi.”

Merdjono Reksodiputro mepegjemabkan sistern peradilan  pidana
sebagal suatu sistem vang beriujuan entuk “menanggulangi kejahatan™,
sebagai salah satu usaha masyarakat uwntok mengendalikan terjadinya
kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat,*'

Tambahnyz lagi, dari segi kesisteman bahwa sisterm penegakan hukum
pidana termasuek penegakan hukom dalam tindak pidapa koropsi identik
dengan sistem kekuasaan atau kewepangan mencgakan hukum, identik pula
dengan sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana keterpaduan dimaeksud
raeliputi ;

1) Adanya ketjasama dari sejumlah sistem.

2) Sistem itu seperti bejana yang saling berhubungan (artinya suatu sistem
yang rusak akan berakibat rusaknya sistem yang lain).

3} Adanya pemisahan antars permasalahan jaksa di tingkat kelembagaan

"‘

dengan jaksa sebagai penuntut umum.

“ Chacrudin, et al.,, Strategi Pencagahan & Pensgakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Jakarta :

T Refika Aditama, cet. T, 2008}, blm, 22,

* Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilam Pidama (Peran Penegak Hukum Melawan

Kejohatan)” Hak Asasi Manusia Dalara Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku
Ketiga (Jakarta : Universitas Jndonesia, Edisi 1, Cet. 3, 1297), him. 84.
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4} Adanya keterpaduan fungsi dalam sistem peradilan pidana (dalam hal ini
demi penegakan hukum pada fingkat fungsi penyidikan, penuntutan,
eksekusi putusan pengadilan. Artinya tidak boleh parsial, fragmentaris,
yang berujung pada kebijakan kriminaldi fingkat pimpinan puncak MA).

5) Pembaruan harus berupa tindakan nyata (alam hal ini harus ada
perwmusan aturan yvang tidak bersifat moralistis dan idealistis dalam snatu
undang-undang, yaitu misalnya pembentukan pengawas independen di
tingkat pusat maupun pada tingkat daerah)™.

Tujuan dalam  sistern  peradilan  pidana merupakan hal yang
menentukan keberhasilan sistem fersebut. Masing-masing subsistem dalam
sistern peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan
tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-
masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut,

Dalam cakupan yany lebih luas, tujuan sistem peradilan pidana adalah ——
sebagai berfkut* : |
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

b. Menyelesaikan kejahatan yang teriadi, sehingga masyarakat puss bahwa
kzadilan telah ditegakan dan vang salsh dipidana, seria

¢. Berusaha agar mereka yang pernah bahwa sistern penegakkan hukum
pidana termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana  korupsi
melakkan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Dari uraian di aas yang patut menjadi perhatian bagi kita dalam
mermandang tindak pidana korupsi dalam kerangka sistem peradilan pidana
{eriminal justice system) adalah :

I. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi  hendoknya  tidak
menjedikan kepolisian dan kejaksaan “enggan” melakukan penangan
perkara tindak pidana korupsi karena tugas penenganan perkara tersebut
juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan
sebagaimana digariskan oleh undang-urdang.

® Mardjono Reksodiputte, “Krimmnologt dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karsngan,
Buke Kedoa (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengsbdian Hukem &/h Lembaga
Kriminofog! Universitas Indonesia, 1997), hal. 140-147,

® Kenneth 1. Peak, “Justice Administration Police, Courts, and Caorrections Managenent” (Neve
Jersey | Prentice Hall Inc, Buglewood Chfl, 1993), kim, 5.
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2. Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan mgas dan wewenangnya
yang lebih luas mencakup pencegaban dan pemberantasan tindak pidana
korapsi, termasuk di dalamnva bidang pengawasan terhadap lembags
penegak hukum dan instansi yang melayani publik. Deogan demikian
komisi berperan penting dalam wupaya menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolust dan nepotisme.

3. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
dilakukan terutama dalam hal perkars vang mendapat perhatian atau
menimbulkan keresahan masyarskat, menimbulkan kerugian vang besar
{(sedikitnya I milyar) dan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum
atau penvelenggara negara,

4. Koordinasi dan kerjasama merupakan hal yang paling penting dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi agar tidak terjadi overlapping
dalam penanganzn findak pidanan kompsi, Sistem pelaporan dao
adminisirasi yang terpadu mendukung koordinasi dalam kerjasams yang
efektif dalam penanganan findak pidana korupsi.

5. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak  melampaoni
kewenangan Jaksa Agung dalam hal menerbitkan Surat Penghentian
Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

6. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai  dengan  tindakan
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sepenvhoya dilekuken
oleh penyidik dan penpuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Pemeriksaan dan penumtutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan
pada pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk dalam lingkungan
peradilan umum.

8. Hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi adalzh hakim pengadilan
negeri dan hakim ad hoe yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
RI atas usul Ketua Mahkakah Agung.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan maka dengan undang-
undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus  tindak  pidana  korupsi  yang
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penuniutannya disjukan oleh Komisi Pemberantasan Kotupsi,

Menurut Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah, SH., MA. sebaiknya UU No. 30
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perfu direvisi karena
menurut beliau dengan adanya kewenangan lembaga KPK untuk melakukan
penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi selain dari lembaga Kejaksaan
maka menyebabkan adanya 2 (dua) Jaksa Agung di dalam satu negara. ™

Tetapl meskipun demkian tujuan yang dirumuskan dalem sistem
tersebut merupskan tujuan bersama seluruh unsur-unsur atau subsistem dalam
sistem peradilan pidana termasuk dari KPK sendini. Keterkaitan keberhasilan
kerja masing-masing subsistem satu dengan lainnya gkan berdampak pads hasil
kerja susbsistem yang lain, Sehingga dihaepkan pant penanganan tindak
pidana korupsi akan s¢jalan dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat

Indonesia yaitu menuju Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

* Penjelasas Prof Dr. Jur. Andi Hurazah, SH. pada tanggal 18 Maret 2009 pukul 17.36 WIS di

Lebok Bules, Jakaa,
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BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah divraikan pada bab-bab scbelumnya, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dalam peoanganan tindak pidana korupsi, wewenang penvelidiksn,
penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh satu lembaga seperti
pada Kejakssan dan KPK. Dalam melakukan togas dan
kewenanganuya dalam memberantas korupsi Kejaksaan berpedoman
pada KUHAP, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan
Undang-undang No. 20 tabun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidapa
Korupsi sedangkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman
pada UU No. 30 shun 2002 tentang Komisi Pemberantazan Korupsi.
Dalam melskukan tugas dan kewenangannya ini {erdapat perbedasn
dalam melakukan penyidikan dan penuntutan, vaitu KPK tidak
memerlukan zdanya Hjin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan
penyitaan, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan/Penuntutan (SP3) serta adanya prosedur
khusus yang dimiliki KPK untuk melakukan penyidikan terhadap
pejabat penyelenggara negara. Juga setiap perkara korupsi yang
ditangani oleh KPK akan dilimpahkan ke pengadilan Khusus vaitn
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah naungan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, - ‘

KPK dapat melakukan salah satu kewenangannya yaitu supervisi.
Maksudnya supervisi yaitu KPK dapat mengambil alih penyidikan
atau pepuntutan setiap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh
instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan, Kewenangannya ind
dapat dilakukan oleh KPX apabila ada indikasi perkara korupsi yang
sedang ditangani oleh kepolisian ateu kejaksaan memakan waktu
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yang sangat lama. Serta jumlah statistik selurah perkama korupsi yang
telah berhasil ditangani oleh kejaksaan ataupun KPK menjadi absurd
karepa tidak ada laporan dari masing-masing instansi mengepai
junilah perkara yang telah berhasil ditangani. Hal ini dperfukan untuk
mengetahui hasil kinerja masing-masing lembaga sebagal acuan
dalam percepatan penanganan perkara korupsi.

Akibat hukum dengan adanya wewenang penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada satu
lembaga menyebabkan kemungkinan wuntuk timbulnya suatu
ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Untuk itu
dasar dalam pemberian wewenang-wewenang tersebut haruslah kuat
dengan menekankan konsepsi dug process of law yang merupakan
bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu fungsi pengaturan
wdang-undang. Balk Kejaksaan maupun KPK, wewenang yang
dimilikinya dalam menangani petkara korupsi didasari oleh undang-
undang. Hal penting lainnya adalah bshwa wewenang-wewenang
terssbut harus saling dikoordinasikan satu sama lain antara Kejaksasn
dan KPK, schingga terciptanya “balancing of powers”. Dengan
demikian  tidak terjadi tumpang tindih  kewepangan dalam
melaksanakan pemeriksaan tindak pidana korupsi,

2. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka penulis

memberikan saran sebagal berikut:

i

Wewenang uofuk  melakukan penyelidikan, penyvidikan dan
penuntutan dalam sate lembaga perlu didasari oleh ketentuan
perundang-undangan yang kuat dan jclas demi terjaminnya suatu
kepastian hukum. Kepemilikan wewenang-wewenang tersebut juga
haros diimbangi dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang

bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan,

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Ul, 2009 | .
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2. Baik Kejaksaan R1 maupun KPK, keduanya merupakan tonggak
utama dalam suatu cita-cita pemberentasan korupsi di Indonesia.
Antara instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani
perkara korupst harus disertal depgan suatu komitmen, kerjasama dan
koordinasi yang kuat. Pemberantasan korupsi akan efektif ketika
seluruh komponen bangse bersatu dan saling mendukung dalam
pemberantasan korupsi,

Kewenangan Kejaksaan..., Deddy, FH Uhﬁ?ggrsitas Indonesia
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